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ABSTRAK

Nama . Arif Rahman
Progam Studi : Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Akibat Peristiwa Di Luar Kesalahan
Para Pihak ( Analisa Kasus Matahari Putra Prima Tbhk. Melawan PT.
Bogor Internusa Plaza)

Peristiwa di luar kesalahan para pihak merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara
tidak terduga dalam suatu perikatan maupun perjanjian, salah satunya dalam perjanjian
sawa menyewa. Peristiwa di luar kesalahan para pihak ini disebut juga sebagal peristiwa
overmacht, peristiwa overmacht secara umum dibagi menjadi dua, yaitu tetap dan
sementara. Dalam peristiwa overmacht ini, tidak jarang timbul permasalahan hukum yang
berkaitan dengan kerugian, dengan adanya peristiwa-peristiwa overmacht dan akibat-
akibat hukumnya itulah kemudian muncul kesadaran akan pentingnya perlindungan
hukum bagi pihak yang merasa dirugikan, salah satunya dalam perjanjian sewa menyewa,
yaitu penyewa. Perlindungan hukum bagi penyewa ini dapat diberikan baik itu yang
berasal dari perjanjian para pihak maupun melaui sebuah putusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap.

KataKunci  : Perlindungan Hukum, Penyewa, dan Peristiwa Di Luar Kesalahan
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ABSTRAC

Name : Arif Rahman
Study Program : Ilmu Hukum

Title . Legal Perotection for Tenant As A Result Events Beyond The Parties
Fault ( Case Analysis PT. Matahari Putra Prima Thk. Against PT. Bogor
Internusa Plaza)

Events beyond the parties fault is a lega event that occurs unexpectedly in an
engagement or agreement, one of which the |lease agreement. Events beyond the the
parties fault is referred to as events overmacht, overmacht events are generally divided
into two, permanent and temporary. In the event this overmacht, not infrequently raised
the question of law relating to losses, given the events overmacht and legal consequences
that then arise awareness of the importance of legal protection for those who fee
aggrieved, one in the lease agreement, the tenant. Legal protection for tenants can be
provided either from the agreement of the parties or through a court decision is legally
permanent.

Key Word . Lega Protection, Tenant, and Events Beyond The Fault.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya intensitas hubungan antar manusia seringkali juga
meningkatkan berbagai permasalahan yang dapat timbul akibat hubungan-hubungan yang
terjadi tersebut. Permasalahan-permasalahan yang timbul juga seringkali termasuk dalam
apa yang disebut dengan peristiwa hukum, baik yang bersifat publik maupun privat.
Dalam ranah hukum privat salah satu bentuknya adalah yang berkaitan dengan perikatan
dan perjanjian.

Dalam Hukum perdata, perjanjian secara umum dibagi menjadi dua yaitu
perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang
memeberikan kewajiban pada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya' Contoh
perjanjian ini antara lain, hibah dan hadiah. Sementara perjanjian timbal balik adalah
perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.? Contoh
perjanjian ini antara lain tukar menukar dan sewa menyewa. Sewa menyewa sebagai
salah satu bentuk perjanjian timbal balik saat ini juga semakin berkembang terutama yang
berkaitan dengan penyewaan terhadap lokasi atau tempat usaha seperti ruangan dalam

gedung yang memberikan solusi karena keterbatasan | ahan.

Pengaturan perihal perjanjian sewa meyewa terdapat di dalam Buku Ke 111, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai perikatan. Pengertian sewa
menyewa sendiri terdapat dalam pasal 1548 KUH Perdata sebagai berikut :

! Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992 ), him. 86.

2 hid.
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“Sewa menyewa idah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya
kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan
pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu

disanggupi pembayarannya.”*

Berbeda dengan perikatan sepihak yang memberikan hak kepada satu pihak dan
memberikan kewajiban pada pihak lainnya. Dalam perjanjian timbal balik seperti sewa
menyewa masing-masing pihak diberikan hak dan kewajiban atas pihak lainnya. Oleh
karena itu para pihak bisa berperan sebagal debitur ( pihak yang memiliki kewgjiban
berprestasi ) maupun kreditur ( pihak yang memiliki hak menuntut prestasi ) pada pihak
lainnya.

Ketentuan Buku Ke 11l KUH Perdata bersifat terbuka, yang berarti mengandung
azas kebebasan dalam membuat perjanjian.* Azas kebebasan disini berarti pengaturan
Buku ke IlI KUH Perdata, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk mengadakan perjanjian yang beris apa sgja, asalkan tidak melanggar ketertiban
umum dan kesusilaan. °> Ketentuan tersebut secara tegas disimpulkan dalam ketentuan
pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya’.°

% Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta: PT. Pradnya
Paramita, 1996). Pasal 1548.

* Subekti, Hukum Perjanjian, ( Jakarta: Intermasa, 2004), him. 13.
® lbid.

® Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., Pasal 1338.
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Jadi dengan dasar tersebut maka segala hal yang diperjanjikan dan disepakati oleh
para pihak bisa apa sgja, akan tetapi dengan tetap mengindahkan pula pengaturan baik
dalam perundang-undangan maupun dalam kesususilaan. Selain itu perlu diingat juga
bahwa terdapat asas konsualisme yang berarti bahwa perjanjian dan perikatan itu sudah

dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.’

Jika berdasarkan hal tersebut maka bisa dikatakan setiap perjanjian sebenarnya
sudah mencapal bentuk ideal, akan tetapi sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara
apa yang diperjanjikan dengan kenyataan yang terjadi. Salah satu kondisi yang terjadi
adalah ketika salah satu pihak misalnya debitur tidak dapat melakukan prestasi atau
kewajibannya kepada kreditur. Hal tersebut bisa terjadi karena kesalahan atau tanpa
adanya kesalahan dari para pihak.

Kesalahan baik itu karena kesenggjaan ataupun kelalaian menjadi sebab tidak
terlaksananya prestasi kemudian lebih dikenal sebagai wanprestasi yang artinya tidak
memenuhi kewajiban.? Pada kondisi ini pihak yang melakukan wanprestasi tersebut
akan dibebankan tanggungjawab kepada pihak lainnya yang dirugikan karena kejadian
tersebut.

Kondis sebaiknya terjadi jika tidak terlaksananya prestasi kemudian dapat
dibuktikan tanpa ada kesalahan para pihak. Kondisi tersebut umumnya disebut sebagai
risiko. Pengertian risiko ialah kewajiban memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa
yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur yang menimpa benda yang menjadi obyek
perikatan atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi.’ Dari pemahaman
tentang risiko tersebut kemudian perlu dipahami apa yang dimaksud dengan keadaan
memaksa atau lebih dikenal dengan overmacht atau force majeure. Secara umum

Overmacht sendiri dismpulkan sebagal keadaan tidak dapat dipenuhinya prestas oleh

7 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 15.
8 Abdulkadir Muhammad, op.cit., him.20.

% 1bid., him. 27.
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debitur karena terjadi peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat
diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.*

Unsur-unsur overmacht sendiri adalah:
1. Tidak terpenuhinya prestasi karenadi luar kesalahan atau kesengajaan debitur;
2. terdapat peristiwa yang menyebabkan objek yang diperjanjikan musnah;
3. peristiwa yang mendasari terjadinya overmacht tidak dapat diduga sebelumnya;
4. peristiwatersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; dan
5. debitur tidek beritikad buruk.™*

Overmacht sendiri memiliki akibat yang belum tentu sama secara keseluruhan,
hal ini terjadi karena adanya perbedaan sifat over macht, perbedaan sifat tesebut adal ah:

1. Overmacht tetap, artinya overmacht yang mengakibatkan suatu perjanjian terus-
menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan atau tidak mungkin
dipenuhi sama sekali. Dalam keadaan itu, secara otomatis keadaan memaksa itu
mengakhiri perikatan karenatidak mungkin dapat dipenuhi.

2. Overmacht sementara, artinya overmacht yang mengakibatkan pelaksanaan suatu
perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian.
Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti ( tidak batal ), melainkan
hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi,
pemenuhan prestasi dapat diteruskan.*

Karena perbedaan akibat overmacht itulah pembuktian jenis overmacht menjadi

penting, ha ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak itu sendiri

“Ibid.

" Rahmat S.S. Soemadipradja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa ( Syarat-Syarat
Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/ Force Majeure), ( Jakarta: Nasiona Legal
Program, 2010), him. 41.

2| hid., him. 42-43.
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terutama bagi yang merasa dirugikan akibat keadaan memaksa tersebut. Pengertian
overmacht atau force majeure sendiri merupakan ketentuan yang tidak begitu banyak
ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam KUH Perdata sendiri hanya dua
pasa yang mengaturnya yaitu Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata® Dari ketentuan
tersebut sebenarnya over macht ditujukan sebagai usaha perlindungan hukum bagi debitur
terhadap peristiwa yang dianggap sebenarnya kesalahan debitur. Kondisi ini didasari
antara lain karena dalam hukum perdata itikad baik ( good faith ) masih diberlakukan di
Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Akan tetapi tak jarang pula overmacht bisa
menjadi bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, karena tak jarang pula kreditur
dihadapkan pada masalah untuk memenuhi kewajibannya terutama dalam perjanjian

timbal balik seperti sewa menyewa seperti pembayaran uang sewa.

Dari kasus tersebut posisi penyewa sebagal kreditur atas hak menyewa objek
dilindungi oleh pembelaan overmacht. Dalam kondisi ini ada pilihan yang diberikan,
pilihan tersebut tentunya dengan memperhatikan bentuk overmacht itu sendiri misalnya
pada overmacht tetap, unsur ketidakmungkinan (imposibilitas) adalah dasarnya artinya
pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh sigpa pun, sedangkan pada over macht
sementara, unsur kesulitan-kesulitan ( difficulitas ) adalah dasarnya, artinya jika

kesulitan-kesulitan sudah tidak ada maka pemenuhan prestasi bisa dilakukan.*

Pada kondisi overmacht yang bersifat tetap maka akibat yang ditimbulkan adalah
batal atau berakhirnya perjanjian, konsekuensi hal ini adalah pemulihan kembali dalam
keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan. Tetapi jika satu pihak sudah
mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum terjadinya peristiwa
overmacht maka harus ada pengembalian semua atau sebagian biaya dari pihak lainnya.

Sementara pada overmacht bersifat sementara maka overmacht hanya mempunyai daya

B |bid., him. 72.

14 |bid., him. 42-43.
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menangguhkan dan kewajiban debitur untuk berprestasi hidup kembali ketika faktor
overmacht itu sudah tidak adalagi.’

Hal ini seperti yang terjadi dalam kasus yang akan dianalisa dalam penulisan
skripsi oleh penulis adalah kasus antara PT. Matahari Putra Prima Tbk.(PT. MPP) dengan
PT. Bogor Internusa Plaza (PT. BIP) dengan. Dimana dalam kasus ini kedua belah pihak
yaitu PT. BIP sebagai pihak yang menyewakan dan PT. MPP sebagai pihak penyewa,
dimana objek sewanya adalah ruang gedung Pangrango Plaza. Kasus ini bermula ketika
PT. MPP tidak bisa menikmati obyek sewa selama 197 bulan akibat terbakarnya ruangan
yang disewanya, sementara PT. MPP sendiri telah melunasi semua kewajibannya untuk
membayar uang sewa kepada PT. BIP, dalam perjanjian juga diatur mengenai asuransi
terhadap objek sewa dan kalusula overmacht yaitu kebakaran, yang jika terjadi
kebakaran di luar kesalahan para pihak mengatur perjanjian tetap berlaku ketika objek
sewa telah diperbaiki. Masalah kemudian muncul ketika PT. BIP setelah merenovasi
obyek sewa ternyata telah mengalihkan hak penyewaan objek sewa kepada pihak lain,
sementara PT. MPP tidak menyetujui hal tersebut dengan mendasarkan pada klasusula
perjanjian keduanya yang masih berlaku. PT. BIP kemudian digugat dengan dasar
gugatan wanprestasi akan tetapi kemudian dibantah dan menyatakan bahwa kebakaran
yang terjadi karena kesalahan PT. M PP dan perjanjian yang lama pun sudah tidak berlaku
lagi. PT. MPP kemudian mendalilkan bahwa peristiwa kebakaran itu di luar kesalahan
para pihak dan dengan adanya asurans maka perjanjian mereka tetap berlaku, dan hak
untuk menyewa pun seharusnya dapat diteruskan sesuai perjanjian mereka walaupun
kemudian PT. MPP meminta pembatalan perjanjian. Hingga pada akhirnya kasus ini
diputuskan pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa PT.
BIP melakukan wanprestasi dan perjanjian keduanya batal. Sementara pada tingkat
peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung ditolak karena lewatnya waktu pengajuan

peninjauan kembali.

5 Abdulkadir Muhammad, op. cit., him. 32.
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Dari kasus tersebut terlihat bahwa pembuktian suatu peristiwa sebagai peristiwa di
luar kesalahan para pihak menjadi penting ditinjau dari sisi perlindungan hukum bagi
para pihak terutama kreditur sebagai pemilik hak dan juga dari sisi akibat hukum yang
akan terjadi bagi para pihak pada umumnya. Dengan melihat kondisi dan permasalahan
tersebut Maka dari itu penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul
“Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Akibat Peristiwa Di Luar Kesalahan Para
Pihak ( Analisa Kasus Antara PT. Matahari Putra Prima Tbk. Meawan PT. Bogor

Internusa Plaza) ”.

1. 2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di
atas, makaterdapat tiga pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :
1. Apakah peristiwa kebakaran dalam kasus ini adalah peristiwa di luar kesalahan
para pihak?

2. Bentuk perlindungan hukum seperti apa yang bisa didapat oleh penyewa sebagai
akibat terjadinya peristiwa di luar kesalahan para pihak tersebut?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam kasus tersebut sudah tepat?

1. 3. Tujuan Penélitian
Dalam melakukan penelitian ini peniliti memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum

dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran
secara jelas perihal pentingnya pemahaman akan perlindungan hukum bagi kreditur dan
overmacht. Selain itu juga penelitian ini juga ditujukan untuk memberi pemahaman lebih

kritis terhadap berbagal permasahan terkait overmacht.

2. Tujuan Khusus
Penelitian ini juga memiliki tujuan yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui kesinambungan antara asas itikad baik ( good faith ) dengan
overmacht sebagai upaya perlindungan hukum.

2. Untuk lebih mengetahui, terutama mengenal overmacht, apakah selaras dengan
jiwa KUH Perdata Buku Ke ll1.

3. Untuk mengetahui sejauh apa batas pengaturan mengenai overmacht dalam suatu

perjanjian.

1. 4. Definisi Operasional

Dalam melakukan penelitian mengenai tanggung jawab para pihak terhadap risiko
dalam perjanjian sewa menyewa ini, akan digunakan beberapa definis yang berkaitan
dengan permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan
mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.*

2. Pejanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu oprang atau lebih
mengi katkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*’

3. Perjanjian Timbal balik adalah suatu perjanjian yang memberikan hak dan

kewajiban kepada kedua belah pihak.*®

4. Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu

16 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 1.
1 Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., Pasal 1313.

18 Abdulkadir Muhammad, op.cit., him. 97.
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barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan permbayanran sesuatu harga,

yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.*®

5. Wanprestas iadah keadaan dimana seseorang yang memikul kewagjiban atau
prestasi pada pihak lainnya yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat
memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.®

6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya ®*

7. Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana tidak
terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali
tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau
peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.??

8. Asurans atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

19 Subekti, dan R. Tjitrosudibio, op. cit., Pasa 1548.
20 gubekti., Pokok- Pokok Hukum Perdata, ( Jakarta: Intermasa, 2003 ), him. 147.

2L Indonesia, Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 butir
1, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756.

22 gubekti, Hukum Perjanjian, op. cit.,, him. 55.
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memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

seseorang yang dipertanggungkan”. %

1. 5. Metode Pendlitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelgjari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.®*

Adapun dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai
berikut:

1. Bentuk dan tipe Penelitian
Dalam penélitian ini, penulis menggunakan bentuk dan tipe penelitian normatif yang
berbasis pada analisis norma hukum, dalam arti law as it is written in the books
(dalam peraturan perundang-undangan).?® Pada bentuk dan tipe penelitian ini, yang
diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder dalam bidang hukum, yang
mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan demikian, objek yang
dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan terkait dengan penelitian ini.

2. Sifat penelitian
Sifat Penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujan menggambarkan
secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk
menentukan frekuensi suatu gejala®® Terkait dengan hal tersebut maka pendlitian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang .

% |ndonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. LN No. 13
Tahun 1997. TLN No. 3467

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: Ul Press, 1986 ), him. 43.
% Ronald Dworkin, Legal Research, (Daedalus: Spring, 1973), him. 250.

% gri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, ( Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Indonesia, 2005), him. 4.
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3. Data
a Sumber data

b.

Data yang digunakan dalam pendlitian ini adalah data sekunder atau bahan

pustaka dalam bidang hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum isinya mempunyai kekuatan
mengikat terhadap masyarakat.”” Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Ketentuan Bugerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata terjemahan Bahasa Indonesia

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer.®® Untuk bahan hukum sekunder, penulis menggunakan buku-buku,
artikel-artikel balk dari surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan

perjanjian sewa menyewa dan overmacht.

Alat pengumpulan data

Dengan dipilihnya bentuk dan tipe penelitian normatif dalam penelitian ini, maka
alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah studi kepustakaan disertai
dengan wawancara kepada narasumber atau informan.

Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang
lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan
menyeluruh.®® Data sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan dianalisis
secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti.

2 1bid., him. 52.
B pid.

3 1bid., him. 32.
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1. 6. Manfaat Teoritis dan Praktis

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum

perjanjian dan juga diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan

pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat

mengenal perlindungan hukum akibat terjadinya peristiwa di luar kesalahan para

pihak, terutama untuk mengetengahkan secara lebih terperinci pengaturan terhadap
hal-hal tersebut.

1. 7. Sstematika Penulisan

BAB 1

BAB 2

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adal ah:

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, pokok
permasalahan yang dikemukakan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat
penulisan, metode penditian yang digunakan, kerangka konseptual,
kegunaan teoretis dan praktis, serta sistematika penulisan.

TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
Daam bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, yang pertama akan
diuralkan mengenai, pengertian perikatan, pengertian perjanjian, unsur-
unsur perjanjian, asas-asas umum hukum perjanjian, syarat sahnya
perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi. Pada sub bab kedua akan
menguraikan mengenai pengertian dan ruang linkup perjanjian sewa
menyewa, tanggung jawab dan hak para pihak dalam sewa menyewa, dan

berakhirnya perjanjian sewa menyewa.
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TINJAUAN UMUM MENGENAI OVERMACHT

Daam ini akan diuraikan mengenai pengertian overmacht, pengertian
rissko, unsur-unsur overmacht, faktor-faktor penyebab terjadinya
overmacht, jenis-jenis overmacht, pembuktian dalan overmacht, dan
akibat-akibat hukum overmacht.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  AKIBAT
PERISTIWA DI LUAR KESALAHAN PARA PIHAK ( ANALISA
KASUS ANTARA PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
MELAWAN PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA)

Bab ini membahas mengenal anaisa terhadap putusan-putusan terhadap
kasus, dimana akan dikaji beberapa hal, antara lain tinjauan terhadap dasar
gugatan, tinjauan pembelaan mengenal overmacht, pendapat-pendapat
Majelis Hakim terhadap kasus, dan kajian terhadap putusan akhir kasus.
PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengena kesimpulan dari hasil andisis
terhadap masalah yang dikemukakan, serta saran yang berhubungan

dengan tema penulisan skripsi ini.
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BAB 2
TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN
SEWA MENYEWA

2. 1. Perjanjian Pada Umumnya

2.1.1. Pengertian Perikatan

Sebelum membahas periha perjanjian pada umumnya maka tidak akan terlepas
dari pemahaman akan perikatan. Hal ini didasari karena perikatan dapat timbul salah
satunya dari suatu perjanjian. Seperti telah diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena
Undang-Undang.”

Pengertian perikatan sendiri tidak secara tegas dinyatakan dalam ketentuan KUH
Perdata, oleh karena itu pengertian perikatan tersebut hanya bisa dijumpai dari pendapat-
pendapat para sarjana hukum. Salah satu pengertian perikatan antara lain diuraikan oleh
Subekti, beliau memberikan batasan atas apa yang dimaksud dengan perikatan perikatan:

" Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang

lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.”*

Dari penjelasan tersebut maka untuk melahirkan perikatan hal yang pertama harus

dipenuhi adalah adanya dua orang atau dua pihak. Pihak yang memiliki kewagjiban itu

%0 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit.,him.1.
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dinamakan juga pihak yang berutang atau kreditur, sedangkan pihak yang mempunyai
hak itu disebut juga pihak penagih atau kreditur ( pihak berpiutang ).**

Daam hal kewagjiban dalam perikatan kemudian lebih dikenal dengan istilah
prestasi, bentuk dari prestasi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa ” Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk
berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Jadi dengan pengertian tersebut maka perikatan adalah hubungan hukum antara
dua orang atau dua pihak ( kreditur dan debitur ) yang melahirkan kewagjiban pada satu
pihak ( debitur ) yang dapat berupa untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,
atau tidak berbuat sesuatu, dan melahirkan hak pada pihak lainnya ( kreditur ) untuk

menuntut terpenuhinya prestasi dalam hubungan hukum tersebut.

2. 1. 2. Pengertian Perjanjian

Rumusan mengenal pengertian perjanjian atau persetujuan ini terdapat di dalam
KUH Perdata pada Buku Il Pasal 1313, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih.”

Selain perumusan tentang pengertian perjanjian yang terdapat dalam KUH
Perdata tersebut, untuk lebih memperjelas beberapa Sarjana Hukum yang memberikan
pengertian terhadap istilah perjanjian ini antara lain Subekti dan Wirjono Projodikoro,
pendapat keduanya yaitu sebagai berikut :

a  Subekti

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” *?

3 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, ( Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003 ), him.18.
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b. Wirjono Prodjodikoro
“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan
antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan

sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”*

Dari pengertian perjanjian dan perikatan sebelumnya maka dapat dilihat, bahwa
perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang
konkrit atau suatu peristiwa® Dengan demikian maka perjanjian menjadi salah satu
sumber perikatan di samping Undang-Undang. Perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum
yang membawa akibat lahirnya suatu perikatan antara para pihak dalam perjanjian
tersebut.

2. 1. 3. Unsur-Unsur Perjanjian
Dari pengertian mengenai perjanjian tersebut tentunya telah dipahami bahwa
perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum. Untuk lebih memudahkan dalam
memahami perjanjian maka kemudian muncul unsur-unsur yang secara umum ada dalam
suatu perjanjian. Adapun unsur-unsur perjanjian tersebut adalah :
a. Unsur Essentialia
Y aitu bagian-bagian daripada perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak akan
mungkin ada, maksudnya unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian.
Misalnya harga adal ah essentialia atau inti bagi perjanjian jua beli, identitas
para pihak serta kesepakatan.

b. Unsur Naturalia
Y aitu bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-
peratutan yang bersifat mengatur, maksudnya unsur yang telah ada dalam

32 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 1.

33 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Per setujuan-per setujuan Tertentu, ( Bandung:
Sumur, 1981), him. 11.

3 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit.,him. 3.
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perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian tersebut.
Misalnya adanya itikad baik, serta jaminan tidak ada cacat tersembunyi dalam

suatu barang.

C. Unsur Aksidentalia
Yaitu bagian-bagain yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian,
dimana undang-undang tidak mengaturnya, misalnya jual beli rumah beserta
alat-alat rumah tangganya.®

2. 1. 4. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

Selain unsur-unsur perjanjian selanjutnya dikenal pula tentang asas-asas umum
yang berlaku dalam Hukum Perjanjian, manfaat asas-asas ini tentunya sebaga pedoman
dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Asas-asas umum Hukum Perjanjian
yang dimaksud adal ah sebagai berikut:

a. Asas Personalia
Asas personalia atau asas kepribadian merupakan asas yang menentukan
bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian adalah hanya

untuk kepentingan perseorangan saja. *°

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 ayat (1) KUH
Perdata, Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa* Pada umumnya tak seorang
dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji
dari pada untuk dirinya sendiri.” Sementara itu Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata

% Setiawan, R., Pokok-Pokok Perjanjian. (Bandung: Bina Cipta, 1998), him. 50.

% salim H.S. , Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika
2006), him.13.
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menyatakan bahwa “ Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang
membuatnya.”

Walaupun kedua pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa hanya para
pihak atas namanya sendiri yang bisa mengadakan perjanjian, ada ketentuan
pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan
bahwa: “ Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu
perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,
mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu Syarat,
tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan
mempergunakan syarat itu.” Ketentuan pasal ini menentukan bahwa seseorang dapat
mengadakan perjanjian untuik kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang
ditentukan. *

Maksud dari asas tersebut adalah bahwa suatu perjanjian hanya meletakkan
hak-hak dan kewajiban-kewgjiban kepada para pihak yang membuatnya. Apabila
seseorang ingin diwakilkan oleh orang lain untuk mengadakan perjanjian maka atas

hal tersebut harus berdasarkan surat kuasa.

b. Asas K ebebasan Ber kontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagal
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan ketentuan tersebut maka
bisa disimpulkan bahwa ketentuan pasal 1338 KUH Perdata akan merujuk pula
ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasa 1320
KUH Perdata.

Menurut Subekti asas ini memberi arti bahwa para pihak diberi kebebasan

untuk membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak

¥ 1bid.
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melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian
merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap karena sifat terbuka dari Hukum
Perjanjian itu sendiri, yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan manakala
dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.®®

Dari rumusan pasal maupun penjelasan tersebut maka asas kebebasan
berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
Membuat atau tidak membuat perjanjian.

Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.

A WD

Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.*

Dengan penjabaran tersebut maka jelas bahwa asas kebebasan berkontrak
memang ada dan diakui, akan tetapi juga perlu diingat bahwa asas ini juga tetap
harus dibatasi dengan nilai-nilai berupa ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang
mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat
antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian dan tidak perlu suatu formalitas.*

Asas ini dissmpulkan dari ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, karena dalam
pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan
yang telah tercapai, maka dapat dismpulkan bahwa setiap perjanjian sudah sah
apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.*

3 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit.,him. 13.
¥ salimH.S. , op. cit ., him. 9.
“0 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 15.

1 pid.
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d. Asas Keper cayaan ( Vertrouwensbeginse )

Suatu perjanjian tidak akan terjadi tanpa adanya kepercayaan antar para pihak
yang mengadakannya, karena perjanjian akan membawa akibat hukum berupa hak-
hak dan kewagjiban-kewgjiban antara para pihak yang mengikatkan diri dalam

perjanjian tersebut.*?

Dengan kepercayaan ini maka kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk

keduanya perjanjian itu mempunyal kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

e. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini secara umum dapat ditarik dari kesimpulan Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata yang menyatakan jika syarat sah perjanjian terpenuhi maka sgak saat itu
perjanjian mengikat bagi para pihak. Dengan terikatnya para pihak tersebut maka
para pihak harus menaati perjanjian sebaga undang-undang bagi mereka, selain itu
kekuatan mengikat ini juga berlaku terhadap unsur lain sepanjang dikehendaki oleh
kebiasaan dan kepatutan sertarasa moral.*®

f. AsasItikad Baik
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang
menyatakan bahwa: ” Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Di dalam Hukum Perjanjian itikad baik itu mempunyal dua pengertian yaitu:

1. ltikad baik dalam arti subyektif, yaitu kegujuran seseorang dalam
melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap
batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam
arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 KUHPerdata.

“2 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2001) him. 87.

3 pid. , him. 88.
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2. Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus
didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat
dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, dimana hakim diberikan suatu
kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai
pel aksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan.
Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan
karena salah satu pihak terdesak, harus ada keseimbangan. Keadilan artinya
bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan
memperhatikan norma-norma yang berlaku.**

Asas itikad baik memberikan suatu batasan bahwa dalam pelaksanaan
perjanjian, kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat
dilaksanakan sekehendaknya sgja tetapi harus diikuti dengan itikad baiknya untuk
melaksanakan perjanjian tersebut. Jadi walaupun syarat sah perjanjian sebagaimana
diatur dalam pasa 1320 KUH Perdata telah dilakukan tidak begitu sga
menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk meminta
pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan itikad baik oleh

pihak lainnya dalam perjanjian.*

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak dalam perjanjian memenuhi dan
melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestas
dari debitur, namun kreditur memikul beban pula untuk melaksanakan perjanjian itu
dengan itikad baik. Jadi dapat terlihat kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi

“ M. Hariyanto, “ Asas- Asas Perjanjian” , http://bl ogmhariyanto.bl ogspot.com/2009/07/asas-

asas-perjanjian.html . diakses padatanggal 15 Januari 2012.

% |. G. Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori Dan Praktek, ( Jakarta:
Megapoin, 2003), him. 84.
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kewgibannya untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga
kedudukan kreditur dan debitur seimbang.*®

h. Asas K epatutan

Asas kepatutan ini tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan
bahwa: ” Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Dengan asas
ini maka dalam membuat perjanjian tidak hanya ketentuan perundang-undangan
secara tertulis sgja yang perlu diperhatikan tapi juga jika dirasa perlu norma-norma
yang bersifat abstrak yang hidup dalam masyarakat juga perlu diperhatikan, jadi jika
ada pihak yang merasa isi perjanjian tidak sesuai dengan kepatutan dan kebiasaan
maka bisa sgja diminta pembatal an.*’

2. 1. 5. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Daam suatu perjanjian kemudian dikenal pula tentang syarat-syarat yang
diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini berarti suatu perjanjian hanya
mempunyal kekuatan mengikat jika syarat-syarat tersebut dipenuhi. Mengena syarat-
syarat sahnya perjanjian dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
K ecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Suatu hal tertentu.

Suatu sebab yang halal.

2 0o T @

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya
Para pihak dalam perjanjian yaitu, manusia atau badan hukum telah
menyatakan kesepakatan atau persetujuan yang mana akhirnya akan terbentuk suatu

“6 Mariam Darus Badrul zaman, op. cit., him. 88.

4" 1bid., him. 89.
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pertemuan kehendak, para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada
persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, Yyang
dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan,

persetujuan mana yang dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.*®

Dalam hukum perjanjian adanya suatu azas yang dinamakan azas
konsensualitas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Istilah ini berasal dari
bahasa latin yaitu consensus yang berarti sepakat, maksud dari kata sepakat disini
adalah bahwa pada azasnya perjanjian atau perikatan yang timbul karenanya, itu
sudah dilahirkan sgjak detik tercapainya kesepakatan. Azas konsensualitas bukanlah
berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan karena hal ini sudah
semestinya, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti kedua belah pihak
sudah setuju atau sepakat mengenai suatu hal.*®

Untuk menentukan telah terjadinya kata “sepakat” ada beberapa teori yang
dikemukakan oleh para sarjana, yaitu :

1. Uitings theorie (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini
perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan
menerimanya dari puhak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah
dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penermaan.

2. Verzend theorie (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori
ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si
penawar.

3. Onvangs theorie (teori saat menerima surat penerimaan). Menurut
teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan atau

sampai di alamat penawar.

*R. Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, ( Bandung: Alumni, 2010), him. 214.

“9 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 15.
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4. Vernemings theorie (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut
teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan

membaca surat penerimaan itu.>

Sebagian besar dari perjanjian-perjanjian ini selalu bersumber pada kata
sepakat, yaitu suatu “persetujuan” antara kedua belah pihak. Dari peristiwa tersebut
akan menimbulkan suatu peristiwa hubungan hukum diantara kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut dan kedua belah pihak telah terikat oleh isi perjanjian
yang dibuatnya. Adapun bentuk dari perjanjian itu bisa tertulis dan secara lisan yang
berisi suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan.®

b. Adanya K ecakapan Untuk M embuat Suatu Perjanjian

Adapun yang dimaksud dengan kecakapan disini adalah bahwa subjek dalam
suatu perjanjian harus sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan sandiri
menurut ketentuan hukum. Cakap merupakan syarat umum untuk melakukan
perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak
dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu

perbuatan tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 1330 KUH Perdata, ada beberapa golongan orang
yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum,
yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa
Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua

puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.

%0 R. Syahrani, op. cit., him. 215.
1 bid.

2 1bid., him. 217.
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2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang
dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata
gelap dan boros.

3. Orang-orang perempuan
Dalam hal-ha yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya
semua orang kepada sigpa undang-undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu. Namun dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan ketidakcakapan
perempuan dianggap tidak berlaku lagi karena kedudukan perempuan
bersuami dianggap sedergjat dengan laki-laki dan cakap untuk melakukan

perbuatan hukum.>®

Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan adanya kecakapan untuk
membuat suatu perikatan, yaitu bahwa para pihak di dalam perjanjian tersebut
diharuskan :

1. Mampu untuk melakukan perbuatan hukum
2. Mampu melakukan perjanjian yang hendak dibuatnya

Dengan demikian, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini
mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya, bagi miliknya maupun

dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya™.

%3 |ndonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 butir 1 dan 2,
LN No. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019.

% R. Syahrani, op. cit., him. 218.
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c. Adanya Suatu Hal Tertentu

Suatu ha tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu
perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi objek suatu
perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan
jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan sgja kemudian dapat ditentukan atau
diperhitungkan.

Kemudian dalam Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa barang-barang
yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat
diperdagangkan.

Hal-hal tersebut sangat perlu diperhatikan oleh para pihak yang membuat
perjanjian, karena untuk dapat menentukan atau menetapkan kewgjiban si berhutang
(debitur) apabila terjadi suatu perselisihan. Yang menjadi objek daripada suatu
perjanjian tidak selalu harus sudah ada pada saat perjanjian, akan tetapi bisa juga
belum ada.

d. Adanya Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang hala merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya suatu
perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu
perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau
terlarang, tidak mempunyal kekuatan. Jadi yang dimaksud dengan sebab dari suatu
perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Akhirnya Pasal 1337 KUH Perdata
menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.*

Lebih lanjut Subekti, menggolongkan keempat syarat untuk sahnya suatu

perjanjian tersebut ke dalam dua golongan, yaitu :

%5 bid., him. 221.
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1. Syarat subjektif, yaitu untuk dua syarat yang pertama, krena kedua syarat
itu mengenai subjek daripada perjanjian.
2. Syarat objektif, yaitu untuk dua syarat yang terahkir, kerena kedua syarat

itu mengenai objek daripada perjanjian.>®

Untuk sahnya suatu perjanjian, syarat-syarat tersebut di atas harus dipenuhi,
apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim
atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara
tidak bebas. Sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal
demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan
tidakpernah ada perikatan. Sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka
hakim (pengadilan).®’

2. 1. 6. Jenis-Jenis Perjanjian
Dengan bermacam-macamnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya

maka hal ini juga berimbas kepada banyak peristiwa hukum yang terjadi, termasuk
kepada Hukuk Perjanjian yang kemudian berkembang dan semakin banyak jenisnya.
Jenis-jenis perjanjian sendiri dapat dibeda-bedakan jika ditinjau dari beberapa sudut,
yaitu:

a Dari sudut hak dan kewajiban: perjanjian sepihak dan timbal balik.

b. Dari sudut imbalan antar pihak: perjanjian atas beban dan tanpa beban.

c. Dari sudut kemungkinan terlaksananya: perjanjian biasa dan untung-

untungan.
d. Dari sudut kekuatan yang mendasarinya: perjanjian kesepakatan dan nyata.
e. Dari sudut pengaturan masalah dalam perjanjian: perjanjian bernama dan

tak bernama.>®

%6 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 17.
> Ibid., him. 20.

8 A. Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),
him.155.
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a. Dari Sudut Hak dan Kewajiban
Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut hak dan kewajiban dibagi atas dua
jenis, yaitu:

1. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian di mana hanya salah satu pihak sga
yang memiliki hak sedangkan pihak lainnya hanya mempunyai
kewajiban. Contohnya dalam perjanjian hibah, hadiah, atau wasiat.

2. Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian di mana masing-masing pihak
mempunyai hak dan kewajiban terhadap pihak lain. Contohnya
perjanjian sewa menyewa, di mana pihak penyewa memiliki hak untuk
menuntut hak sewa dan juga memiliki kewajiban untuk membayar uang

sewa. >°

b. Dari Sudut Imbalan Antar Para Pihak
Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut imbalan antar para pihak dibagi atas
duajenis, yaitu:

1. Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian di mana kedua belah pihak
masing-masing terbebani kewajiban terhadap pihak lain. Contohnya
perjanjian jual beli, sswa menyewa, dan lain-lain.

2. Perjanjian tanpa beban, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak
memberikan sesuatu kepada pihak lain tanpa imbalan atau kewagjiban
apa pun ( secara cuma-cuma ). Contohnya hibah, hadiah, dan lain-lain. ®

c. Dari sudut Kemungkinan Terlaksananya
Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut kemungkinan terlaksananya dibagi
atas duajenis, yaitu:
1. Perjanjian biasa, yaitu perjanjian yang pada dasarnya akan ditepati oleh
para pihak bilatidak ada sebab-sebab tertentu yang membatal kannya dan

* bid.

% pid.
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hal yang diperjanjikan sudah pasti. Contohnya perjanjian jual beli yang
sudah jelas baik hak dan kewagjibannya, secara nyata pelaksanaan
perjanjian sudah jelas dalam perjanjian.

2. Perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang belum pasti terjadi
dan kalau terjadi dapat mendatangkan keuntungan atau mungkin juga
kerugian dan resiko bagi salah satu pihak. Contohnya perjanjian

spekulasi dagang dan perjanjian taruhan.®*

d. Dari Sudut Kekuatan Yang M endasarinya
Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut kekuatan yang mendasarinya dibagi
atasduajenis, yaitu:

1. Perjanjian kesepakatan ( consensuel ), yaitu perjanjian yang baru terjadi
atas dasar kata sepakat atau persetujuan para pihak yang bersangkutan.

2. Perjanjian nyata ( riil atau tunai ), yaitu perjanjian yang terjadi di
samping berdasarkan kata sepakat juga telah terjadi berdasarkan suatu
perbuatan hukum yang telah dilakukan, misalnya dengan penyerahan
barang atau sejumlah uang sebelumnya dan sebagainya.®

e. Dari Sudut Tingkatan K epentingannya
Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut tingkatan kepentingannya dibagi
atas dua jenis, yaitu:
1. Perjanjian primer ( utama ), yaitu perjanjian yang berisi hal-ha pokok
yang mengikat kedua belah pihak untuk dipenunhi.
2. Perjanjian sekunder ( tambahan ), yaitu perjanjian yang timbul kemudian
sehubungan dengan akibat adanya perjanjian primer. Contohnya
perjanjian hak untuk diprioritaskan sebagai penyewa jika hak sewa telah

1 1bid., him. 156.

52 1pid.
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habis berlakunya sebagai akibat perjanjian sewa menyewa ( perjanjian

primernya).%®

f. Dari Sudut Pengaturan Masalah Dalam Perjanjian
Jenis perjanjian jika dipandang dari sudut pengaturan masalah dalam
perjanjian dibagi atas duajenis, yaitu:

1. Perjanjian bernama, yaitu perjanjan yang telah ada dan dikenal secara
umum. Contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, kuasa nama, dan
lain-lain.

2. Perjanjian tak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian lainnya yang tidak
termasuk dalam perjanjian bernama dan diatur tersendiri ( perjanjian-
perjanjian khusus). Contohnya seperti beli sewa yang dibuat oleh para
pihak yang bersangkutan.®

2.1. 7. Wanpretas
Wanprestasi adalah kondisi dimana debitur tidak melakukan apa yang

dijanjikannya.®® Seorang debitur dikatakan wanprestasi jika ia melakukan hal-hal sebagai
berikut:

a Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;

b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;
c. melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat; dan
d. melakukan sesuatu yag menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.®®

% Ibid., him. 156-157.
® Ibid., him. 157.
% Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 45

% 1hid.
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Wanprestasi sendiri tidak berjalan secara otomatis, artinya walaupun salah satu
pihak tidsak melakukan prestas sebagimana mestinya tak dapat pihak tersebut
dinyatakan wanpresasi. Salah satu sebab hal ini adalah seringkali dalam perjanjian tidak
dijanjikan dengan tepat kapan satu pihak diwgibkan melakukan prestasi yang
dijanjikan.®” Jika hal demikian terjadi maka sebaiknya pihak yang merasa dirugikan
karena tidak atau belum terlaksananya prestasi memberikan peringatan bahwa jika tidak
memenuhi peringatan itu pihak yang wajib berprestasi dinyatakan lalai.®® Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: " Debitur
dinyatakan lala dengan surat perintah, atau dengan akta sgjenis itu, atau berdasarkan
kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Akan tetapi akta lala juga tidak perlu digunakan dalam hal-ha tertentu, yaitu
dalam hal:
Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu;
debitur samasekali tidak memenuhi prestasi;
debitur keliru dalam memenuhi prestasi;

- Yo A4

ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum;
dan
e. jika debitur mengakui atau memeberitahukan bahwa dia dalam keadaan

wanprestasi.*®

Jika wanprestasi telah benar-benar terbukti maka ada akibat-akibat hukum yang
dapat diberikan pada pihak yang melakukannya, yaitu:
a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh
kreditur ( Pasal 1234 KUH Perdata ). Ketentuan ini berlaku untu semua
perikatan.

5 1bid.
% 1bid., him. 46.

% R. Setiawan, op. cit., him. 89.
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b. Daam perjanjian timbal balik, wanprestasi darii satu pihak memberikan
hak kepada pihak lainnya untuk membatal kan atau memutuskan perjanjian
lewat hakim ( Pasal 1266 KUH Perdata ).

c. Risiko beralih kepada debitur sgjak saat terjadinya wanprestasi ( Psal 1237
ayat (2) KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk
memberikan sesuatul.

d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim ( Pasal 181
ayat (1) HIR ). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan
perjanjian diserta dengan pembayaran ganti kerugian ( Pasal 1267 KUH

Perdata ). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.™

Dari adanya peristiwva wanprestasi yang dituduhkan kepada debitur muncul
kondisi dimana posisi debitur menjadi tidak seimbang lagi dengan kreditur. Untuk
mengatasi hal tersebut kemudian muncul hak-hak yang dapat digunakan oleh debitur
untuk menghidari dan membela dirinya dari tuduhan wanprestasi tersebut, ada tiga

bentuk pembelaan yang dapat digunakan oleh debitur, yaitu:

a Menggukan pembelaan bahwa kreditur juga telah lalai ( exceptio non
adimpleti contractus ). Pembelaan ini secara garis besar dapat dilihat dari
jenis perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian timbal balik ada suatu asas
yang mewagjibkan para pihak untuk sama-sama meakukan
kewagjibannya.”" Sebagai contoh dalam perjanjian jua beli, si pembeli
menuduh penjual melakukan wanprestasi karena terlambat menyerahkan
barangnya, sementara pada kenyataannya pembeli sendiri belum menepati
janjinya untuk membayar uang muka, ketentuan ini juga tertuang dalam
ketentuan Pasal 1478 KUH Perdata.

0 Abdulkadir Muhammad, op.cit., him. 24.

™ Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him 57.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum ..., Arif Rahman, FH Ul, 2012



33

b. Menggukan pembelaan bahwa kresitur telah melepaskan haknya untuk
menuntut ganti rugi ( rechtverwerking ). Pembelaan ini lebih didasarkan
kepada sikap pihak kreditur yang disimpulkan oleh debitur bahwa kreditur
sudah tidak akan menuntut ganti rugi.”* Contoh pembelaan ini adalah
ketika seorang pembeli tidak melakukan teguran atau mengembalikan
barangnya walaupun didapati barang yang diterimanya dari debitur tidak
sesual atau memiliki cacat yang tersembunyi, bahkan kemudian pembeli
memesan barang tersebut lagi. Dari sikap pembeli itu maka debitur
menyimpulkan bahwa kreditur telah puas dengan barang tersebut.

c. Mengaukan tuntutan adanya keadaan memaksa ( overmacht ). Secara
umum Overmacht sendiri disimpulkan sebagal keadaan tidak dapat
dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa bukan karena
kesalahannya, peristiva mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat
diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.”® Overmacht atau
keadaan memaksa merupakan sebab lain dari terjadinya wanpretasi selain
kelalaian. Dalam kondisi ini maka debitur tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban.” Pembelaan overmacht ini menurut Subekti
didasarkan kepada terpusatnya pikiran debitur kepada peristiwa ( bencana
alam atau kecelakaan ) yang sedemikian hebatnya sehingga membuat
debitur tidak mungkin menepati janjinya.”

Overmacht sendiri memiliki akibat-akibat yang berbeda tergantung pada
sebesar apa peristiva yang dinyatakan overmacht tersebut memberi

dampak kepada perjanjian. Dari pengertian tersebut secara umum

2 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him 58.
3 Abdulkadir Muhammad, op.cit., him. 27.
" Rahmat S.S. Soemadipradja, op. cit, him. 41.

"> Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him 56.
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kemudian muncul unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menyatakan suatu
peristiwa sebagal overmacht, unsur-unsur over macht tersebut adalah:
1. Tidak terpenuhinya prestasi karena di luar kesalahan atau
kesengajaan debitur;
2. terdapat peristiwa yang menyebabkan objek yang diperjanjikan
musnah;
3. peristiva yang mendasari terjadinya overmacht tidak dapat
diduga sebelumnya;
4. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada
debitur; dan
5. debitur tidak beritikad buruk.”

Sebagai contoh pada kondisi overmacht yang bersifat tetap dimana
pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh sigpa pun, maka akibat
yang ditimbulkan adalah batal atau berakhirnya perjanjian, konsekuens
hal ini adalah pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak
pernah terjadi perikatan. Tetapi jika satu pihak sudah mengeluarkan biaya
untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum terjadinya peristiwa over macht
maka harus ada pengembaian semua atau sebagian biaya dari pihak
lainnya. Sedangkan pada overmacht sementara unsur kesulitan-kesulitan (
difficulitas ) adalah dasarnya, artinya jika kesulitan-kesulitan sudah tidak
ada maka pemenuhan prestasi bisa dilakukan.”” Pada overmacht bersifat
sementara maka overmacht hanya mempunya daya menangguhkan dan
kewgjiban debitur untuk berprestass hidup kembali ketika faktor
overmacht itu sudah tidak ada lagi.”®Penjelasan mengenai overmacht
disni masih bersifat terbatas, lebih lanjut mengenai overmacht akan

disgjikan tersendiri dalam BAB I11.

® 1bid.

1bid., him. 38.

8 Abdulkadir Muhammad, op. cit., him. 32.
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2. 2. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa M enyewa

2. 2. 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa terkandung dalam ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata,
yang menyatakan bahwa: ” Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak
yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak
yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh
pihak tersebut terakhir itu.”

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sewa menyewa
terdiri dari unsur-unsur berupa:
a. Adanyabarang tertentu yang disewakan.
b. Daam waktu yang tertentu ( tidak untuk selamanya).
c. Padaharga atau tarif tertentu.”

2. 2. 2. Kewajiban Penyewa dan Y ang M enyewakan

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian timbal balik,
oleh karena itu baik penyewa maupun pihak yang menyewakan memiliki hak dan
kewajiban terhadap pihak lainnya Pembagian kewajiban-kewgjiban untuk penyewa dan
yang menyewakan adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Pihak Penyewaterdiri dari:

1. Memaka dan atau memeihara dengan baik barang yang disewanya ( Pasa
1560 KUH Perdata).

2. Membayar tarif sewa padawaktunya ( Pasal 1560 KUH Perdata).

3. Memakai barang yang disewanya itu menurut tujuannya yang sebenarnya
dan semestinya ( Pasal 1560 KUH Perdata).

" A. Ridwan Halim, op. cit., him. 159.
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4. Tidak melakukan perubahan yang tetap terhadap barang yang disewa
tanpa seizin pemiliknya.

5. Tidak menyewakan lagi barang yang sedang disewanya kepada pihak lain,
kecuali bila yang disewa itu adalah sebuah rumah yang didiami sendiri
oleh penyewa, maka penyewa diperbolehkan menyewakan lagi sebagian
dari rumah itu, misalnya dengan menerima indekost atau sebagainya (
Pasal 1559 KUH Perdata).

6. Mengembalikan barang yang disewa itu kepada pemiliknya bila jangka
waktu sewanya telah berakhir dalam keadaan yang paling tidak sama
dengan keadaannya semula pada waktu barang itu mulai disewa.®

b. Kewajiban pihak yang menyewakan terdiri dari:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.

2. Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk
keperluan yang dimaksud.

3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang

disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa ®

2. 2. 3. Larangan-L arangan Bagi Pihak Yang M enyewakan
Larangan-larangan dalam perjanjian sewa menyewa bagi pihak yang menyewakan
tertuang dalam pasal 1579 dan 1555 KUH Perdata, yaitu:

1. Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan
hendak memaka sendiri barangnya yang disewakan, kecuai jika telah
diperjanjikan sebaliknya ( Pasal 1579 KUH Perdata).

8 1bid. him. 159-160.

8 Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., Pasal 1550.
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2. Pihak yang menyewakan dilarang mengubah wujud maupun susunan barang yang
disewakan. Pengecualian hal ini adalah Pasal 1555 KUH Perdata yang menyatakan
bahwa: ”Jika dalam masa sewa pada barang yang disewakan itu terpaksa diadakan
pembetulan-pembetulan yang tidak dapat ditunda sampai berakhirnya masa sewa,
maka penyewa harus menerimanya betapapun beratnya kesusahan yang
disebabkannya, dan meskipun selama dilakukannya pembetulan-pembetulan itu ia
terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang disewakan.” %

2. 2. 4. Penyewaan Ulang

Yang dimaksud penyewaan ulang adalah sewa yang seharusnya sudah selesai
namun dilanjutkan kembali, dalam hal ini baik penyewa maupun pihak yang
menyewakan adalah orang atau pihak yang sama. Terhadap hal ini ada dua kondisi yang
mungkin terjadi, penyewaan ulang tidak terjadi dan penyewaan ulang terjadi. Dalam hal
yang pertama ha ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1572 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa: " Jika pihak yang satu.telah memberitahukan kepada pihak yang lain
bahwa ia berhak menghentikan sewanya, maka penyewa meskipun ia tetap menikmati
barang yang bersangkutan, tidak dapat mengemukakan adanya suatu penyewaan ulang
secara diam-diam.” Sementara kondis kedua terjadi dapat dilihat dari ketentuan Pasal
1573 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: ” Jika setelah berakhir suatu penyewaan
yang dibuat secara tertulis, penyewa tetap menguasai barang yang disewa dan dibiarkan
menguasainya, maka terjadilah suatu sewa baru, yang akibat-akibatnya diatur dalam
Pasal-pasal mengenai penyewaan secara lisan.” Selain berdasarkan Pasal 1573 KUH
Perdata penyewaan ulang tentunya dapat terjadi sesuai kesepakatan bersama antar para
pihak.®

8 Abu Tafsir,” Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah
dan Bangunan” , ( Tesis FHUI, Depok, 2006), him. 38-39.

8 bid., him. 41-43.
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2. 2. 5. Mengulangsewakan
Mengulangsewakan tidak sama dengan penyewaan ulang bahkan sangat berbeda,
mengulangsewakan berarti s penyewa menyewakan lagi barang yang disewa kepada

pihak lain, tetapi perjanjian sewanya dengan yang menyewakan masih dipertahankan.®*

Jadi dalam kondis ini s penyewa berlaku sebaga yang menyewakan terhadap
pihak lain ( pihak ketiga ) di luar izin pemilik barang yang sebenarnya ( yang
menyewakan ). Pengecuaian hal ini hanya berlaku terbatas sebagaimana diatur dalam
Pasal 1559 KUH Perdata yaitu jika yang disewa itu adalah sebuah rumah yang didiami
sendiri oleh penyewa, maka penyewa diperbolehkan menyewakan lagi sebagian dari

rumah itu, misalnya dengan menerima indekost atau sebagainya.®

Dalam permasalahan ini perlu juga dilihat perbedaan antara mengulangsewakan
dengan melepaskan sewa. Pengertian mengulangsewakan berarti si penyewa bertindak
sendiri dalam suatu perjanjian sewa menyewa yang diadakannya dengan pihak ketiga.
Sedangkan melepaskan sewa berarti penyewa mengundurkan diri sebagai penyewa dan
menyuruh pihak ketiga untuk menggantikannya sebagal penyewa, jadi pihak ketiga
dalam hal ini berhadapan langsung dengan pihak yang menyewakan (pemilik objek

sewa).®

2. 2. 6. Berakhirnya Perjanjian Sewa M enyewa

Pengaturan mengenai berakhirnya perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal
1570 sampai 1580 KUH Perdata. Namun secara umum sesuai ketentuan pasal 1548 KUH
Perdata, dimana salah satu unsur sewa menyewa adalah adanya jangka waktu, maka

secara umum sewa menyewa berakhir dengan jangka waktu tersebut.®” Hal ini juga sesuai

8 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 93.
® bid., him. 43-45.
8 Subekti, Aneka Perjanjian, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995 ), him.46.

8 A. Ridwan Halim, op. cit., him. 161.
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dengan ketentuan Pasal 1570 KUH Perdata yang menyatakan bahwa” Jika sewa dibuat
dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah

lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu.”

Sementara jika sewa menyewa dibuat secara lisan sgja maka berdasarkan Pasal
1571 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: ”Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan,
maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu
pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya

dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”

Jadi dengan dasar jangka waktu itu yang menjadi tanda berakhirnya sewa
menyewa secara umum, namun jika ada kesepakatan lain dalam hal pengakhiran
perjanjian sewa menyewa pun tetap dimungkinkan. Hal ini karena adanya sifat terbuka
Hukum Perjanjian yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian yang beris apa sgja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum
dan kesusilaan.®®

Selain ketentuan-ketentuan yang menyatakan berakhirnya sewa menyewa dalam
pasal-pasal tersebut, dimana secara umum pengakhiran sewa menyewa didasarkan pada
jangka waktu tertentu dan kesepakatan para pihak, sebab lain yang bisa mengakhiri sewa
menyewa adalah ketika objek sewa tidak dapat dinikmati lagi oleh penyewa misanya
karena hilang atau musnah. Kondisi ini terjadi baik karena ada unsur kesalahan maupun
tidak ada kesalahan dari para pihak. Jika ada unsur kesalahan atas kejadian tersebut maka
s pelaku yang menyebabkan objek perjanjian tersebut musnah seluruhnya dibebani
kewajiban untuk memikul segala kerugian dan kerusakan.** Sementara pada kondisi

hanya sebagian objek sewa yang musnah diberikan pilihan bagi penyewa yaitu:

a. Meminta pengurangan harga sewa sebanding dengan bagian yang musnah.

8 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 13.

8 M. Y ahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, ( Bandung: Alumni, 1986 ), him. 234.
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b. Menuntut pembatalan perjanjian sewa.®

Kondisi berbeda terjadi ketika berakhirnya perjanjian sewa menyewa akibat
musnah atau hilangnya objek sewa tanpa ada kesalahan para pihak. Merujuk hal tersebut
maka disini akan dibicarakan mengenai overmacht dan risiko. Ketika terjadi overmacht
terjadi maka prestasi debitur dalam hal ini adalah pihak yang menyewakan tak dapat
terlaksana maka ada dua kondisi yang mungkin terjadi pada perjanjian dilihat dari segi

sifat overmacht yang terjadi, yaitu:

a. Overmacht objektif dan tetap, pada kondisi ini maka perikatan menjadi berakhir,
karena adanya unsur ketidakmungkinan melaksanakan prestasi lagi.

b. Overmacht subjektif dan sementara, pada kondisi ini terdapat dua pilihan, pertama
perjanjian tetap dilanjutkan dengan pertimbangan overmacht hanya bersifat
menunda pemenuhan prestasi. Kedua, jika prestasinya sudah tidak mempunyai
arti lagi bagi debitur, perikatannya menjadi gugur, dan perjanjian sewa menyewa
pun berakhir. ™

Sementara pada permasalahan risiko yang dititikberatkan adalah pada masalah
pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul dari peristiwa overmacht tersebut.
Daam sewa menyewa risiko diatur dalam Pasal 1553 KUH Perdata, yang menyatakan
bahwa: " Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu
kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang
bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan,
akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa,
tetapi dalam kedua hal itu iatidak berhak atas ganti rugi.”

Dari ketentuan tersebut, pernyataan gugur demi hukum menyebabkan masing-
masing pihak tidak dapat menuntut apa pun dari pihak lainnya, yang berarti kerugian

% 1bid., him. 235.

1 Abdulkadir Muhammad, op. cit.,him. 32.
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akibat musnahnya barang yang disewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang
menyewakan.** Selain itu terlihat pula bahwa baik overmacht maupun risiko dalam sewa
menyewa memiliki kesesuaian terhadap masalah berakhirnya perjanjian sewa menyewa,
yaitu dengan mendasarkan pada kondis objek apakah musnah seluruhnya atau sebagian
sgja, juga pada permasalahan kemampuan untuk berprestasi.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa berakhirnya perjanjian
saewa menyewa akibat peristiwa di luar kesalahan para pihak dapat ditinjau dari kondisi
objek perjanjian, jika objek perjanjian musnah seluruhnya maka perjanjian sewa
menyewa menjadi berakhir. Sementara jika objek perjanjian hanya sebagian musnah
maka dapat dilakukan pilihan untuk melanjutkan perjanjian atau memilih untuk diakhiri
perjanjiannya.

92 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 95.
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BAB 3
TINJAUAN UMUM MENGENAI OVERMACHT

3. 1. Pengertian Overmacht

Daam bab sebelumnya telah dibahas secara singkat mengenai salah satu
pembelaan debitur yang dituduh melakukan wanprestasi, yaitu overmacht.Pengertian
overmacht atau keadaan memaksa tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dalam pasal
1244 dan 1245KUH Perdata. Dalam pasal 1244 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Jika
ada aasan untuk s berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga,
bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksakannya perikatan itu atau tidak
tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak
terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad
buruk padanya.”

Kemudian dalam Pasal 1245 KUH Perdata disebutkan : “Tidaklah biaya rugi dan
bunga harus digantinya bila keadaan memaksa atau lantaran kejadian tidak disengaja si
berutang berhalangan untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau
lantaran hal-hal yang samatelah melakukan hal yang terlarang.”

Menurut Rahmat S. S. Soemadipradja menyatakan bahwa, berdasarkan
pengaturan kedua pasal tersebut, dapat ditarik pengertian overmacht adalah suatu
keadaan dimana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau

melakukan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian.*®

Hal senada juga dinyatakan oleh Subekti yang menyatakan bahwa, overmacht
atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang
diperjanjikan disebabkan oleh hal-ha yang sama sekali tidak terduga dan debitur tidak

% Rahmat S.S. Soemadipradja, op. cit., him. 31.
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dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan itu.**
Lebih lanjut beliau juga menyatakan bahwa isi kedua pasal sama hanya penilaian yang
lebih baik diberikan pada isi Pasa 1244 KUH Perdata karena dianggap paling tepat
menunjukkan overmacht.*®

Dari pendapat-pendapat mengenai pengertian overmacht tersebut yang
berdasarkan pengaturannya pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa pengertian overmacht harus memenuhi unsur-unsur sebagai
berikut:

Tidak terpenuhinya prestasi karena di luar kesalahan atau kesengajaan debitur;
terdapat peristiwa yang menyebabkan objek yang diperjanjikan musnah;
peristiwa yang mendasari terjadinya over macht tidak dapat diduga sebelumnya;
peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; dan
debitur tidak beritikad buruk.®

® o o T ®

3. 2. Pengertian Risiko

Jka pada overmacht yang terjadi adalah tidak adanya pertanggungjawaban
terhadap peristiwa yang menyebabkan wanprestasi maka pada risiko perbedaanya adalah
ada pihak yang bertanggung jawab. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang
disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.®” Jadi jika dilihat
dari rumusan tersebut risiko dan overmacht memiliki hubungan yang erat, perbedaanya
adalah pada overmacht tidak ada pihak yang bisa diminta bertanggung jawab atas
kerugian, sementara pada risiko ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian di luar
kesalahan para pihak.

9 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him 55.
*1bid., him. 56.
% Rahmat S.S. Soemadipradja, op. cit., him. 41.

7 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him. 59.
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Dasar dari garan risiko sebenarnya merupakan kelanjutan atau berpokok dari
terjadinya suatu peristiwa overmacht.”® Risiko dalam bagian umum Buku ke 111 KUH
Perdata hanya dapat ditemukan dalam satu pasal, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata yang
menyatakan: “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu
menjadi tanggungan kreditur sgjak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan
barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi

tanggungannya.”

Perkataan tanggungan dalam pasal tersebut menurut Subekti sama dengan risiko,
dari pengertian pasa tersebut lebih lanjut Subekti menyatakan bahwa pasal ini lebih
ditujukan untuk perjanjian yang bersifat sepihak saja. Sementara pengaturan risiko pada
perjanjian timbal balik umumnya dapat ditemukan pada bagian khusus Buku ke I11.
Beberapa pasal tersebut antara lain Pasal 1460 ( risiko dalam jual beli ), Pasal 1545 (

risiko dalam tukar menukar ), dan Pasal 1553 ( risiko dalam sewa menyewa ). %

Pada Pasal 1460 disebutkan bahwa: “Jika barang yang dijual itu berupa barang
yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan
pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjua berhak menuntut
harganya.” Sementara Pasal 1545 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Jika barang
tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka
persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut
kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar.”

Dari ketentuan kedua pasal tersebut terlihat ada perbedaan dalam hal pihak mana
yang memegang kewajiban terhadap risiko dari peristiwa overmacht, jika Pasal 1460
KUH Perdata lebih merujuk risiko berada pada kreditur, sementara Pasal 1545 KUH
Perdata lebih merujuk risiko ada pada masing-masing pihak.’® Subekti menyatakan

% 1bid., him. 59.
% 1bid., him. 59-60.

190 1pid., him. 60.
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bahwa dari kedua pasal tersebut yang lebih tepat sebagai pedoman dalam hal tanggung
jawab dari risiko dalam perjanjian timbal balik lebih tepat merujuk Pasal 1545 KUH
Perdata'® Dasarnya adalah sesuai dengan pengertian dari perjanjian timbal balik itu
sendiri yaitu bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewagjiban pada pihak
lainnya sehingga jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka
selayaknya pihak lainnya juga dibebaskan dari kewajibannya. Dengan demikian maka
ketentuan Pasal 1545 KUH Perdata merupakan pengaturan mengenai risiko dalam
perjanjian timbal balk yang sudah tepat dan selayaknya yaitu dengan membebankan

risiko suatu barang kepada pemiliknya.'%

Sementara pada Pasal 1553 KUH Perdata menenai risiko dalam perjanjian sewa
menyewa disebutkan bahwa: “jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam
masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi
hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat
memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta
pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua ha itu ia tidak berhak atas ganti rugi.”
Dari pengaturan tersebut terlihat bahwa risiko dalam sewa menyewa juga selaras dengan
Pasal 1545 KUH Perdata yang membebankan risiko suatu barang kepada pemiliknya

masing-masing.'%®

Jadi dengan penjelasan tersebut maka tanggung jawab terhadap risiko dalam suatu
perjanjian dapat dibedakan berdasarkan jenis perjanjiannya, jika pada perjanjian sepihak
asasnya adalah pada satu pihak saja sementara pada perjanjian timbal balik ditujukan
kepada masing-masing pihak.

Daam overmacht salah satu unsur terpenting adalah bahwa peristiwa tersebut
terjadi tanpa bisa diduga, sementara pada risiko ada sedikit perbedaan mengenai hal

101 | hid., him. 60-61.
102 | i,

18 1hid., him. 62.
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tersebut. Dalam risiko, jika debitur pada waktu menutup perjanjian sudah menduga atau
dapat menduga akan terjadi peristiwa yang dapat menghalangi prestasinya maka ia tidak
dapat mengemukakan overmacht sebagai dasar pembelaan.’®* Lebih lanjut juga
dijelaskan oleh J. Satrio bahwa sekalipun ada halangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1444 KUH Perdata, dimana dalam peritiwva yang menghalangi kewajiban
berprestasi debitur dan tidak ada kesalahan dari debitur hal tersebut tetap menyebabkan
debitur menanggung segala kerugian.'®

3. 3. Unsur-Unsur Overmacht

Unsur-unsur overmacht merupakan bagian yang harus dipenuhi untuk menyatakan
suatu peristiwva yang menyebabkan terhalangnya debitur melaksanakan prestas di luar
kesalahannya. Unsur-unsur tersebut dapat dijumpai dalam ketentuan KUH Perdata, antara
lain dalam Pasal 1244, 1245, dan 1444. Berdasarkan pengaturan overmacht dalam KUH

Perdata tersebut, maka unsur-unsur over macht terdiri dari:

a. Tidak terpenuhinya prestas karenadi luar kesalahan atau kesengajaan debitur;
b. terdapat peristiwa yang menyebabkan objek yang diperjanjikan musnah;

C. peristiwa yang mendasari terjadinya overmacht tidak dapat diduga sebelumnya;
d. peristiwatersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; dan

e. debitur tidak beritikad buruk. *®

a. Tidak Terpenuhinya Prestasi Karena Di Luar Kesalahan Atau Kesengajaan
Debitur
Dari unsur ini pernyataan di luar kesalahan atau kesengajaan debitur mempunyai
makna bahwa, para pihak baik debitur maupun kreditur telah melakukan upaya

104 3. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, ( Bandung: Alumni, 1993 ), him. 266.
105 | pid.

106 Rahmat S.S. Soemadipradja, op. cit., him. 41.
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sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya perisitiwa tersebut.’®” Dari penjelasan
tersebut maka dapat dilihat bahwa untuk menyatakan terjadinya overmacht harus
dibuktikan adanya upaya-upaya untuk mencegah ha itu terlebih dahulu hingga
tingkat yang sedemikian rupa (maksimal). Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa
bangunan, untuk menghindari peristiwa-peristiwa di luar dugaan seperti kebakaran
pihak debitur menyediakan fasilitas-fasilitas pencegahan seperti aat pemadam

kebakaran, pintu darurat, dan lain-lain.

Jadi jika dikaitkan dengan kemampuan berprestass maka peristiwa overmacht
adalah peristiwa yang menyebabkan tertunda, terhalang, terhambat, atau tidak dapat
dilaksanakannya prestasi para pihak.'®

b. Terdapat Peristiwa Yang Menyebabkan Objek Yang Diperjanjikan Musnah
Penjelasan mengenai unsur ini berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan
kondisi objek musnah seluruhnya dan musnah sebagian. Kedua hal ini harus
dibedakan karena akibat hukum yang ditimbulkan bisa sangat berbeda. Jika objek
perjanjian musnah selurunhya maka perjanjiannya menjadi gugur. Sementara jika
objek perjanjian hanya sebagian musnah maka dapat dilakukan pilihan untuk

melanjutkan perjanjian atau memilih untuk diakhiri perjanjiannya '

Selain melihat kondisi objek perjanjian, hal lain yang bisa dijadikan acuan adalah
pada sifat overmacht itu sendiri, jika objek musnah sel uruhnya maka secara umum ini
berarti overmacht bersifat tetap yang berakibat perjanjian menjadi berakhir,
sementara jika hanya sebagian musnah maka sifat overmacht adalah sementara yang

berakibat pemenuhan prestasi ditunda atau tetap dimintakan pembatalan perjanjian.

7 1pid., him. 77.
108 1 hig.

109y ahya Harahap, op. cit., him. 234-235.
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c. Peristiwa Yang Mendasari Terjadinya Overmacht Tidak Dapat Diduga

Sebelumnya

Unsur ini merupakan salah satu unsur yang cukup sering diperdebatkan karena
untuk menilai apakah suatu peristiwva dapat dinyatakan sebagai overmacht bukan
merupakan perkara yang tidak mudah. Untuk memperjelas unsur ini beberapa sarjana
hukum mencoba menafsirkan unsur tidak terduga, sebagai contoh seperti yang
dinyatakan oleh Sri Soedewi Masichun Sofwan, beliau menyatakan bahwa
pengetahuan kemungkinan terjadinya sesuatu di kemudian hari tidak cukup untuk
menganggap adanya hal dapat diduga lebih dulu, kecuali ada kepastian bahwa
peristiwva itu akan terjadi sehingga orang yang berpikiran sehat akan dapat
memperhitungkannya.'*°

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
tidak dapat diduga berarti harus menunjukkan peristiwa tersebut tidak secara pasti
akan terjadi dan terbatas pada kemungkinan-kemungkinan saja bahwa peristiwa itu
akan terjadi.

d. Peristiwa Tersebut Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Debitur
Unsur ini merupakan unsur yang bisa dijelaskan dengan dasar hubungannya
dengan unsur lain yaitu unsur tidak terpenuhinya prestasi karena di luar kesalahan
atau kesengajaan debitur. Dengan adanya kondisi demikian maka sangatlah wajar jika
peritiwa over macht menyebabkan debitur tidak dapat diminta bertanggung jawab. Hal
ini juga berkaitan erat dengan permasalahan pembuktian sebab-sebab peristiwa yang
menimbulkan kerugian tersebut apakah ada unsur kesalahan atau tidak ada unsur
kesalahan dari debitur sebagai penyebab peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dalam
rumusan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata debitur wajib membuktikan bahwa
peristiwa yang menimbulkan kerugian atau terhalangnya debitur untuk berprestasi

10 5rj Soedewi Masjchun Sofwan , Hukum Perutangan Bagian A ,( Y ogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Ggjah Mada, 1980 ), him 21.
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terjadi tanpa ada kesalahan darinya. Selain itu pula debitur perlu juga untuk
membuktikan tidak adaitikad buruk darinya. ***

e. Debitur Tidak Beritikad Buruk

Unsur ini merupakan unsur yang lebih menunjukkan perlunya pembuktian adanya
itikad baik dari debitur untuk melaksanakan prestas namun hal tersebut tidak
terlaksana karena peristiwa di luar kesalahannya. Untuk menilal apakah debitur tidak
beritikad buruk maka perlu dilihat mengenai asas itiked baik pula Itikad baik

memiliki dua pengertian yaitu:

a. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu Keujuran seseorang dalam
melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap
batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam
arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku Il KUH Perdata.

b. Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus
didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat
dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, dimana hakim diberikan suatu
kekuasaan untuk mengawas pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai
pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan.
Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah
satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa
kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan

memperhatikan norma-norma yang berlaku.™2

Dengan berdasarkan hal tersebut maka untuk dapat membuktikan debitur tidak
beritikad buruk maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah: (i) niat dan sikap batin,

11 3, Satrio, op. cit., him. 267.

12 M. Hariyanto, loc.cit.
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(i) debitur berupaya melaksanakan perjanjian dengan patut dan adil, dan (iii) harus

ada keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian.

3. 4. Faktor -Faktor Penyebab Terjadinya Overmacht
Faktor-faktor penyebab terjadinya overmacht dapat berupa banyak hal, namun
faktor-faktor penyebab tersebut dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi lima,

yaitu:

a Keadaan alam, yaitu penyebab-penyebab overmacht yang disebabkan oleh
keadaan alam yang tidak dapat terduga dan dihindari oleh setiap orang karena
bersifat aamiah tanpa unsur kesengajaan. Contoh-contoh hal ini antara lain: (i)
banjir, (ii) longsor, (iii) gempabumi, (iv) gunung meletus, dan sebagainya.

b. Keadaan darurat, yaitu penyebab-penyebab overmacht yang disebabkan oleh
situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan
berlangsung singkat, tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Contoh-contoh hal ini
antaralain: (i) peperangan, (ii) kerusuhan massa, (iii) pemogokan, (iv) terorisme,
dan sebagainya.

c. Keadaan ekonomi, yaitu penyebab-penyebab overmacht yang disebabkan oleh
adanya situasi ekonomi yang berubah, ada kebijakan eknomi tertentu, atau
segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor ekonomi. Contoh-contoh hal ini
antara lain: (i) perubahan kondis perekonomian atau peraturan perundang-
undangan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya
prestasi, dan (ii) timbulnya gejolak moneter yang menimbulkan kenaikan biaya

bank dan sebagainya.
d. Kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu penyebab-penyebab overmacht yang
disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah

seperti perubahan perundang-undangan atau penerapan kebijakan baru yang
berdampak pada pemenuhan prestasi yang sedang berlangsung. Contoh hal ini
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adalah, kebijakan pemerintah karena ada peraturam daerah yang melarang
masuknya obyek perjanjian ke daerah tersebut.

e. Keadaan teknis yang tak terduga, yaitu penyebab-penyebab overmacht yang
disebabkan oleh peristiwa rusaknya atau berkurangnya fungsi peralatan teknis
atau operasional yang berperan penting bagi kelangsungan proses produks suatu
perusahaan, dan hal tersebut tidak dapat diduga akan terjadi sebelumnya. Contoh
hal ini adalah tidak bekerjanya mesin yang berpengaruh besar terhadap kegiatan
perusahaan yang mengakibatkan tidak terl aksananya suatu prestasi.**®

3. 5. Jenis-Jenis Overmacht

Dengan berkembang dan semakin luasnya konsep-konsep mengenai overmacht
maka ha ini juga berimplikas terhadap jenis-jenis overmacht yang ada, pembagian-
pembagian jenis tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a  Berdasarkan subjeknya, yaitu: overmacht obyektif dan overmacht subjektif.
b. Berdasarkan objeknya, yaitu: overmacht lengkap dan overmacht sebagian.

c. Berdasarkan sifatnya, yaitu: overmacht tetap dan overmacht sementara. '

a. Jenis Overmacht Ber dasar kan Subjeknya
1. Overmacht objektif, pada overmacht ini pemenuhan prestasi tidak
mungkin dilakukan oleh siapa pun. Dasar gaan ini  adalah
ketidakmungkinan ( impossibilitas ). Daam overmacht objektif maka
yang menjadi ukuran adalah bukan hanya debitur tidak dapat berprestas
tapi siapa pun orangnya secara umum takkan bisa berprestasi akibat

115

kondisi memaksa tersebut.” Sebagai contoh misalnya dalam perjanjian

jual beli rumah, barang yang diperjanjikan musnah karena ada peristiwa

113 Rahmat S.S. Soemadiparadja, op. cit., him. 41-42.
" 1bid., him. 42-43.

15 3, Satrio, op. cit., him. 255.
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bencana alam seperti gempa bumi yang menyebabkan rumah tersebut
lenyap ( musnah seluruhnya ), kondis ini secara logis dapat dikatakan
sebagai suatu kondis yang tak mungkin diatasi oleh sigpa pun bukan
hanya oleh debitur sendiri.

2. Overmacht subjektif, dalam ha ini overmacht hanya menimbulkan
kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu, dan lebih menyangkut
kemampuan debitur sendiri. Dasar garan ini adalah kesulitan-kesulitan (
difficulitas ). Menurut Vollmar dalam kondis ini artinya debitur masih
bisa melakukan prestasi , tetapi prestasinya hanya dapat diberikan dengan
pengorbanan yang besar sekali dan tidak seimbang. **° Selain melihat
pengorbanan yang perlu dilakukan untuk memenuhi prestasi itu juga perlu
diperhatikan apakah prestas tersebut masih bermanfaat untuk kreditur,
jika sudah tidak berarti lagi maka tentunya lebih baik dibatalkan sgja.

b. Jenis Overmacht Berdasarkan Objeknya
1. Overmacht lengkap, artinya suatu persitiwa yang dianggap overmacht
memberi dampak berupa keseluruhan prestasi tidak dapat dipenuhi oleh
debitur. Misdnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah, terjadi
kebakaran yang memusnahkan seluruh bagian rumah termasuk halaman,
sehingga dalam hal ini objek sewa tidak dapat dinikmati lagi dan
prestasinya pun tidak dapat dipenuhi.

2. Overmacht sebagian, artinya suatu persitiwa yang dianggap overmacht
memberi dampak berupa hanya sebagian dari prestasi debitur yang tidak
dapat dipenuhi.''’ Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah,

terjadi kebakaran pada beberapa bagian rumah sga, sehingga dalam hal ini

118 |hid., him. 261.

17 Rahmat S.S. Soemadiparadja, op. cit., him. 43.
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hanya sebagian prestas sgja yang terhalang untuk dilakukan dan bagian
lainnya dari prestas masih mungkin dilakukan.

c. Jenis Overmacht Berdasar kan Sifatnya
1. Overmacht tetap, artinya overmacht yang mengakibatkan suatu perjanjian
terus-menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanankan atau tidak
dapat dipenuhi sama sekali. Daam keadasan yang demikian itu, secara
otomatis keadaan memaksa itu mengakhiri perikatan karena tidak

mungkin dapat dipenuhi.

2. Overmacht sementara, artinya overmacht yang mengakibatkan
pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan
semula dalam perjanjian. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak
berhenti ( tidak batal ), melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda.
Jka kesulitan itu sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi dapat
diteruskan.® Periha overmacht sementara ini juga sering kali
diperdebatkan dengan masalah jangka waktu penundaan pelaksanaan
prestasi, karena bisa sga dalam selang waktu itu terdapat perubahan-
perubahan kondisi yang bisa membuat debitur menderita kerugian yang
lebih besar atau dengan kata lain pelaksanaan prestasi dapat dilakukan
tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau
menimbulkan biaya kerugian yang besar sekai bagi debitur.**

3. 6. Pembuktian Dalam Overmacht

Pembuktian terhadap overmacht merupakan suatu proses untuk menunjukkan

bahwa terhalangnya debitur dalam berpestasi karena di luar kesalahannya. Overmacht

8 | bid.

119 | hid.
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sebagal sdah satu bentuk pembelaan dari debitur yang dianggap lalai juga berarti
memberikan beban kepada debitur untuk membuktikan overmacht tersebut. Dari rumusan
Pasal 1244 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk menghindari dari kewajiban ganti rugi
karena debitur tidak melaksanakan prestass maka harus dibuktikan bahwa tidak
terlaksananya prestasi karena peristiwa di luar kesalahannya atau overmacht. Hal-hal
yang wajib dibuktikan oleh debitur jika menggunakan overmacht sebagai pembe aannya
adal ah:

a. latidak mempunya kesalahan atas timbulnya halangan berpretasi; dan
b. halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya.*®

Sementara itu karena adanya asas itikad baik yang selalu dipersangkakan ada,
maka menjadi kewajiban kreditur untuk membuktikan bahwa debitur mempunyai itikad
buruk dalam persitiwa yang dinyatakan oleh debitur sebagai overmacht.** Sementara
jika menurut Pasal 1444 KUH Perdata, jika unsur salah dalam musnahnya objek prestas
dapat dibuktikan oleh kreditur, menurut ketentuan maka debitur harus dapat
membuktikan bahwa jika objek prestasi diserahkan dengan baik, barang tesebut akan
musnah juga, hal ini sesuai dengan ketetntuan Pasal 1444 KUH Perdata.*?

Dengan demikian maka telah jelas bahwa sebagai pihak yang mendalilkan
overmacht, debitur juga diberi beban untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut,
sementara sebagai upaya perlindungan hukum pula bagi kreditur, diberi pula hak kreditur
untuk membuktikan bahwa hal-hal yang di dalilkan oleh debitur terkait peritiwa
overmacht tersebut tidaklah benar.

120 1hid., him 268.
121 | bid

122 1 hig.
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3. 7. Akibat-Akibat Hukum Dari Overmacht

Terjadinya peristiwa overmacht menimbulkan suatu akibat hukum baik terhadap
perikatan maupun terhadap rissko yang harus dihadapi oleh para pihak dalam
perjanjian.’® Pengaturan akibat terjadinya overmacht jika menurut ketentuan Pasal 1245
KUH Perdata membawa akibat hukum berupa debitur tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas biaya, kerugian, dan bunga.'** Sementara menurut Pasal 1444
KUH Perdata akibat hukum yang timbul adalah hapusnya perikatan dengan syarat barang
atau objek perjajian musnah.*®

Dari ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya masih terlihat adanya keterbatasan
dalam hal ruang lingkup overmacht sendiri yang telah berkembang, oleh karena itu mucul
doktrin-doktrin dari para sarjana hukum yang dikemukakan bersifat lebih luas.**® Akibat-
akibat hukum dari overmacht menurut doktrin para sarjana hukum sendiri lebih luas
karena sebagian besar membeda-bedakan akibat-akibat hukum overmacht berdasarkan
jenis ovemacht yang terjadi maupun jenis perjanjiannya

a. Akibat-Akibat Overmacht Objektif dan Tetap
Pada jenis overmacht ini akibat-akibat hukum yang timbul adalah:
1. Perikatan berakhir.
2. Pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi
perikatan.
3. Jka salah satu pihak telah menerima biaya dari pihak lainnya untuk

melaksanakan perjanjian maka pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya

128 | bid., him. 47.
124 qubekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., Pasal 1245 KUH Perdata.
125 | bid., Pasal 1444 KUH Perdata.

126 Rahmat S.S. Somadipradja, op.cit., him. 47.
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bisa memerintahkan pengembalian sebagian atau seluruhnya atas biaya-
biaya tersebut.**’

Akibat-akibat hukum dari overmacht ini dapat dissmpulkan dari kondisi yang
terjadi pada prestas maupun objek perjanjiannya Dalam overmacht objektif dan
tetap maka yang menjadi ukuran adalah bukan hanya debitur tidak dapat berprestasi
tapi orang secara umum pun takkan bisa berprestas akibat kondis memaksa
tersebut. '

b. Akibat-Akibat Overmacht Subjektif dan Sementara
Pada jenis overmacht ini akibat-akibat hukum yang timbul adalah:

1. Overmacht atau keadaan memaksa hanya mempunyal daya menangguhkan
dan kewajiban berprestasi hidup kembali jika keadaan memaksa itu sudah
tidak adalagi.

2. Jika prestasinya sudah tidak mempunyai arti lagi bagi debitur, perikatannya
menjadi gugur.

3. Pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak lainnya.'*°

Akibat-akibat hukum pada overmacht ini didasarkan pada kondis prestasi
perjanjian dimana prestasi hanya tertunda karena overmacht itu hanya bersifat
sementara, contohnya jika dalam suatu perjanjian sewa menyewa rumah terjadi
kebakaran dan rumah itu sendiri telah diasuransikan maka overmacht dapat bersifat
sementara sgja walaupun objeknya musnah. Hal ini terjadi karena asuransi
mempunyal tujuan atau manfaat untuk mengalihkan risiko yang ditimbulkan dari

peristiwa-peritiwva yang tidak diharapkan kepada pihak lain ( penyelenggara usaha

127 Apdul kadir Muhammad, op. cit., him. 32.
128 3, Satrio, op. cit., him. 255.

129 hig.
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perasuransian atau perusahaan asuransi ) untuk mengganti kerugian.** Dengan dasar
itu maka jika suatu obyek perjanjian musnah maka oleh penanggung ( perusahaan
asuransi ) obyek tersebut akan diganti baik sebagian atau seluruhnya. Oleh karena itu
maka dapat dikatakan bahwa prestasi hanya tertunda sementara hingga perusahaan

asuransi mengganti obyek tersebut.

c. Akibat- Akibat Overmacht Untuk Sebagian Perjanjian

Overmacht dalam hal ini berarti hanya sebagian dari perjanjian sgja yang berlaku,
tidak untuk seluruhnya™** Oleh karena itu hanya sebagian prestasi sgja yang tidak
bisa dilakukan, baik itu bersifat tetap untuk sementara waktu. Pada jenis overmacht
ini akibat-akibat hukum yang terjadi adalah:

1. Secaraumum Kkreditur dapat menuntut untuk pemenuhan prestasi yang lain
( prestasi dalam perjanjian yang tidak terhalang overmacht ).

2. Jika overmacht sifatnya tetap, perikatan yang terkena overmacht yang
hapus, sedang bagian lainnya tetap mengikat.

3. Jika overmacht bersifat sementara, pemenuhan prestasi yang terkena
overmacht ditunda sementara hingga overmacht itu berakhir atau telah

lewat yang selebihnyawajib dijalankan sebagaimana seharusnya.**

d. Akibat-Akibat Overmacht Dalam Perjanjian Sepihak
Jika overmacht tetap terjadi dalam perjanjian sepihak seperti hibah, maka
overmacht menimbulkan kerugian hanya untuk penerima hibah. Sementara untuk

overmacht yang bersifat sementara maka hal itu hanya menunda pelaksanaan untuk

130 Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004 ), him. 8.
131 M. Y ahya Harahap, op. cit., him. 97.

% |bid.
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sementara, dan kerugian yang terjadi selama penundaan menjadi tanggung jawab
kreditur.**®

e. Akibat-Akibat Overmacht Dalam Perjanjian Timbal Balik
Pada perjanjian timbal balik akibat-akibat overmacht yang terjadi adal ah:

1. Jika jenis overmacht tetap, dengan sendirinya perjanjian menjadi gugur.
Para pihak kembali kepada keadaan semula seolah-olah perjanjian tidak
pernah ada, dan gugur pula kewajiban para pihak pada pihak lainnya.

2. Jka jenis overmacht sementara, maka yang terjadi adalah penundaan

prestas para pihak hingga overmacht itu berakhir.*3*

133 1pid., him. 97-98.

134 1pid., him. 98.
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BAB 4
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA AKIBAT PERISTIWA DI LUAR
KESALAHAN PARA PIHAK
(ANALISA KASUSANTARA PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
MELAWAN PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA )

4. 1. Para Pihak

Sebelum menjelaskan para pihak dalam kasus yang akan dibahas perlu
diketengahkan bahwa dalan Hukum Perdata subjek hukum dapat terbagi menjadi dua
yaitu pribadi kodrati ( manusia) dan pribadi hukum ( pribadi ciptaan manusia).**> Secara
khusus perihal mengena pribadi hukum dewasa ini lebih dikenal dengan nama badan
hukum. **° Salah satu bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia adalah Perseroan
Terbatas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penjelasan singkat ini menggambarkan kondisi
pada kasus yang akan dianalisa, karena para pihak dalam kasus ini berbentuk badan
hukum yaitu Perseroan Terbatas ( PT ).

Pihak pertama adalah penggugat yaitu PT. Matahari Putra Prima Tbk., penggugat
dalam kasus ini berkedudukan sebagai kreditur atas hak menyewa ruang gedung milik
tergugat. Penggugat beralamat di Menara Matahari, Jalam Bulivar Palem Raya No. 7,
Lippo Karawaci, Tangerang, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yan Apul
S.H., yang berkantor pada Yan Apul dan Rekan, beralamat di Gedung Menara Thamrin
lantai 21 Suite 2102, Jalan M. H. Thamrin kavling 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor 1537/ Y AR/ SK/ X1/ 04, tanggal 4 November 2004.

1% Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia, ( Jakarta: Ind-Hill-Co, 2003 ), him. 36.

1% | .G. Rai Widjaya, op.cit., him. 22.
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Pihak kedua adalah tergugat yaitu PT. Bogor Internusa Plaza ( dahulu PT. Bogor
Internusa Graha Hotel ), tergugat dalam kasus ini berkedudukan sebagai debitur pemilik
ruang gedung yang disewa oleh penggugat. Tergugat beralamat di Jalan Pgjgaran No. 27
Bogor, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Hukum
Mochasili dan Chaidir, yang berkantor di Wisma Arya Kencana lantai 2, Jalan Kemang
Raya No. 33, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2005.
kemudian terjadi penggantian kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Y apto Soeryosoewarno S.H., & Assocciate, yang beralamat di Jalan H. Someli, No. 31,
Jakarta 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 198/ SK/ JSS. A/ 11/ 05,
tertanggal 28 Februari 2005.

4. 2. Kasus Posis

Kasus ini bermula ketika PT. MPP dan PT. BIP mengadakan perjanjian sewa
menyewa ruangan pada gedung Pangrango Plaza ( sebelumnya bernama gedung PT.
Bogor Internusa Graha Hotel kemudian diganti menjadi Pusat Pembelanjaan Bogor
Internusa). Kedua belah pihak kemudian melakukan beberapa perjanjian sewa menyewa,
secara kesedluruhan PT. MPP menyewa ruangan di lantai 1 dan 2 gedung tersebut (
gedung tersebut terdiri dari empat lantai ). Perjanjian-perjanjian sewa yang mereka buat
adalah:

a  Perjanjian sewa menyewa No. 51, objek sewa adalah ruangan lantai 1 No. 245.
Masa sewa terhitung sgjak tanggal 1 November 1986 sampai dengan 1 April
2013. Harga sewatelah dibayar lunas oleh PT. MPP.

b. Perjanjian sewa menyewa No. 86, objek sewa ruangan lantai 1. Masa sewa
terhitung sejak tanggal 31 Juli 1989 sampai dengan 31 Juli 2012. Harga sewa
telah dibayar lunas oleh PT. MPP.

c. Perjanjian sewa menyewa No. 16, objek sewa adalah lantai 1. Masa sewa
terhitung sgjak 15 Oktober 1993 sampai dengan 31 Juli 2012. Harga sewa telah
dibayar lunas oleh PT. MPP.
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d. Perjanian sewa menyewa No. 67, objek sewa addah lantai 2. Masa sewa
terhitung sejak tanggal 27 Januari sampai dengan 31 Juli 2012. Harga sewa telah
dibayar lunas oleh PT. MPP.

e. Perjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa No. 66, antara PT. MPP
dengan PT. Toko Gunung Agung. Pengalihan hak sewa kepada PT. MPP berupa
sebagian ruangan di lantai 2 No. 301. Harga sewa telah dibayar lunas oleh PT.
MPP.

f. Perjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa No. 20, antara PT. MPP
dengan ldawati Wiguna. Pengalihan hak sewa kepada PT. MPP untuk ruangan
di lantai 2 No. 305. Harga sewatelah dibayar lunas oleh PT. MPP.

g. Perjanjian sewa menyewa No. 147/ B-2/ Bl/ 1X/ 95. Objek sewa adalah koridor
atau dapur lantai 2 Top Floor. Harga sewa telah dibayar lunas oleh PT. MPP.

Secara keseluruhan PT. MPP telah memenuhi segala kewagjibannya terkait
permasalahan harga sewa dan selaku kreditur atas hak sewa PT. MPP juga telah dapat
menikmati objek sewa, namun pada tangga 26 Februari 1996 ketika gedung belum
beroperas terjadi peristiwa kebakaran pada sebagian lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2.
dengan adanya peristiwa tersebut maka PT. MPP tidak dapat menikmati objek sewa.
Terhadap peristiwa ini PT. MPP menyikapinya dengan merujuk ketentuan Pasal 17
Perjanjian No. 51 jo Pasal 15 Perjanjian No. 16 jo Pasal 15 Perjanjian No. 67, yang
menyatakan bahwa:

a  Pihak pertama ( PT. BIP ) berkewajiban mengasuransikan atas biayanya sendiri
seluruh gedung pusat perbelanjaan dimana ruangan yang deisewakan dengan
aktaini berada di dalamnya, sedangkan barang-barang pihak kedua ( PT. MPP)
yang ada di dalam ruangan yang disewanya tersebut menjadi tanggungan dan
bebannya pihak kedua sendiri untuk mengasuransikannya;

b. Pihak kedua tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan karena
kesalahan atau cacat struktur, mutu bahan, dan atau tehnik pembuatan dari
gedung dimana ruangan yang disewakannya tersebut berada;
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c. Bilamana kerusakan atau kebakaran terjadi karena sebab-sebab yang berada di
luar kekuasaan manusia, gempa bumi, salah konstruks atau bencana alam, maka
pihak pertama atas biayanya sendiri berkewgjiban memperbaikinya sehingga
kembali seperti semula, dengan ketentuan bahwa bilamana selama dilakukan
perbaikan tersebut pihak kedua tidak dapat menempati atau mempergunakan
ruangan yang disewakannya tersebut, maka jangka waktu sewa dalam perjanjian
ini dianggap diperpanjang untuk selama jangka waktu diperlukan untuk
perbaikan-perbaikna tersebut, dengan catatan tidak melampaui batas waktu
pengelolaan atau perpanjangannya yang diperoleh pihak pertama dari
Pemerintah Daerah.

Setelah peristiwva kebakaran tersebut PT. BIP kemudian membangun kembali
gedung tersebut dengan bantuan dari klam asuransi yang didapatnya. Gedung yang
menjadi obyek sewa sendiri kemudian dibangun kembali dan diperbesar menjadi tujuh
lantai dan pembangunan sendiri selesa pada tahun 2003. Permasalahan kemudian
muncul ketika PT. MPP tidak dapat menempati sebagian objek sewa ( lantal 1 ) karena
ternyata PT. BIP telah menyewakan objek sewa kepada pihak lain selain itu pula lantai 1
juga telah dirubah bentuknya menjadi kios-kios kecil yang tidak sesuai dengan
peruntukkan bagi PT. MPP. Dengan adanya hal ini maka PT. MPP yang masih memiliki
hak sewa merasa dirugikan dan mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi kepada
PT. BIP di Pengadilan Negeri Bogor dengan tuntutan-tuntutan berupa:

a. Padapokok perkara ( primer ):

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

2. Menyatakan batal perjanjian-perrjanjian yang telah dibuat antara
pengugat dan tergugat.

3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi, pengembalian sisa uang
sewa, dan membayar kerugian immateril.

4. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
upaya hukum lain dari tergugat.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum ..., Arif Rahman, FH Ul, 2012



63

6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

b. Pada pokok perkara ( subsidair ):
1. Exaequo et bono.

Pihak tergugat ( PT. BIP ) menanggapi gugatan tersebut dengan menyatakan
pembelaan bahwa penggugat ( PT. MPP ) harusnya bertanggungjawab atas peristiwa
kebakaran tersebut. Dua hal yang menjadi alasan tergugat menyatakan hal tersebut
adal ah:

a. Sumber kebakaran terjadi di ruangan yang disewa oleh penggugat.

b. Adanya Laporan MABES POLRI Nomor: LAB. 551. FKF/ 1996, tangga 5
Agustus 1996. laporan tersebut menyatakan kebakaran berasa dari ruang terbuka
yang disewa oeh penggugat, dan pada saat kebakaran pintu darurat sulit untuk
dibuka karena terhalang ol eh barang-barang milik penggugat.

Penggugat kemudian menanggapi gugatan balik tersebut dengan menyatakan
bahwa persitiwa tersebut terjadi di luar kesalahannya. Selain itu ditambahkan pula bahwa
tidak ada bukti kuat yang menunjukkan penggugat yang menyebabkan peristiwa tersebut
karena terjadinya pada saat gedung belum beroperasi. Hingga pada akhirnya kasus ini
diputuskan pada tingkat kasasi bahwa kebakaran tersebut terjadi di luar kesalahan para
pihak dan akhirnya diputuskan bahwa PT. BIP melakukan wanprestas dan perjanjian
keduanya batal. Sementara di tingkat Penijauan Kembali ( PK ), kasusini ditolak karena
lewatnya waktu pengajuan PK oleh PT. BIP.

4. 3. Pertimbangan M ajelis Hakim

Secara garis besar petimbangan Magjelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri yang
berkaitan dengan permasal ahan-permasal ahan pokok kasus ini dapat terbagi menjadi dua,
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yaitu untuk gugatan penggugat ( kopensi ) dan gugatan balik dari tergugat ( rekopensi ).

Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

a. Daam Kopensi

1
2.

Permasal ahan pokok dari kasus ini adalah pidana.

Permasalahan yang timbul adalah tergugat menawarkan kepada
penggugat untuk menempatkan penggugat di lanta 2, 3, dan 4.
Sedangkan penggugat tetap bertahan pada perjanjian sewa menyewa
yaitu di lantai 1 dan 2.

Pemindahan dilakukan tergugat kepada penggugat karena konstruksi
bangunan telah berubah sehingga tidak dimungkinkan bagi penggugat
ditempatkan di lantai 1.

Penggugat ingin bertahan di lantai 1 dan 2 karena ini sesuai dengan
strategi penjualan dari penggugat.

Bahwa menurut tergugat penyebab kebakaran adalah karena kesalahan
penggugat, jadi seharusnya penggugat tidak ”macam-macam” dan
memenuhi apa yang diatur oleh tergugat.

Bahwa sebaliknya penggugat menyatakan bahwa penyebab kebakaran di
luar kesalahannya.

Menurut majelis bukti yang kuat dan formal adalah Putusan Pengadilan.
Sementara itu belum ada Putusan Pengadilan ( khusunya pidana) yang
telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan penggugat bersalah
sebagal penyebab kebakaran. Dengan demikian, aasan penggugat
sebagai penyebab kebakaran belum terbukti.

Bahwa untuk mengakhiri perjanjian ( di luar waktu yang ditentukan ),
harus berdasarkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Apabila
sadlah satu pihak sga yang ingin mengakhiri perjanjian tanpa ada
persetujuan pihak lainnya, ini tidak dibenarkan.

Majelis menimbang, bahwa perjanjian tersebut belum dicabut oleh para
pihak, walaupun terputus pada tahun 1996 karena ada kebakaran, namun
perjanjian tersebut tetap berlaku dan berakhir padatahun 2013.
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10. Karena penggugat tidak setuju dengan penawaran pemindahan lokasi
sewa, maka menurut majelis masih berlaku perjanjian yang lama. Bahwa
penggugat tidak menerima penawaran baru dari tergugat hal itu
merupakan hak dari penggugat.

11. Menurut majelis terbukti bahwa tergugat melakukan wanprestasi, karena
tergugat akan melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana dijanjikan, yaitu perjanjiannya di lantai 1 dan 2, tapi
tergugat ingin di lantai 2, 3, dan 4.

12. Menurut majelis, bahwa pembatalan merupakan salah satu akibat hukum
akibat adanya pihak yang melakukan wanprestasi. Oleh karena itu,
karena majelis berpendapat sudah tidak ada titik temu antara penggugat
dan tergugat, maka perjanjian itu tidak akan berguna dan sia-sia. Dengan
demikian perjanjian-perjanjian sewa menyewa antara penggugat dan
tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan harus dibatal kan.

13. Menurut majelis, bahwa yang tidak menjadi masalah hanya di lantai 1,
jadi pertimbangan ganti rugi khususdi lantai 1 sgja.

14. Menurut majelis, bahwa sisa uang sewa yang dikembalikan juga khusus
di lantai 1 sga Perihal ganti rugi dan bunga didasarkan pada
perhitungan yang mendekati rii dari kerugian yang diakui oleh
penggugat.

15. Menurut majelis, bahwa sita jaminan terhadap ruangan lantai 1 dan 2
Gedung Bogor Internusa dinyatakan sah dan berharga.

16. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum

tergugat membayar biaya perkara.

b. Dalam Rekopensi
1. Menurut keterangan saksi-saksi, tempat tergugat rekopens ( penggugat
kopensi ), merupakan asal menjalarnya api.
2. Menurut majelis, bukti-bukti ini harus ditambah lagi dan untuk
memperjelas, seharusnya ada proses pidana sehingga jelas siapa yang
salah.
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3. Menurut majelis, karena bukti-bukti yang digukan belum sempurna,
maka atas tuntutan rekopensi ini majelis berpendapat haruslah ditolak
dan dibebankan kepada penggugat rekopensi untuk membayar biaya

perkara.

4. 4. Analisa Kasus PT. Matahari Putra Prima Tbk. Meawan PT. Bogor Internusa

Plaza

4. 4. 1. Peristiwa Kebakaran Sebagai Bentuk Peristiwa di Luar Kesalahan Para
Pihak

Penjelasan mengenal kasus di atas pada dasarnya bertitik tolak pada permasalahan
peristiwa kebakaran dan wanprestasi yang terjadi. Peristiwa kebakaran dalam kasus ini
didalilkan dengan sebab yang berbeda oleh masing-masing pihak. Tergugat menyatakan
bahwa kebakaran tersebut terjadi karena kesalahan penggugat, sementara penggugat
menyatakan bahwa peristiwa itu di luar kesalahannya atau dalam kata lain termasuk
overmacht. Dalam persidangan tergugat mendalilkan hal tersebut karena dua alasan yaitu:

a  Sumber kebakaran terjadi di ruangan yang disewa oleh penggugat.

b. Adanya Laporan MABES POLRI Nomor: LAB. 551. FKF/ 1996, tangga 5
Agustus 1996. laporan tersebut menyatakan kebakaran berasal dari ruang terbuka
yang disewa oeh penggugat, dan pada saat kebakaran pintu darurat sulit untuk
dibuka karena terhalang ol eh barang-barang milik penggugat.

Jika dilihat dari alasan-alasan tersebut dan disesuaikan dengan pendapat Maelis
Hakim , terdapat kelemahan-kelemahan yang menyebabkan dalil-dalil tersebut tidak
dibenarkan. Kelemahan pertama adalah mengenai sumber peristiwva kebakaran,
walaupun dalam persidangan telah terbukti memang benar kebakaran bermula dari
ruangan yang disewa oleh penggugat namun hal ini tidak menunjukkan bahwa ada unsur
kelalaian dari penggugat. Selain itu pula waktu terjadinya peristiwa adalah ketika gedung
belum beroperasi, sehingga kecil kemungkinan peritiwa tersebut dapat diduga
sebelumnya.
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Kelemahan kedua adalah pada permasalahan pintu darurat yang sulit terbuka,
disini sulitnya pintu darurat untuk terbuka bisa dikatakan tidak berhubungan langsung
dengan terjadinya kebakaran, karena peristiwa tersebut telah terjadi. Jadi |ebih tepat jika
sulitnya pintu darurat terbuka hanya menyebabkan proses pemadaman terganggu. Selain
itu pula, tidak ada kepastian jika pintu darurat dapat terbuka dengan mudah kebakaran
tidak akan meluas.

Dalam persidangan, tergugat juga mendalilkan bahwa pintu darurat seharusnya
tetap dalam keadaan terbuka dan karena adanya barang-barang milik penggugat yang
menyebabkan sulitnya pintu terbuka memberi andil atas peristiwa kebakaran tersebuit.
Jika dikaitkan dengan kewajiban-kewagjiban para pihak dalam suatu perjanjian sewa
menyewa memang benar ada unsur kesalahan pula pada diri penggugat sebagai penyewa,
yaitu kewgjiban untuk menjaga objek sewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1560
KUH Perdata, dalam hal ini termasuk kewgjiban untuk menjaga fungsi-fungs pendukung
pengamanan objek sewa yaitu pintu darurat. Dari dalil ini, penggugat kemudian
menyatakan bahwa penyebab sulitnya pintu darurat terbuka ssat kebakaran tidak
sepenuhnya karena kesalahannya, karena tergugat juga memiliki andil atas hal tersebut.
Dasar pembelaan penggugat tersebut adalah adanya renovas objek sewa yang dilakukan
oleh tergugat. Dari hal tersebut maka dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1550 KUH
Perdata yang menyatakan salah satu kewagjiban pihak yang menyewakan adalah
memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang
dimaksud. Dari keterangan tersebut maka terdapat suatu kondisi para pihak sama-sama
berada pada kondisi melalaikan kewajibannya, sesuai pendapat Subekti dalam perjanjian
timbal balik ada suatu asas yang mewajibkan para pihak untuk sama-sama mel akukan

kewajibannya.**’

Dari ha tersebut maka mengenal permasalahan pintu darurat ini tidak
tepat jika tergugat hanya menyalahkan penggugat sgja sementara dia sendiri juga

melalaikan kewgjibannya.

137 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit., him 57.
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Lebih lanjut Mgelis Hakim juga mengkritiss bahwa perlu adanya Putusan
Pengadilan ( pidana ) yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan adanya unsur
kesalahan salah satu pihak terhadap peristiwa tersebut. Dengan berdasarkan hal-hal
tersebut maka tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa penyebab peristiwa
kebakaran karena kesalahan penggugat.

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur overmacht, dimana salah satunya adalah unsur
tidak dapat diduga sebelumnya, maka hal ini juga perlu dibuktikan. Dari penjelasan kasus
ini, balk dalam bukti-bukti formal maupun keterangan saksi-saks tidak ditemukan
adanya dugaan peristiwa kebakaran tersebut akan terjadi. Dalam perjanjian kedua pihak
memang dicantumkan peristiwa kebakaran sebagai salah satu kemungkinan terhalangnya
prestasi, akan tetapi hal tersebut hanya sebatas kemungkinan sgja, bukan merupakan
kepastian yang akan terjadi. Ha ini juga senada dengan pernyataan seperti yang
dinyatakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan, beliau menyatakan bahwa pengetahuan
kemungkinan terjadinya sesuatu di kemudian hari tidak cukup untuk menganggap adanya
hal dapat diduga lebih dulu, kecuali ada kepastian bahwa peristiwa itu akan terjadi
sehingga orang yang berpikiran sehat akan dapat memperhitungkannya.’® Dari
pernyataan tersebut dan dikaitkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi ketika gedung
belum beroperasi maka sulit dinyatakan bahwa peristiwa tesebut dapat diduga
sebelumnya.

Jadi jika dikaitkan secara lebih khusus dengan alasan-alasan dari tergugat maka
tentunya dapat dipahami bahwa peristiwa kebakaran dalam kasus ini telah memenuhi
unsur-unsur overmacht. Selanjutnya perlu dilihat sifat overmacht yang terjadi dalam
kasus ini, karena objek perjanjian musnah maka ketentuan dalam KUH Perdata yang
lebih tepat digunakan adalah Pasal 1444 KUH Perdata yang menyatakan:

“Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat
diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah
barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang

138 5ri Soedewi Masjchun Sofwan , op. cit., him 21.
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itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai
menyerahkannya”.

Dari ketentuan tersebut secara garis besar maka overmacht yang ada dalam kasus
ini bersifat tetap dan perikatannya pun harusnya menjadi hapus. Akan tetapi, perlu diingat
kembali bahwa dalam Hukum Perjanjian ada asas kebebasan berkontrak, yang secara
garis besar membuat pasal-pasal dari hukum perjanjian ( KUH Perdata )merupakan apa
yang dinamakan hukum pelengkap karena sifat terbuka dari Hukum Perjanjian itu sendiri,
yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-
pihak yang membuat suatu perjanjian.*® Dari dasar tersebut maka perlu dilihat terlebih
dahulu ada atau tidaknya pengaturan dalam perjanjian para pihak tersebut mengenai hal
tertentu, dalam kasus ini adalah pengaturan mengena overmacht. Perjanjian para pihak
ternyata mengenyampingkan ketetntuan Pasal 1444 KUH Perdata, dimana dalam salah
satu isinya dijelaskan jika objek sewa musnah karena kebakaran yang terjadi di luar
kesalahan para pihak maka perjanjiannya tidak hapus, tapi hanya tertunda sementara
hingga objek sewa dibangun kembali. Dari dasar ini maka asas dasar Pasal 1444 KUH
Perdata tidak berlaku, dan overmacht dalam kasus sifatnya tidak tetap tapi hanya
sementara sga

Selain dari klausula overmacht dalam perjanjian para pihak, sifat overmacht yang
sementara ini juga dapat disimpulkan dari adanya klausula asuransi terhadap objek sewa.
Dengan adanya asuransi maka risiko beralih kepada perusahaan asuransi, dimana sesuai
prinsip asuransi yaitu mengembalikan objek asuransi kepada keadaan semula sebelum
peristiva yang menyebabkan risko muncul terjadi. Selain itu menurut Wirjono
Projodikoro, dalam asuransi kebakaran ( untuk gedung ) tertanggung tidak hanya
memiliki hak atas klaim kerugian, tapi juga mempunyai kewajiban memugar kembali.*°
Dengan demikian maka musnahnya objek sewa dalam kasus tersebut tidaklah tetap,
karena secara tidak langsung ada kewajiban dari pemilik objek ( tergugat ) sebaga pihak

139 Subekti, Hukum Perjanjian, op. cit.,him. 13.

149 Djoko Prakoso, op. cit., him. 210.
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yang tertanggung dalam asuransi untuk memugar atau mengembalikan objek sewa seperti
semula.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa
kebakaran dalam kasus ini merupakan peristiwa di luar kesalahan para pihak ( overmacht
) yang bersifat sementara.

4. 4. 2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Akibat Peristiwa Di Luar
K esalahan Para Pihak

Permasalahan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan akibat-akibat hukum
terutama terkait perlindungan hukum bagi para pihak setelah peristiwa kebakaran itu
terjadi. Dari kasus ini pihak penyewa dihadapkan pada kondisi yang tidak berimbang,
karena disatu sisi ia telah melaksanakan kewajiban utamanya sebagal penyewa yaitu
membayar harga sewa sedangkan haknya untuk menikmati objek sewa belum
sepenuhnya terpenuhi karena adanya peristiwa overmacht sementara ( kebakaran ).
Sementara itu di sisi lain pihak pemilik objek sewa justru melimpahkan kesalahan pada
penyewa akibat peristiwa tersebut. Dari dasar kondisi inilah maka diperlukan
perlindungan hukum bagi penyewa.

Peristiva kebakaran yang menjadi pokok permasalahan daam kasus ini
sebagaimana telah dismpulkan dalam sub bab sebelumnya merupakan overmacht
sementara. Dari bentuk tersebut maka seharusnya akibat hukum yang terjadi adalah
perjanjian para pihak tetap ada dan hidup kembali karena perjanjian atau prestasi debitur
hanya tertunda hingga halangan yang menunda prestasi terlaksana tidak ada lagi.*** Dari
akibat hukum tersebut maka perlindungan hukum kepada penyewa berupa hak untuk
tetap menuntut prestasi setelah halangan dari overmacht sementara tidak ada lagi. Jika
kemudian perjanjian itu dibatalkan maka penyewa pun seharusnya bisa menuntut uang
sewa yang telah dilunasinya dengan perhitungan bahwa yang dikembalikan adalah

141 3. Satrio, op. cit., him. 255.
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kel ebihan-kel ebihan uang sewa yang telah dibayarkan terhitung sejak penyewa tak bisa

menikmati onjek sewanya.

Kemudian juga perlu dilihat adanya klasusula yang mengatur asuransi terhadap
objek sewa juga bisa menjadi bentuk perlindungan hukum bagi penyewa, karena dengan
adanya asuransi maka risiko yang ditanggung debitur ( dalam kasus ini tergugat ) beralih
kepada penyelenggara ussha perasuransian.’*® Asuransi juga membawa akibat
kembalinya keadaan semula sebelum suatu risiko muncul, dalam kasus ini berarti timbul
kewajiban bagi tergugat sebagal pemilik objek sewa untuk mengembalikan objek sewa
sesual keadaan sebelum peristiwa kebakaran terjadi.

Permasalahan muncul ketika setelah objek sewa dibangun kembali penyewa tidak
dapat melanjutkan hak sewanya lagi karena telah dialihkannya hak sewa kepada pihak
lainnya Selain itu debitur juga telah merubah fisik objek sewa sehingga tidak sesuai lagi
untuk digunakan oleh penyewa. Dari permasalahan tersebut ada tiga hal yang telah
dilanggar oleh debitur, yaitu:

a. Dilanggarnya klausula perjanjian menyangkut hak sewa yang harusnya dinikmati
kembali oleh kreditur setelah halangan dalam overmacht yang bersifat sementara
telah hilang.

b. Perubahan bentuk objek sewa, yang mengakibatkan kreditur tidak dapat
menikmatinya kembali.

c. Penghentian sewa secara sepihak dan mengalihkan hak sewa kepada pihak
lainnya tanpa ada kesepakatan dengan kreditur sebelumnya.

Dengan adanya tiga pelanggaran tersebut ketika di persidangan penyewa yang
dirugikan lebih memilih untuk dibatalkan perjanjian-perjanjian antara keduanya, alasan
hal ini adalah perubahan bentuk objek sewa yang sudah tidak sesuai lagi dengan

142 Djoko Prakoso, op. cit., him. 8.
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kebutuhannya. Pada putusan oleh Mgjelis Hakim, penyewa dalam hal ini diprioritaskan
perlindungan hukumnya. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh
Majelis Hakim kepada penyewa adal ah:

a. Perjanjian sewa menyewa kedua belah pihak masih berlaku, karena tidak adanya
kesepakatan untuk mengakhirinya. Dari hal ini maka seharusnya penyewa berhak
menikmati objek sewanya kembali.

b. Terkait perisitiwa kebakaran, ha itu belum dapat dibuktikan sebaga kesalahan
penggugat ( peneywa ), sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban
kepada penggugat.

c. Penyewa berhak mendapatkan sisa uang sewa sebagian. Hal ini karena kreditur
telah membayar secara lunas.

d. Menyatakan tergugat ( pemilik objek sewa ) telah melakukan wanprestasi, dan
dihukum membayar ganti kerugian, bunga, dan biaya perkara.

e. Pembatalan perjanjian, hal ini diputuskan karena sudah tidak adatitik temu antara
para pihak dan permintaan dari penyewa. Hal ini juga sebagal salah satu akibat
hukum yang dapat dipilih dalam hal terjadi overmacht subyektif yang sifatnya
sementara.**?

f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sewa Hal ini dilakukan
untuk menghindari perbuatan trgugat terhadap objek sewa yang dapat

meni mbulkan kerugian lainnya bagi penyewa.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa dalam kasus ini
telah ada perlindungan hukum, baik itu yang berdasar pada undang-undang yang dibuat
dengan kesepakatan para pihak ( klausula perjanjian ) maupun yang diberikan oleh
Majelis Hakim. Dari hal tesebut secara umum terjadinya peristiwa overmacht sementara
pada asasnya memberikan perlindungan hukum kepada penyewa yaitu hak untuk kembali
melanjutkan sewanya karena perjanjian sewa menyewa hanya tertunda pel aksanaannya

hingga halangan dari overmacht sementara tersebut tidak adalagi.

143 3. Satrio, Op. Cit., him. 255.
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4. 4. 3. Analisa Terhadap Pertimbangan-Pertimbangan M ajelisHakim

Daam persidangan kemudian juga diketahui bagaimana pertimbangan Majelis
Hakim terhadap kasus tersebut. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, ada beberapa
pertimbangan yang secara lebih khusus membahas mengenal inti-inti masalah dalam

kasusini, yaitu:

a Tekat dengan peristiwa kebakaran, dalam pertimbangannya Majelis Hakim
menilai bahwa untuk melihat adanya unsur kesalahan dalam peristiwa ini maka
harus ada bukti formal yang kuat seperti Putusan Pengadilan ( Pidana ) yang telah
berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak terbukti ada unsur kesalahan dari
penggugat terkait peristiwa kebakaran tersebut.

Dari pertimbangan tersebut terlihat bahwa Maelis Hakim berupaya bertindak
secara adil, dasar hal ini adalah selain bukti-bukti yang digjukan tergugat untuk
membuktikan kesalahan dirasa kurang kuat, juga karena dalam Hukum Acara
Perdata, kekuatan aat-alat bukti formal tentunya lebih kuat. Pertimbangan
Majelis Hakim terkait hal ini bisa dikatakan sudah benar dan setepatnya

b. Terkait status perjanjian antara para pihak setelah terjadi peristiwa kebakaran.
Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya terkait hal ini menyatakan
bahwa perjanjian para pihak seharusnya tetap berlaku dan dapat diteruskan
kembali setelah halangan untuk berprestasi telah hilang. Selain itu, Majelis Hakim
juga berpendapat bahwa pengalihan hak sewa yang dilakukan secara sepihak oleh
tergugat adalah hal yang tidak dibenarkan. Pengalihan hak sewa secara sepihak
tersebut, menurut Majelis Hakim tidak dibenarkan karena tidak adanya
kesepakatan dengan penggugat selaku kreditur, dan bertentangan dengan
ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata.

Dari petimbangan Mgjelis Hakim tersebut, dalam hal ini jugaterlihat dijadikannya
asas kekuatan mengikat dalam suatu perjanjian yang dikedepankan. Hal ini
terlihat dari kalusula perjanjian para pihak yang salah satu isinya menjelaskan
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bahwa hak sewa dapat dilanjutkan kembali jika terjadi peristiwa kebakaran dan
perbaikan-perbaikan telah selsesai dilakukan. Dalam asas kekuatan mengikat,
terikatnya para pihak tersebut maka para pihak harus menaati perjanjian sebagai
undang-undang bagi mereka, sdlain itu kekuatan mengikat ini juga berlaku
terhadap unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan sertarasa
moral .**
berlaku setelah peristiwa kebakaran terjadi, pertimbangan Majelis Hakim sudah

benar dan setepatnya.

Jadi terkait status perjanjian-perjanjian para pihak yang dianggap masih

. Terkait masalah wanprestas tergugat, pertimbangan Maelis Hakim dalam hal ini
didasarkan pada alasan terlanggarnya perjanjian yang telah dibuat para pihak.
Majelis Hakim menilai perubahan fisik lantal 1 yang menjadi salah satu objek
sewa telah menyebabkan penggugat merasa dirugikan, selain itu pula pengaihan
hak sewa kepada pihak lainnya juga menjadi adasan lainnya. Megelis Hakim
menilai bahwa perjanjian para pihak masih mengikat dan harusnya tetap
dijalankan.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, jika dikaitkan dengan pengertian
wanprestasi, dimana salah satu bentuknya adalah melaksanakan apa yang
dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Dalam kasus Majelis Hakim
menilai tidak sesuainya objek sewa dengan perjanjian merupakan wujud
wanprestasi. Dengan melihat hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim
terkait hal ini sudah benar dan setepatnya.

. Terkait pilihan penggugat untuk mengakhiri perjanjian, dalam pertimbangannya
Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sudah tidak adanya kesepakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebabkan perjanjian
akan sia-sia sgja jika dipertahankan. Pembatalan juga dianggap sebagai akibat
hukum jika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi.

144 Mariam Darus Badrulzaman, op. cit. , him. 88.
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Dari pertimbangan tersebut, sebenarnya Magelis Hakim juga telah benar dan
setepatnya, sedikit ha yang perlu ditambahkan juga jika dikaitkan dengan teori
overmacht, dimana salah satu bentuknya adalah overmacht subjektif yang
sementara, bahwa pembatalan perjanjian merupakan pilihan yang dapat diminta
jika prestasi dinilai sudah tidak memiliki arti lagi. Dalam kasus ini berubahnya
fisk objek sewa untuk kepentingan penggugat dapat diartikan prestasi atas hak
sewa sudah tidak memiliki arti lagi.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan Mgjelis
Hakim terkait kasus ini sudah benar dan setepatnya, karena selain berdasarkan pada asas-
asas Hukum Perjanjian, Majelis Hakim dalam kasus ini juga berpedoman pada ketentuan
perjanjian para pihak sebaga sumber hukum utama. Sementara ketentuan lain yang tidak
diatur dalam perjanjian digunakan KUH Perdata sebagai hukum pelengkap.
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BAB 5
PENUTUP

5. 1. Kesimpulan
Dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan beberapahal, yaitu:

a. Unsur tidak dapat diduga dan kesalahan merupakan unsur yang penting dalam
pembuktian suatu peristiwa yang dianggap terjadinya di luar kesalahan para
pihak. Unsur tidak dapat diduga memberi pengertian bahwa tidak adanya
pengetahuan yang pasti tentang suatu peristiwa di masa depan dan semuanya
hanya berdasarkan kemungkinan-kemungkinan semata. Sementara unsur
kesalahan memiliki pengertian bahwa pembuktian ddam Hukum Acara Perdata
lebih mengedepankan pembuktian melalui aat-alat bukti yang bersifat formal,
dalam kasus ini dicontohkan oleh Majelis Hakim yaitu Putusan Pengadilan Pidana
yang berkekuatan hukum tetap.

b. Perlindungan hukum bagi penyewa yang dirugikan tidak hanya berasal dari
keputusan Majelis Hakim yaitu berupa putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, tetapi juga dapat berasal dari kalusula perjanjian yang telah
dibuatnya dengan pihak lainnya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang
berasal dari klausula perjanjian seperti yang dicontohkan dalam kasus tersebut
adal ah klausula asuransi dan overmacht. Sedangkan dari akibat hukum overmacht
sementara perlindungan hukum yang didapat adalah prestasi dari suatu perjanjian
dapat dituntut kembali ketika halangan dari overmacht sementara tersebut sudah
tidak adalagi.

c. Overmacht yang bersifat sementara memberi pengertian bahwa ada kepastian
bahwa perjanjian akan hidup kembali ketika halangan dari overmacht tersebut
sudah tidak ada lagi. Terkait hal ini dapat disimpulkan kepastian tersebut dapat
terjadi berdasarkan dua hal yaitu, sifat dari halangan yang tidak untuk selamanya (
misalnya cuaca buruk ) dan dari klausula perjanjian yang mengatur hal tersebut.
Hal yang kedua ini dapat disimpulkan dalam kasus antara PT. MPP dan PT. BIP,
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dari kasus tersebut sebanarnya halangan yang terjadi bisa bersifat tetap karena
objek sewa musnah, akan tetapi dengan adanya klausula asuransi, overmacht, dan
risiko hal itu tidak menjadi tetap. Dengan adanya kalusul a-klausula tersebut sifat
overmacht diubah dari tetap menjadi sementara.

d. Akibat hukum yang terjadi terkait overmacht sementara pada asasnya adalah
perjanjian dan prestas hanya bersifat terunda. Akan tetapi hal tersebut juga
kembali melihat pada asas-asas umum Hukum Perjanjian, sebagai contoh adalah
asas kebebasan berkontrak, jika ada kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian
maka bisa sga dilakukan. Dalam kasus ini permintaan pembatalan juga
merupakan pilihan hukum bagi penggugat, dasarnya adalah adanya wanprestas,
Salah satu akibat hukum dari wanprestas adalah pembatalan perjanjian dan
pembayaran ganti rugi ( Pasal 1267 KUH Perdata).

5. 2. Saran

Dari penulisan skripsi ini, penulis dapat memeberikan beberapa saran, yaitu:

a. Sebaga upaya perlindungan hukum terhadap peristiwa di luar kesalahan para
pihak yang utama, sebaiknya dalam setiap perjanjian dibuat kalusula yang
menjamin kepastian, baik itu kepastian prestasi tetap bisa dilanjutkan atau
sebaliknya. Salah satu bentuk yang saat ini umum digunakan adalah klausula
asuransi dan pembatasan ruang lingkup overmacht. Terkait pembatasan ruang
lingkup overmacht hal ini bisa dilakukan mengingat adanya asas kebebasan

berkontrak, tetapi juga perlu diperhatikan nilai-nilai kebiasaan dan kepatutan.

b. Overmacht sebaiknya dipahami oleh para pihak sebaga suatu peristiwa yang
sama-sama tidak diinginkan oleh para pihak, dari adanya ha itu maka
penyelesaian masalah yang berkaitan dengan overmacht bisa diminimalisir untuk
masuk ke tahap penyelesaian melalui lembaga peradilan ( pengadilan ). Care-cara
seperti mediasi sebisa mungkin menjadi upaya penyelesaian sengketa yang
pertama dilakukan.
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c. Peristiwa overmacht perlu dipahami sebagai suatu kondisi yang membawa akibat
tidak selalu sama dan tetap, oleh karena itu pilihan hukum yang dilakukan untuk
menyel esaikan sengketa yang berkaitan dengan overmacht juga bisa diselesaikan

sesuai kesepakatan para pihak terlebih dahulu.
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PUTUSAN
NO. 95/PDT/G/2004/PN.Bgr.

" OEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUBANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Perdata Gugatan dalam Tingkat Pertama, tolah menjatuhkan Putusan dalam

perkara antara ;

PT. Matahari Putra Pring Tok, Alamat Menara Matahari, Jin. Bulivar Palsm
Raya No. 07, Lippe Karawaci, Tanggerang dalam Yal ini dikuasakan
kepads Yan Apul, SH. Advokat pada Kantor Advokal & Konsultan Hukum
Yan Apul dan Rekan, Alamat Gedung Menara Thamrin Lt. 21 Sults 2102
Jin. M. H. Thamnn Kav. 3 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa No.
1537/ARISKIXINOL, Tanggal 04 Napembsr 2004,  untuk selanjutnya
dizebut sebagai PENGGUGAT |

MELAWAN

PT. Bogor Internusa Plaza { dahulu PT, Boger Internusa Graha Hote! ).
Afamat - Jin. Pajajaran No.27 Boger, calam hal ini membenkan Kuasa
kapada Kepala Kanlor Hukum Mochasili {__Chaidir, Advokat /
Pengacara Alamat - Wisrna Arya Kencana Lt 2 Jin Kemang Raya Momor :
33 JSakada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangc al 07 Januar 2005, )
vang kemugian diganti oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hekurn Yapta
Spervosoewarro, SH & Assosiass, Advokat/ Pengacara, Alamat - Jin, H,
Someli Mo. 31 Jakana 12740, berdasarken Surat Kussa Khusus Nomor - .
198 /SKASS. A/l 05 teranggal 28 Pebruari 2005, untuk selanjutnya -
disgbut sebagal TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut
Teiah melhat surat datam berkas PEFKAIE ) | ~mmmm oo

Seletah mendengar para — pihak dan saksi-saksi Penggugat dan

Tergugat ;
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C:\‘ TENTANG DUDUKNYA PERKARA
-

Atenimbang, bahwa Penggugat didalam swrat Gugatannya tertanggal
.O'S(Desember 2004, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengédi_lan Negeri Bogor
dangan Register No. 95/PDT/G/2004/PN. BGR, telah mengemukakan hal-hal
sehagal berkut ;

i, DUDUK SOAL .

2 Kiarifikasi ;

a. Obyek sewa:

Dahulu nama obyek sewa yang terletak di JI. Pajajaran No. 27
Bogor, adalzh ruangan PT, Bogor Intemusz Graha Hotel
{sebagaimana dissbut dalam perjanjian Neo. 51 dan 373, namun
kemudian nama obyel{ sewa diubah menjadi Pusat Pembelanjaan
Bager Internuse (sebagaimana disebut Perjanjian Sewa menyewa
Mo. 027/SPSR/BIGHANST). Pada tanggal 12 Desember 2001
berdasarkan akiz No. 24, nama obyek sews berubah menjadi
Pangrango Plaza, karena kepemilkan sabamn PT. Utama dan
Bapak Agung Saramai (Pangrango Grup),

Sehingge didalam gugstan ini penggugat mencantumkan nama
obyek sewa adalsh Pangrango Plaza (P-1) ; e

b. Nama penggugat ;

Bahwa penggugat dahuluy bernama PT, Matalhari Agung Perdana
namun berdasarkan akta No.2d47 tanggal 26 Juli 1991 dan akia
Mo, 249 tanggal 26 Juli 1991, telah dilakukan merger antara PT.
Matahari Agung Perdana dengan PT, Matahart Putra Prima dan
pengalihan obyek sewa lantai 1 Na. 245 seluas 2.345,80 m2 dan
lantai 1 seluas 2.023 m2. Berdasarkan kedua akia tersebut maka
PT. Matahati Agung Pardana digabung menjadi saty, dan namarya
menjadi PT. Matahari Prima, (P-2, P-3) :
Pada tahun 1957, PT. Matahari Putra Prima go public, sehingga
namaﬁya berubail menjadi PT. Matahan Putra Prima Tbk. {P-4);;—-__
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. Nama tergugat ;

Dahulu PT. Bogor Intemusa Graha Hotel namun kemudian diubah

menjadi FT. Bogor Intsrnusa Plaza ;

2 Perjanjian sewa menyewa ruangan Pangrange Plaza | ——--—--------—---

Bahwa pada tanggal. 25 MNopember 1986, antara penggugat
{dahulu PT. Matahari Agung perdana) dan tergugat {dahulu PT.
Bogor Infemusa Graha Hotel) telah ditandatangani perjanjian
sewa menyewa No. 51 di hadapan Notaris Ny. Budiarti Karnadi.

SH, dengan ketentuan sbb ;
Obtek sewa ialah ruangan yang erdapat ditantai 1 Mo 245,
- Luas 2.34530m2 ; - .
- Masa sewa dihitung sejak tanggal T Movember 1986 sid
1 April 2013,
- Harpa sewa adalah US4 2,228 510.;

Pembayaran sewa dilakukan dengan Cara | -=--r-=s=s-osevem e

= 10 % dibayar sebefum tanggal 31 Desamber 1886 ;

v 90 % dengan 48 kali angsuran @ US§ 41,784.56,
dibayar mulaitanggal. 1 Mei 1887 &/d tanggal. 1 Apri 1981,
Pembayaran sudah dilakukan secara penuh oieh penggugat
kepada tergugal.l(bukti P-B};

. Bahws pada tanggal 31 Juli 1989, antara penggugat {dabulu Pt

Matahart Agung Perdana) dan tergugat (PT. Bogor Inlernusa
Graha Holel) ditandatangi perjanjian sewa menyewa No. 86 di
hadapan Notaris R, Aries Soetardjo, dengan ketentuan sbb; — -
- Obyek sewa ialah ruangan yang terdapat dalam Jantai 1; —-—--
- luas 2023 m2;

Masa sewa dihitung Isejak tanggal. 31 Juli 1589 sid 31 Juli 2012

Harga sewa adalah Rp. 2.023.000.000,-; —emmmmmemmae e
Pembayaran dilakukan dengan cara ; -

|
Sebesar 10 % pada saat penandatanganan akla ; ———-eemmmeeemnnn
90 % dalam 48 kali angsuran @ Rp. 37.931.250,- dibayar mulai
1 September 1980 sfd 1 Agustus 1993 e ————

SO
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Pembayaran harga sewa ini telah lunas oleh penggugat. (bukti
P-&} .

©. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1993, antara penggugat (dahulu

PT. Matahari Putra Prima} dan tergugat (dahulo PT. Bogor
Iniernusa Graha Hotel) telah ditandatangani pefenjian sewa
ruangan Mo. 16, di hadapan Notaris Lindasari|Sachrosm, dengan

ketentuan ;

Qbyek adalah lantsi 1:
- Luas 1872 m2 ;
Jangka waktu 15 Okiober 1992 s/d 31 Juii 2012 ; -ommeee—. —
Harga sewa Rp. 200 955.600,- ;
- Harga sewa Inl sudah dibayar lunas oleh penggugat (bukti P-7},

. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1994, artard penggugat (dahulu
PT. Matahari Agung Perdana) dan tergugat (dahulu PT. Bogor
Interrusa Grahia Mofel) telah ditandatangani perjanjian  sewa
ruangan No. 67 dihadapan Notaris Ny, R. Arie Soetardjio, SH,
dengan ketentuan sbi ;

Obyek sewa berupa lantai 2 (eks top Floor) | «-—emeeeme e
Luas 2.066 48 m2 ;
Jangka waktu sewa 27 Januarl 1994 sampai dengan 31 Juli
2012 ;
Harga sewa US$ 935,082.2.:
Harga sewa ini sudah dibayar sebesar UST 566.896.61 (b
P8} { meeeeeee

. Bahwz pada tanggal 8 Mei 1995, penggugat menandatangani
pefjanjian pemindahan dan penyerahan hal sewa dengan PT,
Toko Gunung  Agung, yailu  perjanjian pemindahan  dan
penyerahan hak sews o, 66, dihadapan Motaris Budiari Karnadi,
SH, intinya PT, Toks Gunung Agung mengalihkan sebagain
fuangan No. 301, lantai 2 ; :

Masa sewa sampai tanggal 1 April 2013 5 cec—ce L
- Luas 991,89 m2 .
Harga sewa tersebut adalah LSS 942,295.50.
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Harga sewa fersebut telab dibayar lunas oleh penggugat. (bukti
P-9} 4

Bahwa pada tanggal 11 Juli 1995, telah ditandatangani perjanjian
pemindahan dan penyerahan hak sewa antara penggugat dengan
Idawati Wiguna Mo. 20 dihadapan Notaris. Budiarti Karnadi, SH,
yaftu untuk ruangan bemomor 305, lantai 7 seluas 23,50 m2
seharga Rp. 235.000.000,-.

Harga sewa tersebut lah dibayar lunas oleh penggugat (bukti
P-10) ;

d. Bahwa pada tanggal 18 Seprember 1995, anlara panggugat dan
targugat telah ditandatangani perjanjian No. 147/B-2/BIIX/95.
Obyeknya ialah kordoddapur lantai 2 Top Floor seluas 31,19 m2
dengan harga US$ 75.604.56. Harga sewa ini telah dibayar
sebesar USSH 8,318,606, (bukti P-11) ;

3. Total iuas ruangan sewa dan uang sewa vang telah dibayar oleh

Penggugat.;

- Bahwa total luas ruangan yang cdisswa penggugat adalah 7.801,58
2, yaitu lantai 1 seluas 4.688,55 m2, dan lanthi 2 seluas 3.113,06
mz ;

- Bahwa penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban penggugat
kopada tergugat, yailu membayar harga sewa scbesar Rp.
2,467 955 600, dan |USS 3,752,347 .46 dengan perincian sbb ;| —

4. Obyek sewa terbakar,
|

- Bahwa pada 1gl. 29 Pebruan 1936, terjadi kebakaran di gedung

Bogor Internusa Plaza (Pangrango Plaza), dan yang terbakar iafah

sebagian lartai dasar, lantai 1 dan lantai 2. Sejak adanya peristwa

kebakaran tersebut sampai diajukannya gugatan Ini, penggugat

tiak menikmali chyek sewa tersebut -
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Pasal 17 Perjanjlan Nomor 51 jo Pasal 15 Pefjanjian Nomor 16 jo
Pazal 15 Perjanjian Mo, 87 menyatakan shb | —----ormemmmmmmee e

* Pifiak pertama (fergugafiberkewafiban méngaswans:’kan afas
biayanya sendii sefuruh gedung pusal perbelanjaan dimana
ruangan yang disewakan denmgan ekfa ini berada didafamnya,
sedangkan barang-barang pihak kedua [pengougatl yang ada
didalan: ruangan yang disewanve tersebul menjadi fanggungan
dan bebannya pihak kedua sendiri uruk mengasuransikannya;-—

Fihak kedua fidak beenggung jawab alas kerusakan —
kerusskan yanhg disebabkan karena hesafahan atay cacat
strukiur, muly behan dan atau tehnik pembuatan dari gedung
dimana ruangarn vang dfsewakﬂnya tersebut bgrada————~—-

- Bilamana kerusskan atau kebaisran lergadi karena sebab-
sepab yang berada diivar Kekuasaan manusia, gempa bumi,
salah konstnusi afau bencana afam, maka pihak perfama atas
biayanya sendiri berkewsjiban memperbaikinya  sehingga
kembalf sepeitl semula, dengan ketemfuan bahwa bilamana
selama dilakukan perbaikan fersebut pihak kedua fidak dapat
mensmpati atay mempergurakan ruangan yang dsewakannya
tersebud, make jangka waliu sewa dalam pedanjian in
dianggap dipsiparjang unfuk sefama jangka weakiu diperiutan
uriurk perbaikan-perbaikan fersebut, dengsn catatan ldak
melampati batas waklu pengefofaan atay perpanjangannya
yang diperoleh pihak pertama dari Pemerintat Daerah. " -

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tergugat
harus bertanggung jawab membangun kembali gedung yang
terbakar, selanjutnya diserahkan pada penggugsl dan memberi
kompensasi perpanjangan wakiu sewa pada penggugat.; ---—. —
Lagi pula tidak ada alasan bagi tergugat untuk tidak membangun
gedung yang terbakar 1ersebut, karena perusahaan asuransi telah
membayar klair kerugian kepada tergugat.; ----.r--—~—-—-- ------ —
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byek sewa telah dibangun kembali ;

Bahwa sekitar tahun 2000 tergugat melakukan pembangunan
kembali gedung yang terbakar dan tergugat menambah lantai

obyek sewa, darl 4 lantal menjadi 7 lantai | —— e

- Bahwa sekitar tahun 2000, terfjadi komunikasi antara penggugat
dengan tergugat. Pada kesempatan #u penggugat masih ditawari
untuk. menempati fantai 1 dan tantai 2 dan. penggugat setuju.
Namun tbatlba pade tahun 2003, terdugat memberikan
penawaran ruangan kepada penggugat, yaitu lantzai 2,3 serta lantai
4 {total seluas 6.262,2 m2), karena lantai 1 sudah dijualnya pada
orang lain, Hal itu dilakukan tergugat tanpa persetujuan dad pihak

penggugat. Lanlai 1 di-design menjadi kios-kios untuk pedagang
kecil, tidak cocok lagi digunakan oleh penggugat. Dengan
- ! demikian maksud untuk memindahkan penggugat kelantai 3 dan 4
tanpa persetupran penggugat sengala ditakukan oleh tergugat ; ——

i 4. Obyek sewa telah disewakan képada Pihak Jain ; -smm-eee e —

; - Bahwa dalam surat  No, 194AMT-EXTAINDA tgl. 25 Agustus
2004, penggupat telah menolak penawaran yang diajukan oleh
tergugat dan berkginginan tetap pada obyek perfanfian sewa
menyewa awal, {lantai 1 dan 2) (bukti P-12} | e -

- Bahwa tergugal menyatakan tidak dapat memenuhi permintzan
penggugat karena ruangan 1 sudah disewakan kepada pihak |air.
dan menawarkan mengakhirl perjanjian sewa menyewa tersebut
dan menawarkan gant rugi sebesar Rp. 16.000.000.000.- dan

penggugat menolak hal tersebut ;

- Fadahal sesuai dengan psedanjian  sew: menyewa yang
ditandatangi penggugat dan lerggugat khususnya pasal 22

Perjanjian Na. 31 jo pas ai 22 Perjanjian berhak memindabkan hak
sewa kapada pihak kefiga ;
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krgugat telah melakukan wanprestasi ;

Bahwa berdasrkan  kejadian  tersebut jelas tergugat telah
malakukan Wanprestasi karena penggugat masih mempunyzi hak
sawa sampai tabun 20132 diiantal tertenty, ditanbah parpanjangan
masa sewa, karena fergugat fidak dapat mempergunakan obyek

sewa sejak kebakaran sampai digjukannya gugs;tan ini. Tergugat
telabh mengalibkan niangan sewa kepada pihak tain, memmbulkan
kerugian pada pangaugal yang dapat diringi sbb | ---—o—e e emeeeen

- Kerugian materiil ;

Total uang sewa yang telah dibayar cleh penggugat sebesar
Rp. 2.46?.955,506 dan U35 3,752 347 46 ditambah bungan
15 % pertahun untuk nilai kerugian dalam rupiah dan bungan
3 % pertahun untuk kerugian US Dollar, yang dititung sejak
tgl. 28 Pebruan 1885 sampai dengan berakhimya peranjian

- Penghasilan vang akan didapat penggugat seandainya
yedung tersebut di sub leasekan kepada pihak ketiga yang

dihitung sbb ;

2, Untuk lantai 1 ;

Lugs = 2,345.80 m2 ,
» Sisa masa sewa 28 Pebruari 1856 sampai dengan
1 Aprl 2013 = 208 bulan ;
= Perhitungan : 2,34580 m2 X 205 bulan X
Rp. 250,000 = Rp, 120.222.250.000 ; ~ssseaee—.. —

Luse = 2.023,00 m2 ; |

+ Sisa masa sewa = 28 Pebruari 1996 sampal dengan
34 Jui 2012 = 187 bulan ;

» Perhitungan : 2,023 m2 X 197 bulan Rp. 250.000 =
Rp. 99.632 750.000 ;
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- Luas = 31972 m2;
+ Sisa masa sewa = 29 Pebruari 1996 sampai dengan

31 Juli 2012 = 197 bulan ;

s Perhitungan = 319,72 m2 X 197 bulan X
Rp. 250.000 = Rp, 15.746.210.00C ; ~-samaees— e

’ [

- Total kerugian uriuk lantai 1 adalah
Rp. 235.601.212.000 ,

k. Untuk lantzi 2 ;

- Luas = 206648 m2 :
« Eisa masa sewa = 29 Pebruar 1996 sampai dengan
31 Juli 2012 = 197 bulan ; :

' Perhitungan = 208648 m2 x 197 bulan X
Rp. 175000 = Rp. 71.241.838,009 ; —eeemmecmmmeenene e

- Luas = 891,90 m2 ; i’
« Sisa masa sewa = 29 Pebruari 1096 sampai dangan
T April 2013 = 205 bulan ; :
+  Perhitungan = 991,90 mZ X 205 bulan X
Rp. 175.000 = Rp.35.584.083.750 | wommmeemsnmmesicaas

-~ Luas =2350m2;
* Sisa masa sewa = 20 Perbruari 1996 sampai
dengan 8 Pebruar 2012 = 191 bukan ; —reeeeemeeeee

¢ Pemungan = 23,50 m2 X 191 bulan X Rp. 175.000

= Rp. 785,437,500 ;

- luas =3120m2:
+ Sisa masa sewa = 28 Perbreari 1986 sampai
dengan 31 Juli 2092 = 197 bulan ; ——-—r-mmmmemmmeene

% Perhitungan = 13,20 m2 X 197 bulan X Rp. 175.000
=Rp. 1.075.275.250 ;
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Menyatakan batal Perjanjian Sewa Menyewa No. 51, tanggal 25
MNopember 1886 ; Perjanjian Sewa Menyewa No. 86, tanggal 31 Juli
1985 ; Perjanjian Sewa Ruangan No. 16, tanggal 15 Oktober 1993 ;
Perjanjian Sewa Ruangan No. 87, tanggal 27 Januari 1994 ;

Perjanjian Sewa Pemindahan dan Penyarahan Hak Sewa No. 66,
tanggal 8 Mei 1995 ; Perjanjlan Pemindahan dan Penverahan Hak
Sewa Mo, 20, tanggal 11 Juli 1995 dan perjnjian MNo. 147/B-
2/BIIX/E5, tanggal 18 Seplember 1935 ;

|
4. Menghukum terguget membayer ganti rugi pada penggugat vang

dirinzi sebesar ;

a. Fenghasllan yang akan didapat menggugat selama persewaan,
seandainya ruangan tersebut disub-) kan kepada pihak

ketiga, yaitu

Lantai 1 Rp. 235.601.210.000 -
Lantai 2 Rp. 108 8856.714 500 -
Total »Rp. 344,287 924 500~

b. tdang sewa yang sudah dibayar oleh penagugat agar
dikembalikan, yaitu ; -
Rp. 2.467.055.600,- dan USE 3,752,347 45 | memss——mmrmmmmenees
Ditambah bunga sebasar 15 % per tahun untuk milai rupiah dan
3 % pertahun untuk nilai US Dollar, dihitung sejak langgal 23

Pebruari 1996 sampai dengan berakhitnya perjanfian | —-——---
G Kerugian Immaterial sebesar Rp, 500.000.000.000 - ; —eveeeemname
b
5. Menyatakan sah dan berbarga sita jaminan | ceeseese— ool

6. Menyataikan putusan ini dapal dijalankan terlebih dahuiu walaupun

ada upaya hukum lain ;

7. Menghukum targugat membayar biaya perkara | -=---ms=maa _—
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I

Menimbang, bahwa pada har persidangan yang telab ditentuka
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan oleh Majlis
telah diusahakan perdamaian dengan cara Mediasl, sesuai dengan PERMA
(FPeraturan Mahkamah Agung) Mo. 2 tahun 2003; namun tidak berhasil | ——---

Menimbang bahwa oleh karenza proses Mediasi tidak berhasil, maka

parsidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat

menyatakan letap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengguoat tersebut Tergugat

mengajukan jawaban sebagai barkut :

fh DALAM POKOK PERKARA ;

Perjanjian Sewa Meyewa Ruangan antara Penggugat dengan Tergugat |

1. Babwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengadakan
Perjanjian Sewa Ruangan di Gedung Bogor Internusa Plaza (BIF) | -

a. Perjanjian berdasarkan Akta No; 51, tanggal 25 Nopember 1986,
riangan No : 245, ferdapat lantal 1, seluas 2.345,20 M2, dengan
Harga sewa US$ 2.228.610, janka waktu sswa sampai dengan 1
April 2014;

Dafam Pefjanjan telah ditentukan, apabila terjadi pembatalan
secara sephak oleh Pihak Kedua (Pengguat), maka berfake
ketentuan yang dislur dalam Pasal 5 ayat { 1 s/d 4 ) tentany
prosentase pangembalian uang dari Pihak Pertama kepada Plhak -
Kedua ;

b Perjani:ian berdasarkan Akta No; 86, tanggal 37 Juli 1988, ryangan
terdapat lantai 1, seluas 2.2023 M2, dengdn Harga sewa Rp.
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023.000.000- dan telah dibayar, jangka waklu sewa sampz’
ngan 31 Juli 2012 ; ——

Dalam  Perjanjian telah dilentukan, apabia terjadi pembatalan
secara sepihak oleh Pihak Kedus (Penggugat), maka berlaku
ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat { 1 s/d 4 ) tentang
prosentase pengembalian pang dari Fihak Ferama kepada Pihak
Kedua ; >

Perjanjian berdasarkan Akta MNo; 18, tanggal 15 Oldober 1993,
ruangan terdapat lantai 1. seluas 319.72 M2, dengan Harga sewa
Rp. 208.955.600,- dan lalah dibayar, jangka waktu sewa sarnpai
dengan 21 Juli 2012 ;

Perjanjian berdasarkan Akta No; 67, tanggal 27 Januar 1934,
ruangan terdapat Lantai 2 (Top Flior), saluas 2.066.48 M2 dengan
Harga sewa USE 8350-82,20 - dan telah dibayar, jangka waktu
sewa sampei dengan 31 Juli 2012 ;

. Perjanjian berdasarkan Akta No, 66, tanggal 8 Mei 1985, tentang
Pemindahan dan penyerahan scbagian dari ruangan No: 301,
ruangan terdapat Lantai 2, seluas 991,89 M2, dengan Harga sewa
UZSE 942,295 50,- jangka waktu sewa sampai dengan 1 April 2013 ;-

Parjanjian berdasarkan Akta No; 20, tanggal 11 Juli 1985, tentang
Pemindahan dan penyerahan ruangan Mo : 308, terdapat Lantai 2,
seluas 23,50 M2, dengan Harga sewa Rp. 235,000,000, ----maemeen

. Perjanjian Nomar - 147/B-2/BIAX/35, tanggal 18 Septernber 1995,
koridordapus Top Floor seluas 31,18 M2, telab dibayar sebasar
1/S% 8,316,656 ;

Perlindungan hukum ..., Arif Rahman, FH Ul, 2012



pielirthan Ruangan Yang Disewa Oleh Penggugat kepada

=3

1, seluas 4.6808 52 M2 dan Lantai 2 seluas 3,113,086 M2 ; e
3. Bahwa perhitungan daii PENGGUGAT tidak benar yang benar adalah
harus dikurangi sewa ruangan yang telah terpakai, sehingga, besamya
adalan Rp, 1.724.153,235 dan USD 2,285,933, —— s e

Tanggal 29 Fehruari 1996, Gedung Bogor Internusa Plaza Terbakar;——

4,  Bahwa benar pada tanggal 29 Fehruart 1996 Gedur{g BIP terbakar pada
Lantai Dasar, tantai 1 dan Lantai 2, periu TERGUGAT tegeaskan kembali
PEMYEBAB TERJADINYA  KEBAKARAN GEDUNG BOGOR
INTERNUSA PLAZA ADALAH AKIBAT perbuatan PENGGUGAT.: -——--

5 Bahwa PENGGUGAT seharusnyalah MENYADARI karsna PENYEBAB
KEBAKARAN ADALAH DARI PENGGUGAT éENDIRI. s=hingga
APABILA PENGGUGAT MENDALILKAN SEJAK ADANYA PERISTIWA_
HKEBAKARAM TERSEBUT SAMPAlI GUGATAN DIAJUKAN TIDAK
DAPAT MENIKMATI OBYEK SEWA TERSEBUT. Akibat adanya
kebakaran ini kerugian yang diderita oleh TERGUGAT jaub l=hik besar ;

Panggugat tidak bisa melepaskan tanggung jawab inrhadap terjadinya

kebakaran gedung Bogor Internusa Plaza

&, Bahwa benar hila tedadi kebakaran pada gedung Bogeor Internusa
Plaza, TERGUGAT mempunyai tanggung jawab membangun kembali,
akan tetapi dalarn kasus kebakaran 29 Februari 1996 ini, PENGGUGAT
"MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAE" terhadap pembanﬁgunan kembali
karena secarz fakta FENGGUGAT SEBACGAl  FENYEBAE
TERJADINYA KEBAKARAN
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M3AT membangun kembali Gedung Bogor Infernusa Plaza.; -—--—

# Bahwa bepar sekilar tahun 2000 TERGUGAT membangun kembali

Gedung Bogor Internusa Plaza dari 3 (tiga) lantai menjadi 7 [antai dan
menambah berbagai fasiltas penunjang untuk oparasional gedung dan
kualitasnya pun jauh berada dengan gedung lama ; --=-=sseemm s — -

Bahwa sejak awal TERGUGAT rmelaksanakan pembangunan kembali
gedung, sudah menghubungi pihak PENGUGAT, karena Kondist
Gedung Boger Internusa Plaza jauh berada, sshingga wajar apabila
TERGUGAT meminta tambshan uang sewa kepada PENGGUGAT,
sural peberapa kali dan ierakhir dengan  sural  Nomor

34/DIRUT/BIPHIZ004, tertanggal 09 Februari 2004, namun tidak ada
itikad dari PENGGUGAT karena sural-surat tersebut tidak ditenggapi
dengan serius. (Bukti T-1). ;

Bahwa setelah TERGUGAT membangun kembali Gedung BIP, pada
tanggal 13 Maret 2003 mengadakan psrtemuan dengan Para pedagang
Korban Kebakaran dalam rangks mengakomadic kembali' hak-hak
mereka, semua pedagang hadir, termasuic HERO dan TOKO GUNUNG
AGBUNG akan tetapi pihak PENGGUGAT tldak hadir wakaupun sudah
diundang. Dalam pertemuan ini disepakati yang DIHITUNG ADALAH
SISA UANG YANG MASIH ADA DI BIP (Buktl « T-2 dan Te3).; —reemw-ms

Bahwa dari 70 {lujuh puluh) Pedugang Korban kebakaran sebagaian
besar mau manerima kebijakan PT. BIP yang bare tentang
penambahan vang sewa termasuk HERO uanI TOKO GUNUNG
AGUNG dan mereka juga felah menandatangani Perjanjlan Sewa

Ruangan. ; :

TERGUGAT mengundurkan diri menyewa ruangan i Gedung Bogor

Internusa Plaza, ;

<k

“Bahwa PENGGUGAT DENGAN Surat Nomor - 13/LEG-EXT/VIO4,

tanggal 28 April 2004, telah menyatakan mengundurkan diri sebagal
nenyewa di Gedung Bogor Inkernusa Plaza (Pangrange Plaza);
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TERGUGAT Tidak Melakukan Wanprestasi |

hingga antara PENGGUEAT dengan TEGUGAT, masalah yang
@saikan tinggal perhitungan konpensasi sisa masa sewa | ---—--- —

*Bahwa sebagai realisasi perhitungan besarnya konpensasi perhitungan

sisa uang gewa, maka antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah
mengadakan pertsmuan pads tanggal 12 Mei 2004 dan dibuat hasil

perhitungannya [Bukti — T-4) ;

13, Bahwa TERGUGAT menambah dan menolah kalau dikatakan cleh

PENGGUGAT telah meifatukan Wanprestasi, kaiena tidak  bisa
dipeigunakannya ruangan sewa adalah akibat kebakaran api yang
berasal darl ruangan PENGGUGAT, berdasarkan Laporan MABES
POLRI Nomor : LAB, 551.FKF/1996, tanggal 5 Agustus 1996,
seharusnyalah PENGGUGAT memahami hal ini jangan masalah ini lalu
difadikan DALIL mengatakan kalau TERGUGAT TELAH MELAKUKAN
WANPRESTASI, justru  karana kehakaran ini TERGUGAT
MENGALAMI KERUGIAN karena kehilangan penghasiian dari
panyewaan Gedung (Buldi T-5). ;

PENGGUGAT tidak konsekugn dengan tuntutan ganti Xepada

TERGUGAT.

14.

13,

Babwa TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS tantang parhilungan
yang dibuat olsh PENGGUGAT mengenai penghasitan yang aian
didapat sebesar Rp. 344.287.824.500,- KARENA DISAMPING DASAR
PERHITUNGAN TERSEBUT TIDAK BENAR KARENA BAGI BIG
TENANT HARGA SEWA TIDAK SEBESAR 1TU JUGA DIRASA
KURANG PANTAS APABILA PENGGUGAT SEBAGA|I PENYEBAR
KEBAKARAN TERSEBUT, APAKAH PANTAS MEMSBUAT
PERHITUNGAN YANG HANYA MENGHITUNG KEUNTUMGAN
TANPA MALU TAHU DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH
TERGUGAT DAN FPARA PEDAGANG KORBAN KEBAKARAN, ; ---m-m-

Bahwa segabal * itikad baik ” darl TERGUGAT dalam usahan
panyelesalan  secara  kekelsargaan, mengiim  surat  kepada
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16.

membayar kerugian sebesar Rp. 100.000.000,000,- (seratus milyar)

akan tetapi PENGGUGAT didalam gugalan menuntu! ganti kerugian
sebesar Rp. 344.287.024 500,- | sekali TERGUGAT SAMPAIKAN
PENGGUGAT BETUL-BETUL HANYA MENGHITUNG KERUGIANNYA
SAJA TANPA MAU MEMIKIRKAN BERBAGAI MACAM KERUG{AN
YANG TELAH DIDERITA OLEH TERGUGAT (Bukti T-§). ; ---—-——-

Bahwa TERGUGAT juga MENOLAK DENGAN TEGAS kerugian
immaterial yang dituntut PENGGUGAT TERGUGAT, karena tidak jelas
dasar perhitungan kerugian tersebut, kalau dalih PENGGUGAT dengan
adanya perkara ini dilecehkan pich para supplier PENGGUGAT, hernat
TERGUGAT alasan yang mengada-ada ; l

TERGUGAT manolak permohonan Uitvoerbaar Bij Vooraad karena tidak

cukup alasan untuk dikabutkan ;

17.

Bahwa TERGUGAT menociak dengan legas permohonan putusan
Uitvoerbaar Bij Vooraad karena tidak cukup alasan mengabulkannyz
karena felah mengundurkan dirl sebagai penyewa juga tidak mentaati
ketantuan-ketentuan dalam parjanjian ;

TERGUGAT menolak Permohionan Sia JAminan ; —--eiemceseeceas 5

18,

19

1
Bahwa TERGUGAT menolak Sita Jaminzn karena disamping tidak

cukup alasan juga tanah tersabut adalah msrupakan Hak FPengelolaan
{HPL} Pemerintah Kota Bogor yang berstatus Tanah Negara ;| —---=-aven

DALAM REKCHPENSI

Bahwa semua jawaban yang telah TERGUGAT uraian dafam konpensi
mohon terbaca kembali dalam Gugatan Rekonpansi ini; --ssm—-cec
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o ———

NAT KONPENSIHPENGGUGAT REKONPENSI felah memberikan
kepada PENGGUG_AT KONFPENSITERGUGAT REKONPENSI
buka Pintu Daruras

;ﬁ'B/ahwa PENGGUGAT KONPENSITERGUGAT REKUNPENSI, setaku
penyewa ruangan di Gedung BIP, dalam menggunakan ruangan TIDAK
MEMATUH! KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN SEWA
RUANGAN,  satunya,  PENGGUGAT  KONPENSNTERGUGAT
REKONPENSI MENUTUR PINTU DARURAT ;

21, Bahwa TERGUGAT KONPENSITERGUGAT REKONPENSI pernah
heberapa .. kali  memberikan peringatan  kepada PEMGGUGAT
KONPENSITERGUGAT REKONPENS, agar membuka Pintu Daurat,
dengan Sural No : 326/A-2/BI/1995, tanggal 15 Jumi 1995 dan No
T4/A-2BI111995, tangyal 27 Fabruarl 1996 akan tetapi FEMGGEUGAT
KOMPENSI ¢ TERGUGAT REKONFENSI, TETAP  TIDAK
MENGINDAHKAN PERINGATAN TERSEBUT; - -rerr v mmsiammammmmen

Akibat Perbuatan PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI,
Telah Menimbulkan Ksrugiar'n Terhadap TERGUGAT HKONPENSI /
PENGGUGAT REKONPENSI ;

32, Bahwa walaupun TERGWGAT KONPENSI. / PENGGUGAT
REKONPEMS! talah memberikan beberapa kali peringatan kepada
PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENS] tetap
membuka pintu darurat, pada tanggal 29 Februar 1996 Gedung BIP
terbakar, berdasatkan Laporan MABES POLRI Nomor
LAB.551/FKF{1996, tanggé[ 5 Agustus 1996, api berasal dari
ruangan terbuka MATAHARL  Pada sast Petugas Pemadam
Kebakaran berusaha memadamkan api, mengalami kesulitan, memasuki

gedung karena pintu darurat masih dalam keadaaln tertutup ;| ~——-
23 Bahwa sshegai akibat dari  kebakaran tersebut TERGUGAT

KONPENSIIFENGGUGAT REXONPENS! telah mengalami kerugian
baik materiil maupun imraterial, yang perinciannya sebagai barikut ; ----
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N Karena Gedung terbakar akibatnya TERGUGAT KONPEMSI !

24,

. KERUGIAN IMMATERIIL ;

PENGGUGAT REKONPENS) kehilangan |:|renghasilan. dengan
perincian sebagai berikut ;

Larmanya tidak tisa beroperast =102 bulan ;
- Luas Fuangan Sewa = 17.000 M2 ;
- Harga{ K2/ bin =UsD21;

Total kerugian adalah 17.000 M2 X 21 X 102 bin X Rp. 6000.- = Rp,
218.484.000.000,- (dua ratus delapan belas milyar empat ratus

delapan puluh empat juta -upiah)

Karena adanya Cugatan dari PENGGUGAT KONPENSE [
TERGUGAT REKONPENS! felah menurunkan kepercayaan para
benyewa ruangan  di BIP  dan  krediblitas  TERGUGAT
KONPENSIHPERGUGAT REKONPENSI, kerugien ini tidak bisa
dinilai dengan uang, namun kerugian tersebut tidak lebik dari Rp.
800.000.030.000 . {&nam ratus milyar) ;

Bahwa agar gugatan rekonpensi ini tidak sia-sia guna menjamin
pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka mohon diletakan Sila
Jaminan terhasap barang-barang miik PENGGUGAT KONPENSH /
TERGUGAT REKONPENS), daftarkannya skan disusulkan kemudian -

Serdasarkan uralan-uraian s$ebagainama tersebut diatas, mohon kepada
Majelis Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut : —ma-———

L._DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Penggugat ;
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JILAM REKONPENS ;

4. Menerma dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /

Tergugat Konpensi |

Menyatakan hukum, bahwa akibal dari Perbuatan Tergugat
Rekonpensi / Penggugal Konpensi telah menimbulkan kerugian
terhadap Tergugat Kenpensi { Pengaugat Rekonpensi | — -

Menghukum Penggugat KonpensiTergugatl Rekonpensi membayar
ganti kerugian kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekenpensi,

dengar peringian sebagai berikut ;

- Keruglan Materiil : Rp. 218.484.000.000,-
- Kerugian Immateriil  : Rp. 600.000.000.000 -

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan | ——-——rmeeree
|

Menghukurn Penggugat KonpensifTergugat Rekonpensi membayar

biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakirn berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya ;

Menimbang, pahwa afas jawaban Tergugat, Penggugat kemudian

mengsjukan Replik, yang untuk lengkapnya sepertf terlampir didalam Berita:

Acara Persidangan,

- Menimbang, bahwa atas Replik, Penggugat tersebut.iTergugat kamudian

mengajukan Dupliknya, yang untuk |sngkapnya seperti terlampir dalam Berita

Acara Persidangan;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatarnya, Penggugat

telah mengajukan bukii-bukti lsrtuls, berupa fotocopy surat-surat \_.rahg tefahi

dicocokkan dengan asiinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi

tanda sebagai berikut :

20
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gaglian Sewa Menyewa, dibual dihadapan Notarie Budiartl Karnadi,
%/ Dinei tanda P-1 | ;

. Fotocopy Surat Akta Notaris No. 86 tetanggal 31 Juli 1989 tentang
Perjanjian Sewa Menyewa, dib sat dikadapan Notaris R. Arie Soetardjo,
SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakara, diberi tanda P-2 ; cceemermeeee

. Fotocopy Surat Akta Notars No 16 tertanggal 15 Okiober 1993 tentzng
Ferjanjian  Sewa Kontrsk FRuangan dihadapan  Notaris  Lindasari
Bachroem, SH, Motans / Pefabat Pembuat Akta Tanah di Pogor, diber
tanda P-3 ;

Fotecopy Surat Akta Notaris No, 67 tettanggal 27 Januari 1394, dibuat
dihadapan MNotaris Ny. R. Arie Scetafjo, SH. Tentang Perjanjian Sewa
Hontrak Buangan diberi tanda bukti P-4 ;

. Fotocopy Surat Alda Notaris No. 66 tertanggal 8 Mei 1985, mengenai
Pemindahan dan penyerahan hak sewa, dibuat dhadapan Notaris Budarti
Karnadi, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah DK| Jakarta, diberi
tanda bulkti P-£

- Fotocopy Surat Akta Notaris No, 20 tettanggal 11 Juli 1995, mengenai
Pemindaban dan Penyerahan Hak Sewa, dihadapan Notardls Budiarti
Karnadi, SH. Notaris dan Pejabal Pembuat Akta Tanah DK| Jakarta, diberi
tanda bukti P-6 : :

. Fotecopy Akla dibawah tangan No._14?JB~.ZJBUIX!95. tainggal September
1993, tertang Transaksi (Sewa baru/perpanjangan),diber tanda bukt P-7;
Bahwa P-1 sampat dengan P-7 menunjukkan hahwa antara Penggugat

dan Tergugat telah ditandatangani perjanjian sewa menyewa fuangan
atas ruangan tantai 1 dan Jalntai 2 Gédung Bogor Initernusa (Pangrango
Plaza), yang terlefak di Jin. Pajsjaran MNo. 27 Bogor dan
Pembayarannya ; -

21
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u--=i_- Surat  PT. Bogor Internusa Plaza Nomor 23/B-2/BIWHIF2003,
g 18 Marst 2003 perihal sisa kontrak sewa di Bogor Inlemusa Plaza,
Pe tanda bukti P-8 ;

9. Fetecopy Surat PT. Bogor Intemusa Plaza Nomor 276f0T-PT Matahari
Putea Prima Tbk A/I1F2003, tanggal § Jull 2003 perfal Penawaran Unit
Usaha di Pangrange Flaza Bogor, yang dibert landa buklj P-9 ; —--

10. Fotocopy Surat PT. Boegor Internusa Plaza Nomor 033/A-DiR/BIANI2003,
tanggal 21 Agusius 2003, yang diberi tanda bukti P-10 ; weeoemomeeee _

11. Fotocopy Surat PT. Bogor Intarmusa Plaza Momor 147/A-2/BIAII2003,
tanggal 27 Agustus 2003, yang diberi tanda Bukti P-11 ; emereemmmerams e

12. Fotacopy Surat PT. Bogor Internusa Plaza Nomor 240/A-DIR.BIP/X/2003,
tanggal 27 Okinber 2003, yang diber tanda bukti P12 ;| —mrrreerreermeeeeen

i
13 Fotocopy  Swat PT.  Matahari  Putra  Prima Thk.  Momor
3B/ILEGEXT/XI2003 tanggal 6 Nopember 2003 Perihal Kefegasan tentang
Pemnbukaan Geral Matahar di Pangrango Plaza, yang diberi tanda bukbi
P-13;

14.Fotocopy Surat PT. Matahar Putra Prima Tbk. Kepada PT Bogor
Internusa Plaza Nemor (B8/CB/AMT-ExtXI03 tanggal 20 Mopember
2002, yang dibarl tanda bukt P-14 | cemeesme e L

15, Fotocapy Surat PT, Bogor Intemusa Plaza Nomor 312/DIR/M~BIPIXIZ003,
tangga! 16 Desember 2003, pasihal Pernberitahuan, yang diber tanda
bkt P-15

>

.Fotocapy Surat PT. Bogor intemusa Plaza Nomor 24/DIRUT/RIPA2004,
tanggal 19 Pebruari 2004 perihal Pemberitahuan Terakhir, yang diberi
tanda bukti P-15 ;

17. Folocopy Surat PT. Matahari Putra Prima Tk, Nomor 13/LEG-EXTAVI04,
wanggal 28 Apil 2004, perihal obyek sewa di Pangrange Plaza Baogor
{Bogor Intemusa Plaza), yang diberi tanda bukti P-17 © ceemmeen e e
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o afiberi tanda bukti P.18 ;

I;opy Surat PT. Bogor Internusa Plaza Nomor 298/A-1/BIXQ7,
gal 25 September 1897 kepada PT Matahari Puira Prima Thk, yang

19, Fotocopy Surat Penawaran sawa ruangan PT. Bogor Intermusa Plaza atas
ruangan di Pangrango Plara Bogor kepada salah satu tenat tertanggal 30
Nopember 2004, yang diberi tanda P-19 ;

20. Fotocopy Surat PT. Matahari Putra Prima Tbk, kepada Kantor Yan Apul &
Rekan tanggal 30 Nopember 2004 perihal ; Perhitungan Ganti Rugi Sewa
Menyewa ruangan di Booor Infernusa Flaza Begor, yang dibert tanda bulkt
P-20; -

21. Fotocopy Surat Keterangan pandaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh
Badan Pertznahan Masional pada fanggal 11 Apdl 2005 Mo. 23/2005,
yang dibati tanda bukti P-21;

22, Fotocopy Surat PT. Duta Sewu Raya peda tanggal September 1986
No. 374{FAVWT/1996, yang diberni tanda bukti P22 ; m-m-e-cemmmmmmemme e s

- Menimbang, bahwa selatn mengaiukan bukti-bukti tertllis penggugat. Juga
telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpal ferlebih dahulu menurut
cara agamanya pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut | ~---m--

+ KETERANGAN SAKS| PENGGUGAT ;

1. W.P Simanjuntak (mantan karyawan PT. MPP} menerangkan sbb ;

- Bahwa 8dr. WP Simanjuntak saaf ini telah pension sebagai
karyawan PT. Matahai Putra Prima beketja. Dahulu tugacnya
adalah rmanager secuwrity, yang tugasnya mengepalai seluruh
security ‘oko Matahari df seluruh Indonesia, termasuk toke
Matahar di Bogor Internusa Plaza, darl tahun 1988-2002. saksi
bertugas di kantor pusat Matahar vang beralamat di J1
Samanhudi, kemudian pindah ke Karawagi ; ————rmrmeemmmmmemens
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ahwa pada tanggal 20 Februar 1996, pukul 01.00, saksi
enerima laporan darl manager toko Matahari PP, vaitu Sdr. Beni
Juana melali telepon bahwa telah tejadi kebakaran di gedung,
BiP. ‘farena, sesuai prosedur yang berlaku apabila ada kejadian
uar bissa (seperti - kebakaran/bencana algm}, manager foko
harus segera melaporkan ke manager security. Setelah menerima
laporan tersebut, saksi Meninjau ke [oKAsH  memeemmre s eeeeeee o

Bahwa saks| mengelahui dari security gedung BIP, bahwz api
berasal dati lantai bawah yaitu dari kios yang se-dang direnovasi.
Kemudian, menurut manager toko, keadaan tersshut sudah
ditangani ofeh pihak kepolisian ;

Bahwa setelah terjadi kebakaran, saksi kemudian memfokuskan
pergaman keadaan karyawan (200 orang), karena karyawan
harus dipindahkan supaya semuanya lidak terkumpul pada foko
Matahan BIF. Bahwa karana manager toko telah melaporkan ke
polisi, saksi sefanjulnya tidak mengikuli perkembangannya : -

Bahwa saksi mengetahui bahwa gedung BIP terdiri dart 4 tantat
yaitu basement, lantai dasar, fanfai 1 dan lantal 2. Dan karena
tefjadinya kebakaran lersebut, toko matahari di tantai 1 dan lantas
2 habis terbakar besena isinya ;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kiaim asuransi yang
dapat diterima MPP sebagai kompensasi teriadinya kebakaran
karena yang mengetahui hal tersebut adalsh manager toko | —ewm---

Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat kebakaran terjadi, MPP
bertindak sebagai penyewa lantai 1 dan lantzi 2 dimana luas loko
ratahari lantai 1 lebih kurang 3.000 m2 dan lantai 2 leblh kurang
4.000 m2. Bahwa saksi ticak mengetahui mengenai isi dan sewa
yang tertunda dalam perjanjian (kontrak) sewa antara MPP dengart
BIF ;
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ahwa menuiut keterangan saksi pada saat kebakaran, yang
erfanggung jawab atas kearnanan tokofgedung adalah pihak
keamanan BIP (pengelola gedung). Selama ini, PT.MPP hanya
bertangoung jawab atas keamanan toko Matahani sejak toko buka
{Pukul 10.00) sampai toko tutup (Pukul 21.00). kemudian, sebalum
teko Matahari ditutup, security matahari zkan mengunci/memeriksa
headaan toke secara keseluruhan dan kemudian melakukan serah
tarima dengan security BIP. Dan seielah foko Matahari ditutup,
tidak ada karyawan ratahari yang berada di diaiam gadung BIP ; --

Bahwa saksi mengetahui bahwa pada sefiap lantai, terdapat 4
pintu darurat dalam toko mataharni. Sesuai prosedur PT MPP, saksi
menginstruksikan  bahwa pinte  darurat  vang langsung
berhubungan ke toko matahari selaly dikungi untuk mengamankan
barangfaset matahari dari pencurian, Sedangkan pintw darurat
yang -berhubungan ke gedung BIP, keamanannya menjadi
tanggung jawak pengelola gedung ;

Bahwa saksi tidak mengetahui soal teguran BIF ke MPP menganai
keberatan BIP kepada MPP yang menutup Pin danzat ;| —-—-we-a-

2. Masesiyanto {Staff Finance Accounting PT. MPP} menerangkan
shb ;

- Bahwa Sdr. Masesivanto bekerja di PT. MPP sebagai Firance

Aocounting, yang beriugss sebagai pemegang data asset-aset FT.
MPFF sejak tanggal 20 Juli 1976 ;

Bahwa saksi menerangt an bahwa yang berwenang mewakili PT,
MPP dalam penandatanganan peranfian adalah direktur bagian
property atau direktur kevangan ;

Bahwa saksi mengetahuf bahwa dalam Perjanjian No. 51 terdapat
klasul yang mengatur mergenai kebakaran dimana dalam klasul

“itu  disebutkan bahwa developer wajib membangun  kembali

gedung yang terbakar dari premi asURaNSI : merees e e eeaereen
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=

mengrangkan skb ;

milahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang diderite PT.MPP
alzh sekitar Rp. 344.000.000.000 - Saksi menerangkan bahwa
i '

; gka tarsebut diperoleh dad perhitungan kerugian karena sesuai

ruangan yang telah disewa kepada pihak lain, sehingga MPF
mendapat penghasilan dari mengalinkan sewa ruangan kepada
pihak keliga. Untuk lantai 1 dikilung Rp. 250.000/m2/bulan dan
untuk lantai 2 dihifung Rp. 175.000/M2MUIAR | —eme—ereecememane

Bahwa uang sewa MPP di gedung BIP telzh dibayar sacara psnuh

Bahwa saksi lidak mengetahui mengenai nitai profif yang mungkin
didapat PT.MPP apabila menepati ruangar di gedung BiP ; -«

Bahwa saks| mengelahui bahwa PT. MPP diperbolehkan menyewa
ruangan ¢ gedung BiP yang telah dibangun kembali tetapi lantai
yang. ditawarkan EIP berada dengan lartai yang difempati PT.
MPP dulu (sebelum fefadi kebakaran) sedangkan FT. MPP
berkeinginan menepati lantai yang sama yaifu lantai 1 dan 2. Qlsh

- karena itu, PT.MPP fidak bersedia menyewakan ruangan yang

ditawarkan BIP yaitu lantai 2,3 dan 4 ;

3, Hanadi {General Manager Asset Management Divission PT. MPR)

Bahwa saksi adalah karyawan PT. Matahari Prima Putra dan
bokerja sebagai General Manager Asset Management Divission
dari tahun 2003 ;

8ahwa setelah terjadinya kebakaran, PT. MPP masih memiliki sisa
masa sewa selama 17 tahun, Dan kemudian, apabila PT. MPP
memutrskan  untuk  menjual/menyewakan uangan  tersebut
kepada pihzk lain, maka akan didapat suaty angka tartanty j=me-aane-

; |
Bahwa saksi telah malakukan survey untuk mengetahui harga
sewa ruangan di lantai 1 dan Jantal 2 gedung BIP sekaligus
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melakukan pengecekan langsung ke Marketing Office gedung BIP
3 dan:;ﬁengeta_hui babwa harga sewa unhik lantai 1 adalaﬁ Rp.
250.000,~/m2/Mwidan dan harga sewa untuk lantai 2 adalah Rp.
175.0b0,- im2Mulan, dimana harga tersebut hanya untuk § tahun
dan setelah 5 tahun akan dilzkukan penyesualan harga sewa | —

- Bahwa saksi menerangken baiwa PT.MPF telah membayar harga
" ! sewe lersebut secara lunas ke BIP dimana dalam perjanjian sewa
i ditenlukan bahwa harga sewa adalah sama unluk sefiap tahunnya;

i - Bahwa apabila diperhitungkan dengan nilal yvang tetap (sesua
i dengan perjanjian antara PT. MPP dan BIP), rnakla kerugian yang
diderita PT. MPP karena tidak menepai ruangah tersebut telah
mencapai perkiraan angka Rp. 344.000.000.000,-! ——ame —mmmmeme come-

- Bahwa saksi tfidak mengefahui mengenai  siapa  yang
manandatangani perjarjian sewa menyewa dengan BIP karena
aaksi pada saat itu belum bekerja di PT. MPP | oo —— ——

- Bahwa saksi tidak mengstahui mengenai surat yang dikirimkan
BIP kepada PT. MPP mangenai palebaran Kanidor | «—rre=emmsamnume

tenimbang,” bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukt fertuiis,
yang telah dicocokkan dengan aslnya dan telah dibubuhi  materai
secukupnya darj diven tanda : :

| t. Fotocopy Surat Berita Acata Pemeriksaan Teknls Kriminalistk TKP.
| Kebakaran Bangunan Bogor Internusa Plaza di Jin. Pajajaran No, 27
| Kodya Bogor, Jawa Barat yang dibual oleh Markas Besar Kepolisian
Nagara RI. Pusat Laboratorium Forestik, yang berkepala “PRO JUSTITIA®
! tertsanggal 5 Agusius 1996, yang diberi tanda bUkti T-1 | oo

1. Fotocopy Gambar Desain maupun bantuknya Gedung BIP, yang hasilnya
setelah terwufud telah disepakati oleh para penyewa yang tergabung
i dalam ASPIRASI PEDAGANG BIP, (tidak terlamply) ; ———=—-rmmeem e
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.apy Draftar hadir Rapat Pertemuan antara Direksi PT. BIF (fergugat)
an para pedagang ex Kebajaran Bogor Internusa Plaza tertanggal 19
flaret 2003 yang diberi tanda bukti 7-3 ;

4. Fotocopy su;éi Penggugat No. 13/LEG-EXTAV/04 tanggal 28 April 2004,
yang menyatakan tidak lagl memungkinkan unfuk menjalankan bisnisnya
Kaeausd 4\ Pangranga Plaza, (P18, dan harsedia untiuk marahitcarakan

- ] cara.a!temat.ﬁ penyelesaian lain untuk mengkompensasikan hal sewa

sebagaimana tertuang dalam akte perjanjian sewa menyowa, diberi tanda

bukfi T-4 ;

5. Folocopy Surat Kesspakatan Hasi! Parhilungan Sisa Uang Kontrak PT.
Matahari Putra Prima Tbk menunut BIP dan MPP tertanggal 12 Mei 2004
vang teiah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugsat,
diberi tznda T7-5;

6. Fotocopy Surat Tergugal kepada Penggugat No. 23/B-2/BII2003
tanggal 27 Agustus 2003 perihal Pemberitahuan sisa kontrak sewa di BIP,
yang diberl tanda T-5 ;

7. Fotocopy Surat Penggugat No 147/A/DHR/B-1/VIF2003 tanggal 17 Agustus
2003 surat dad BIP Kepada Malahari perihal tentang rincian sl kontrak
yang diberi tanda bukhi T-7 ;

1

5. Folocopy surat Penggugat kepada BIP. Brosur dan layout Nomor : 138/A-
DIR/BIMINZI03, tanggal 21 Adgustus 2003, yang isinya menawarkan
kepada Penggugat ruangzan lardai 2, lantai 3 dan lantai 4 dengan jumlah
luasnya = 6|-.262,2 M®  ; dan kamudlan atas penawaran tersebut,
Penggugal mengajukan permintaan tambahan kepada Tergugat yaity :
agar koridor diparbesar menjadi 7,2 M*, dan Targugat pun memenubi
permintaan Fenggugat dengan cara mernbongkar kios-kins vang sudzh

; disewakan kepada para pihakffenant-tenant lainnya dan Tergugat juga

i harus memindahkan penyewa/pihak ketiga ke tempat/ruangan lainnya,

yang diberi tanda T-8 ,

1 9. Fotocopy Surat Tergugat kepada Penggugat No. 138/A-DIR/BIPAVINGZ03,
| tanggal 21 Agusius 2003, hal pertemuan terakhir, yang diberi tanda T-9 ; -
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oy Surat Tergugat No 240/ADIR/BIPL2003, tanggal 27 Okiober
2
Jlihal ketegasan tentang Geri Matahan di Pangrango Plaza yang
anda bukti T-10 ;

]l_ Fotocopy Sur{at Pgrihal ketegasan tentang Pembukaan gerai Matahari di
Pangrango Plaza tertanggal 6 Nopember 2003 No. 38/LEG-EXTIXI/2003,

yang diberi tapda bukti T-11 ;

12. Fotocopy Surat Perlhal ketegasan tentang Pembukaan Take Matabari di
Pangrango Plaza terlanggal 20 Mopember 2003 No. COS/CE/AMT-
EXT/X1403, yang diberi tanda bukti T-12 ;

13, Fotocopy Surat Perihal Pemberitahuan Terakhir terfanggal 9 Februari
2004 No. 34/DIRUT/BIPAL2004, yang diberi tanda bulkti T-13 ; -—-

14, Fotocopy Surat petihal Hak-hak Sewz PT. Matahari Fuira Frima Tbk, No.
194/AMTAExe VIO tanggal 25 Agustus 2004 Di Gedung Bogor Internusa
Plaza, yang diberi tanda bukti T-14 ;

13 Fatocopy Surat Perihal KOPENSAS! pada 1anggal 27 Ssptember 2004
Mo. 309DIRUT/BIRAXDL, yaitu dibari tanda burt T-15 ; —.

16. Fotocepy Surat Peribal Tegoran, pada tanggal 27 Seplember 2004 Mo,
10858 YARAXS2004, yang diberi tanda bukti T+16 ; ——-———— s

17. Fotocopy Surat Perhal Fungsi pintu dan tangga darurat pada tanggal 18
Mei 1985 No. 210/B1/V/1885, yang diberl tanda bukdti T-17 | ~—-m-—nmmmeneneae

18. Fotocopy Surat perihal Pintu darurat pada tanggal 13 Juni 1895 No.
025/SKEMBIAIGS, yang diberi tanda bukli T-18 ;

19. Fotocopy Surat Parihal Penggunaan juangan Toko Gedung Bogor
Intemusz pada tanggal 15 Juni 1995 No. 226/A-2/BIAV1M1995, yang diberi
tanda bukti T-18 ; :

20.Fotocopy Surat perihal Penggunaan Tangga Darural tertanggal 27
Fehruari 1996 No, 74/A-2/B1A1/1596 yang dibert landa bukti T-20 | —ereeee-

I
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py Surat perihal Pembersihan ruangan Mawhari bekas kebakaran
fggal 15 Maret 1998 No. 118/A4/BINNF 996, yang diberi tanda T-21; -

7 )
.'ﬁotocopy Swrat petihal Pembersihan puing banguran gedung Bogor
Internusa pada tanggal 25 April 1996 No, 198/G-4/81/1V/1998, yang diber!
tanda bukti T-22 ;

23. Fotocopy Surat perihal Pemmohionan ijin Pembongkaran Indoer & Outdoer
Unit AC ex Toko Malahari pada tanggal 24 ivlei 1996 No. DSO/Ext-MPRM.
BIGHMN/EE, vang diberi tanda bukti T-23 ;

24, Fetocopy Surat parhal Pelak 1 Pembersinan bbkas bangunan MDS
di Bogor internusa Lantai Top Floor pada tanggal 25 Juni 1995 No, 240/8
1BINVIA99G, yeny diberi tanda T-24 ;

25. Fotosapy Surat perihal Perobohan dinding tantai Top ploor pada tanggai
22 Julh 1996 No, 263/B-1/BINIf1996, yang dibel tanda bulkdi T-25 | —uee

26. Fotocapy Surat Perihal Pembangunan kemball gedung Bogor Internusa
Piaza yang terbskar pada fanggal 07 Agustus 1986, No. 274/A-
ABINVINA98E, vang diberi tanda bukti T-28 ; -

27 Futocopy Surat Parihal Biaya Pembongkaran dinding Top Floor pada
tanggal 12 Agustus 1996 No. 280/B-1/V111/1998, yang diberi tanda bukti T-
27,

28, Fotocopy Surat Ferihal : Renovasi Gedung Bogor Intermusa Plaza Bogor
rada tanggal 18 Februari 1997 No. 07/ADP/EXTAIMSO7, yvang diberi tanda
bukti T-28 ;

29. Fotocopy Surat Perihal : Proposal renovasi Gedung Iriemusa Bagor Plaza
pada tanggal 17 Maret 1997 No. S9/A-1/BIAI1997, yang diberi tanda
T-29,

30. Fotocopy Surat Perihal : Proposal penawaran Perluasan Area  bagi
Matahati Depariment Store di Bogor internusa Plaza pada tanggal 14
Agustus 1997 No. 266/A-1/BIAVII/T, yang diberi tanda bukti T-30 § —mimnn
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o, .
32. Fotogopy Surat Perhal @ Sewa Ruangan Matahari Depariment Store di

Bogor internusa Plaza pada tanggal 17 Oktobsr 1997 No. 383/4-
I/BIXI1997, yang diber tanda bukii T-32 ;

33 Felocopy Swat Perihal @ Proposal Penawaran Perluasan Area bag
Matahari Department Store di Bogor Internusa Plaza pada tanggal 27
Oktober 1987 No. 37 1/A-1/BIIXAG97, yang dibesi tanda bukti T-33 ; —~--mmv

34, Fotocopy Surat Renovasi Gedung tertanggal 03 Desember 1997 No.
208/A-1/BIX/1097, yang diberi tanda bukt T-34 ;
35. Fotocopy Surat Perihal @ Sewa Ruangan Matahari Dept. Store di Bogor
Intemusza Plaza pada tanggal 16 April 1998 No. 82/A-1/BUNM993, yang
diberi tanda bukti T-35 ;

36. Fotocopy Surat mengenai harga sewa pada tanggal 26 Mel 2005 Mo,
Fax. No. 021.235325, No. 34fA-1/BIA/2000, yang diberi tanda bukti T-36 ;

37, Fotocopy Suret Perthal Perambahan ruangan pada tanggal 25 Mei 2000
Mo, 2HA-VBINROCO, yang dibari tanda bukl T-37 § - e

38, Fotocopy Surad Perihal Penawaran kerjasama yang dibuat pada tanggal
18 Juni 2000 Mo, 42/A-17/[72000, yang diberi tanda buiti T-38 j-~srrrerenes

39. Fotocopy Surat Perihal : Penawaran kerjasama yang dibuat pada tanggs’
27 juli 2000 No. S4/AIBIAII2000, yang diben tanda bukti T-39 ; —~—crme

40. Fotocopy Sural Ferihal Pembangunan kembali Gedung Bogor Intetuse,
Up. Iby &minah Torik Bapak Marce! Maulana, yang diberi tandza bukti T-40

41. Fotocopy Surat Perthal @ Undangan, pada tanggal 14 Maret 2003 Mo
22/G-2/BIAI12003, yang diberi tanda bukt T-41 ;
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1 | _
_‘f:upy Surat Perihal : untuk menempati ruangan di Pangrango Plaza
(langgal S Juni 2003 No. 2B/G-Opr/BINIA2003, yang dibei tanda bukti

Fetocopy Surat tertanggal 12 Juni 2003 Ne. 1497/ExiAI03 perihal

mengenai usulan-usulan, yang diberi tanda bukti T-43 |

_Fotocopy Surat Perhal @ Penawaran ruangan pada tanggal 24 juni 2003

Mo, 79G-DifBIAI2003, yang diberi tanda bukti Tadd | =e=mee- mermmecemeeee —

.Fotocopy Surat Perihal © Periemuan pada tanggal 20 Juni 2003 No.

UG/DIFBIVIZ003, yang diberi tanda T-45 ;

_Fotocopy Surat Perihal : Penawaran Unit Usaha di Pangrango Plaza

bogor pada tanggal 22 Juli 2003 No, 198/0:.ExtVIIID3, yany diberi tanda
bkt T-448 ;

Fotocopy Surat Edaran Mahk}amah Agung {Sema) Peraluran MA (Pema)
RI. Tahun 1951-2002, yang dibed tanda bukii T-47 } s enssimanasn

. Fotocopy Surat Edaran Nomor ; 3 Tahun 2001 terlanggal 20 Agustus

2001 Mo, MASKumdi7eAVIINZOM, yang diben tanda bukti T-48 ; -——-—

Fotocopy Surat Padoman  pelaksanaan Tugas dan  Admlnistrasi
Pengadilan Buku I, yang diberi tanda bukti T=48 § ———rre e e e

Fotocepy Sural Undang-Undang RI, No, 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara, yang dibei tanda bukti T-50 ,

.Fotocopy Surat Sertifikat Tanda Bukti Hak Pang;elolaan No. 53 Kal.

Babakan, Luas 12015 M* atas Pemegang Hak Pemerintah Kota Bogor,
yang diberi tanda bukti 7-51 ;

Fotocopy Pembangunan Serta Pengelolaan Bogor Intemusa Hotel Mo,
2AUSPRAVIZS tanggal 4 Apdl 1962 antara H.R. lswara Natanegara, SH.
dengan Hj. Alminah Torik yang diberi tanda bukti T-52 ; ---—oem—— =
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% tanda bukti T-53

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT :

1. 5dr. Jumani angkan sbk @

py Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotz Bagor, perihal
ngan yang dibuat pada tanggal 6 Mei 2003 No. 500-42-2003, yang

54 Fotocopy Surat Serliflkat Hak Gune Bangunan (HGB) No. 357 Kel
Babakan, nama pemegang hak PT. Bogor Internusa Plaza berkedudukan
di Bogor, yang diberi tanda bukti T-54 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkahannya
telah-mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut
carz agamanya pada pokaknya membarikan ketarangan shb ¢ e svesananmann

Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan di Pangrango
Plaza, Penggugat merasa keberatan dengan saksi yang diajukan
oleh tergugat Karena ada hubungan kerja dengan tergugat. Saksi
menerangkan bahwa saksi adalah karyawan R SA dan RSA adalah
perusahaan security yang disewa oleh tergugal. Ketika penggugat
menanyakan surat tugas dari RSA. untuk memasiikan bahwa saksi
adalah pegawai RSA, saksi menjawab zkan disusulkan dan
ternyata syurat inipun tidak pernah disusulian e

Bahwa saksi baketja di Pangrango Plaza tahun 1987 ; —— s
Bahwa saksi mengetahui kebakaran yang terjadi di Boger indah

Plaza, yang terjadi tahun 198, waktu itv saksi tugas malam dan
jam @ sampaf 01.30 pagi sebagai wakil komandan regu, kebakaran

terjadi sekitar jam 19,30 pagi ;

Bahwa saksl sedang berpatroli, tiba-tba alarm kebakaran berbunyi
di poske. Menurut denah yang ada di posko, titik api terdapat di
matahari ;

Ex]
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Bahwa saksi mencoba masuk mensrobos ke dalam akan tetapi
T tidak tembus karena pintu herlapls, saksi mencoba mernecahkan
kaca dergan nozzle hydran namun api membesar dan saksi berlari

tetapi té:jatuh hingga pingsan, sewaktu sadar saksi sudah berada

dirumah sakit ; -

- Bahwa merurut saksi saat ity fifik api berada di matahari Lt.1, di
A bagian counter baju ;

- Bahwa saksi menyetahui titik api berdasarkan gambar denah yang

barda di posko ;

- Bahwa menurut saksi yang mengisi seluruh Lt.1 adalah matahari ;-

- Bahwa saksi mengetabui bahwa fiik api ada di matahan
berdasarkan gambar denah dan alarm yang berbunyi di poske.

b | .
- Bahwa saksi pingsan dan diselamatkan oleh ternan saksi tahu-

tahu sewaktu saksi sadar sudah berada di rumah sakit ; -——:

- Bahwa setahu saksi gedung terbakar H
- Bahwa saksi tidak tabu kenapa pintu darurat tersebut ditutup ; s

-~ Baehwa menurut saksi titik api menghadap ke wtara di counter
pakaian yang ada disebelah utara ;

- Bahwa menurut saksi tugas dar secwrity adelah berianggung

jawab untuk mengamankan lingkungan sekitar I ------------ e

- Bahwa saksi tidak tahu luas [.t.1;

- Bahwa saksi tahu toko Indc Sovenir yaitu terdapat dilantai daser,
Setetah melihat gambar denah di posko, saksi langsung terjun ke
lapangan untuk membuka keran air Rydran ; ———rmre——ee e

- Bahwa menurut sakst jarak hydran dengan matahari kira-kira 50 m
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- Bahwa saksi fahu toko ndo Sovenir masily dalam tahap rencvasi ;-

menerangkan shb ;

Bahwa saksi tidak tahu masalah sambungan listrik tersebut,
apakah dari pihak Bogor Indah Plaza ;

- Sdr, Tedy Santoso, pengurus asosiasi pedagang PT, BIP

Bahwa saksi pade awalnya tidak mempunyai toko, hanya kakak
ipar yang mempunyai toke di gedung BIP dari tahun 1986-56,
lokasinya berada di depan toke keramfk ; ------x S

Bahwa manurut saksi pada saat terjadi kebakaran di tahun 1995,
8IP membuat tempat penampungan para pedagang BIP di areal

tempat parker belakang BIP ;
Bahwa saksi bisa mendapat tempat karena para pedagang iama
diprloritaskan untuk mendapat lempat di penampungan fersebut

dengan luas + 18 m2 dan biaya sewa Rp, 600,000, ; ——vomm e

Bahwa menurut saksi kakak ipar telah membayar uang sewa untuk

25 tahun di depan dan lunas ;
Bahwa lokasinya Lt. Dasar bagian depan, tetap telah dijual ; ——--

Bahwa eelelah tedadi iebakaran saksi membuat asosiasi
pedagang, lalu asosiast tersebut berinlsiatif untuk mengundang
pedagang korban kebakaran untuk hadir dalam perternuan untuk
membicarakan hak pedagang setelah terjadi kéhakaran ;e
Bahwa menurut saksi 08 % pedagarg lama dapat kembali

berjualan dilempat tersebut berjualan didepan BIP ; ——-——
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Bahwa menurut saksi dalam pertemuan-pertemuan tersebut terjadi
kesepakatan BIP memberikan prioritas bagi pedagang lama untuk
memilih tempat berdasarkan denah lokasi yang telah diberikan
sebelumnya, bila terjadi kesamaan tempat, maka akan diundi ; -—

- Bahwa menurut saksi pada sebelum terja'td] kebakaran MPP
(penggugal) menyewakan ditempat tersabut, yaitu di lantai 4 dan 2

- Bahwa menurut saksi sesudah kebakaran tidak ada 8PP ; ———

- Bahwa menuiut saksi pedagang lama telah membuka kios-kios
ditempat terssbut dan tempatnya bisa sama bisa berbeda | -——-- -

~ Bahwa menurut saksi setelah kebakaran tidak ada tempat yang
tersisa untuk MPP dan sampai saat ini MPP bslum masuk dalam
BIF ;

- Bahwa menurt saksi MPF ikut dalam asosiasipedagang ; — -

- Bahwa menurut saksi MPF juga merupakan koriban dari kebakaran

tersabut

- Bahwa menunut saksi MPP masih mempunyai bak di BIP ; ———- -

- Bahwa setahu saksi MPP direncanakan berada di 143, 4, 5
sedangkan sebelum kebakaran, MPP terlstak di Lt. 1 dan 2§ -omemeem

- Bahwa Gedung RIP sebelum kebakaran ads 4 lantai termasuk
basement, sesudah kebakaran ada 7 lantai termasuk basement | —

- Bahwa saksi tahy, kenapa MPP d.itempalken di L. 3, 4, 5 karena
merupakan kewenangan direktur utama BIP & — oo

- Bahwa saksi tahu bahwa MPP komplain tenlang pemindaban
riangan tersebut ;
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- Bahwa menurut saksi MPP tidak menda_palkan haknrya atas ft. 1
dan 2, karena sebagian dari It.1 dan 2 telah diisi ‘oleh pedagang

lama ;

- Bahwa saksl tidak tahw bahwa seiain pertemuan dengan asocsiasi
pedagang antara MPP'dan BIP ada Koraspondensi ; —-—-rermere

3. Sdr, Marcal Maulana, mantan direksi BIP ;

- Bahwa saksi terakhir saksi adalah dirsktur PT. BIP dari tahun 1998
— 2002, sewakiu terjadi kebakaran masih menjadi komisi,

« Bahwa menurut saksi setelah terjadi kebakaran pernah diadakan
fempat penampungan pedagang di gedung parkir ; -—-—--—--—-cre-

- Bahwa menurut saksi sebelum kebakaran MPF menfadi salah satu
penyewa gadung BIP ; - : :

- Bahwa menuvrut saksi setelah ferjadi kebakaran, MPP tidak
mambuka Kiosnya di lempat penampungar: ; R

- Bahwa menurut saksi pembangunan gedung SIP dilaksanakan
tahun 2002 { 2003 ;

- Bahwa menurut saksi ada korespondensi antara EIP dan MPP

hsan maupun tulisan ;

|
- Bahwa raenurut saks| parnah taradi kesepakatan antara BIP dan
MPP, kuasa hukum tergugat menunjuk bukti T-5 yang dibuat
tanggal 12 Mei 2004 ;

37

Perlindungan hukum ..., Arif Rahman, FH Ul, 2012



i
f::llbahwa menurut saksi ada pedagangnya tidak bisa menempati
Jtempat lamanya lagi karena ada zoning dan bentuk bangunan

Bahwa MPP {penggugat} keberatan terhadap pergantian tempat
|

sewa |

Bahwa MPP mendapat jatazh lantai 345, namun sstslah
bernegosiasi turun 1 lantal menjadi It 2,3.4, akan tetapi MPP tetap
tidak mau dan pihak BIP tidak dapat berubah apa-apa [agi karena
It.§ tetah laku semua oleh pedagang lama ; ----e-meemmmemmee e _

Bahwa pada saat tefjadi kebakaran, saksi hanya mendapat

laporan dari satpam ;| -

Bahwa menurut saksi karena renovasi pada tahun 1995 pintu
darurat MPP ditutup, namun setelah renovasi selesal, pirttu darurat
tetap tidak dibuka ;

- Bahwa saksl mengetahui kebakaran terjadi di MPP dari

laboratorium kriminal, dan penyebabnya open flame | e ———-—-

Bahwa antara BIP dan MPP terikat perjanjian sewa menyewa dan
pefjaniian tersebut belum berakhir sampai tahun 2013 ;

Bahwa saksi fahy adanya klausula dalam perjanjian yang
menyataksn babwa bila tenadi kebakaran BIP' berkewajiban
membangun gedung ;

- Bahwa [etak titik api menurut saksi berada di MPP tetapi ternyata
bertentangan dengan Kketerangan saksi VWawan Sefiawan
Kapospol Bogor (bukti T-1) tillk api terdapat di toko indo Sovenir ; -

- Bahwa menurut saksi sekarang tidak ada lokasi uniuk MPP karenz

sudah ditermpati padagang iama ;
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= Nyoman Kamajaya, SH. Jegal toke Gunung Agung
“shisnerangkan sbb ;
&

Bahwa posisi saksi di toko Gunung Agung sebagai fegal | -———-—

Bahwa Toko Gunung Agung menyswa di BIP tahun 1886 dan
sebalum kebakaran oko Gunung Agung berada di i, 2 ; —rrerrems

Bahwa setelah kebakaran ada ¢i lantai 3 dén ada pembaharuan

kontrak sewa menyewa ;

Bahwa lvasnya tidak sama berkurang] 100 m | smemeeeeeeeee e

Bahwa untuk kontrak baru toko Gunung Agung harus menambah

uang

Bahwa ssbelum menepati gedung baru ada pembicéraan dan

negosiasl dengan BIF ;

Bahwa mekanisme yang digunakan sehingga IToke Gunung Agung
mau pindah lokasi dari lantai 2 ke lantai 3 ada pembicaraan,

pertemuan, rapat dan dapat denah ;

Bahwa menurut saksi sampai sekarang MPP tidak ada didalam
BIP dan tidak ada lagl ruangan untuk BIP ; ——

Bahwa Lantai 1 dan 2 gedung BIF sekarzng sebagai besar ielah
difempati cleh pedagang lain ;

- Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian seleéai kadua belah pihak

kemudian mengajukan keslimpuian ;

Menimbang, bahwa kedus belah pihak kermudian sudah tidak akan
mengajukan apa-apa lagi malainkan mohon putisan ; —m--esemmem e =
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%)

2) |

; imbanyg, bahwa untuk selamjutnya apa-apa yang tefjadi selama
ngan, lelah termuat didalsm Berita Acara Persidangan ini, yang

TENTANG HUKUMNYA

DAL AWM KONPENSE ;

Menimbang, bahwa maksud 8 tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

tersehut diztas ;

Menimbang, bahwa menurut perlimbangan Majelis, permasalahan pokek
dart kasus ini adalah Pidana, perjanjien yang dibuat antara Penggugat
dengan Tergugat mengenai sewa menyewa ruangan di Bogor Internusa
Graha Hotel {sekarang Bogor Internusa Plaza), (bukti P.1 sfd P.7) | ~——v—eme

- Menimbang, bahwa dani bukli-buki perjanjian tersebut, terbukt
Penggugat mernpunyai hak untuk menyewa ruangan di lantai 1 dan 2 gedung
millk Tergugat, dan Penggugat mulal menempati ruang yang disewan_ya
tersebut pada tahun 1986 {sewa menyewa berakhir tahun 20113) | rrresmsmnan

- Menimbang, bahwe pada tahun 1996, telah tariad‘llkeh'a_karan di Beger
Intarnusa, sehingga Penggugat tidak dapali menggunakan rmeang yang

di nya ;

- Menimbang, bahwa pada tahun 2000, Tergugat mulai membangun
gedungnya yang terbakar dan sejak saat ilu mulai ada penawaran-
penawaran darl Tergugat kepada Penggugal untuk melanjutkan sswanya

ruangan ;

- Menimbang, bahwa mulai saat itulah teradi sural menyurat antara
Penggugat dan Tergugat tentang kelanjutan dari sewa menyewa ruangan
Gadung Bogor Intarnusa (bukti T.3 sid T7.46) ; T
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#jimbang, bahwa permasalahan yang timbui edaleh Tergugat
EBwarkan kepara Penggugat untuk menempatkan Penggugat dilantal 2, 3
dind, sedangken Penggugeal tetap bertahan pada perjanjian sewa menyewa

{P.1 s/d P.7) yaitu dilantai 1 dan 2 ;

- Menimbang, bahwa Tergugat berdalih Penggugat harus pindah lantai,
karena kontruksi bangunan teiah berubah menjadi 7 tantai dari 4 lantai, dan
juga ada pembagian struktur tempat pedagang tlap lantai, sehingga tidak
dimungkinkan Penggugat ditempatkar: di lantai 1 ; L

Menimbang, baiws Penggugat bertahan ingin.dilantai 1 dan 2 karena ini
sesuai dengan strategi penjualan dari Penggugal | ——————ermremsmmnees

- Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat berdalih Pényebab kebakaran
pada tzhun 1896 itu adalah berawal dar ruangan Penggugat (bukti T.1),
sshingga Tergugat meminta agar Penggugat memenuhi apa yang akan diatur
oleh Tergugat mengenai susunan / igtak dari Penyewa (tempét);-

Menimbang, babwa menurut Tergugat, karena Penggugat sebagai
penyabab kebakaran eeharusnya Penggugat tidak " macam-macam * dan
memenuhi apa-apa yang telah datur oleh Tatgugal ; ———m- eemmemeeeees

- IMenimbang, bahwa sebaliknya Penggugat berdalih penyebaty kebakaran
bukan Penggugat tetapl plhak lain (bukti P.22) ;

- Menimbang, bahwa menurut pertimbangan majelis bukti yang kuat dan

formal adalah Putusan Pengadiilan ;

- Menimbang, bahwa majelis berpendapat berdasarkan bukli-bukli yang
ada, belum ada putusan Pengadiian (Khusushya Pidana) yang telah
barkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah sebagai
penyebab kebakaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, aiasan Penggugat sebagai
penysbal kebakaran sampai saat ini belum 1erbUKL | —m-—smmsmereeeeemmeamen
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imbang,'?bahwa separti telah disebutkan distas, inti permasalahan
perfanfian sewa mehyewa ruangan di Bogor Internusa yang dilakukzn

Penggugat dengan Tergugat ;

- Menimbang, bahwa perjanjian ini adalah kemauan para pihak (Penggugat
dan Tergugat}, yang dengan sendirinya harus ditaali oleh kedua belah pinak
yang membuatnya, inl sesuai pula dengan yang diatur dalam pasal 1338 BW

- Menimbang, bahwa untuk mengakhid perjanjian (diluar waktu yang
ditentukan}, harus berdasarkan kesepakalan antara Penggugat dengan
Tergugat, Apabila salah satu pihak saja yang ingin n['uengakhin' parjanjian,
tanpa ada persefujuan pihak [ainnya, ini tidak dibenarkan ; —— ——————

- Menimbang, bahwa persoalan inj sebenarmnya dapat diselesaikan secara
musyawarah, itu terbukti dar keterangan saksi-saksi balk dari Penggugat
maupun Tergugat vang membenarkan telah ada pembicaraan antara
Penggugat dengan Tergugat untuk memblcarakan permasalahan yang ada
vaity mengenai lokasl (letak) lantai yang diberikan kepada Penggugat di
Bogor Internusa :

- Menimbang, bahws perscalannya adalah para pihalk tetap berpendapat
pada pendiriannya masing-masing, Penggugat tetap bersikukuh pada
perjanjian yang dibuat anlara Penggugat dengan Tergugat (bukli P-1 sid P-
7). semantara Tergugat menawarkan tempat lain, yang berbeda dengan
perjanjian sewa menyewa semule ;

- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kata sepakat, maka Penggugal
menggugat Tergugat, yang didalam petitumaya diantaranya menuntut agar
tergugat telah melakukan Wanprestasi ; :

- Meznirbang, bahwa menurat Prof. Soebekti, SM. DJidalam bukunya ™
Hukum Farjanjian °, penerbit PT. Internusa tahun 1917, hal. 49, Wanprestasi
berarti Tergugat telah : :

a. Tidak melzkukan apa yang disanggupi akan dilakukannya e eeen
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d. Metakukan sesuatu yang menurul perjanjian tidak boleh dilakukannya ;-

- Menimbang,. bahwa berdasarkan surat perianjlan yaig dibuat antara
Penggugat dengan Tergugat (bukti P-1 s/d P-7), Penggugat menyewa

ruangan di Bogor Internusa pada lantai 1 dan 25

- Menimbang, bahwa peianjlan tersshbut belum dicabut oleh para pihak,
walaupun terpulus pada fahun 1996 karena ada kebakaran, namun _perianjian
fersebut tetap berlaku dan berakhir pada tahun 2043 | ~-semeememsmee e oo e

WMenimbang, bahwa ketika Bogor Internusa direnopasi dan dipergunakan
{disewakan) bagi oleh Tergugat, Tergugat menawarkan kepada Penggugat

uniuk menempati lantai 2, 3 dan'd ;

- Menimbang, bahwa apabila Penggugat seluju, maka dibuat kesepakatan
baiu dengan cara perjanjian lama dirobah atau dinyatakan tidak berlaku dan

dibuat perjanjian baru ;

- Menimbang, bahwa oleh karsna Penggugat tidak setuju dan tidak tedjadi
kesepakan bary, maka menurat Majelis masik berlaku perjenjian yang lama
{bukdl P-1 s/d P-7) -

- Menimbang, bahwa beberapa saksi darl Tergugat seperti Tedy Santoso
dari Asosiasi l?edagang dan Nyoman Kamajaya, SH' dari Gunung Agung,
yang menyatakan bersedia meanerima kesepakstan yang ditewarkan
Tergugal, lu adalah hak dari mereka, babwa Penggugat tidak menerima
kesepakalan yang ditawarkan Tergugat, ftu juga merupakan hak dari
Penggugat (bukdi T-4) ;

Menimbang, bshwa berdasarkan halhal tersebui diatas berarti terbukdti
Tergugat  telah melakukan VWanprestasi, karena Tergugat (akan}
melaksanaken apa yang dl janjlkannya, tetapi idak sebagaimana
dijenjikan,yaitu perjanjiannya dilantai 1 dan 2, Tergugat maunya berubah
ditantai 2, 3dan 4 ; _
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memutuskan hubungan sewa menyewa (BUukli T-4) | ——--—eeeeemeen

- Menimbang, bahwa renurut periimbangn Majelis, ftu adalah konsskuensi
dari Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan itu merupakan akibat dari
perbuatan Wanprestasi adalzh meminta pamutusan / pembatalan pedaniian,
dan hal ini telzh diminta oleh Penggugat, yang akan dibahas ocieh fdajelis

dibawab ini ;

- Menimbang, bahwa dengan demikian maka tunjutan agar Tergugat telzh
!

madakukan Wanprastasi, patut untuk dikabulkan ;

- Menimbang, bahwa mengenai tunivtan agar perjanjian sewa menyewa
antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-1 sid P-7) uriuk dibatalkan, akan
dipertimbangkan oleh Majelis ; g

Wenimbang, bahwa menurut Prof. Scebekti didalam bukunya hukum
perjanfian, penerbit PT. Internusa, pembatalan penjanjian merupakan salsh
satu hukum (akibat yang diderita} bagi pihak yang lalai melaksanakar
perjanjian (Wanprestasi) ;

- Menimbang, bahwa pembatalan peijanjian bertujuan membaws kedua
belah pihak kemball pada keadaan szbefum perjanjian diadakan, Kalau suatu.
pihak sudah menerima sesuatu darf pihak yang lain (uang atau barang) maka
itt harus dikembalikan {Prof. Scebekti dalam Hukum Perjanfian, penerbit.
PT. Internusa ) ;

Menimbang, bahwa mengenai pambatalan perjanjian ini diatur didalam
Pasal 1268 BW, sarst batal dianggap selamanya dicantumkan dalam
perjanfian-perjanjisn yang limbai baliik manakala salah satu pibak fidak
memenuhi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1266 BW, juga disebutkan, * dedam hal
demikian petjanfian tidak batal dem| hekum ”, tetapi pembatalan harus
dimintakan kepada hakim ! ;

4

Perlindungan hukum ..., Arif Rahman, FH Ul, 2012



ang, bahwa dengan demikian tuntutan dari Penggugat untuk
lan perjanjian sewa menyewa mengsnai ini sudah tepat dan Majelis

empertimbangkannya ;

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugal menginginkan tempat di lantai
1 dan 2 sesuai dengan perjanjian {(buktl P-1 sid P-7), sedangkan Tergugat
tetap bertahan menawarkan lantai 2, 3 dan 4, maka Majelis berpendapat
sudah tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat, seperti telah
disebutkan diatas, didalamn Pasal 1338 BW, perjanfian itu mengikat kedua
belah pihak: {Panggugat dan Tergugat). Apabila salah satu pihak tidak ingin
mempertahankan parjanjian ity {melakukan Wanprestasi), maka peanifan itu
tifak akan barguna dan siz-sia Dengan demikian perjanjian sewa menyewa
yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-1 s/d P-7) fidak

periu dipertahankan lagi dan harug dibatalkan ; -

- Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan batal perjanjian

SewWa Mmenyewd |

Menyalakan batal Perjanjian Sewa Menyewa No. 51, tanggal 25
Nopember 1886 ; Perjanjian Sewa Menyewa No. 86, tanggal 31 Juli 1989 :
Penanjian Sewa Menyewa No. 16, tanggal 16 Oktober 1983; Perjanjian
Sewa Menyewa Fluangan Mo. 67, fanggal 27 Januari 1§94 ; Perjanjian
Pemindahan dar Penystahan Hak Sewa No. 66, tanggal 3 Mie 1995 ;
Perjanjian Pemindaban dan Penysrahan Hak Sewa N? 20 tanggal 11 Juli
1995 dan perjanjian No. 147/B-2/BiflX/05, tanggal 18 September 1995 ; -

1

Menimba.ng, bahwa mengenai tuntutan  ganti rugl, seperti telah
dieebutkan didalam pertimbangan sebelumnya dimana Tergugat dinyatakan
telah melakukan Wanprestasi, maka Tergugaf, selain menanggung
pembatalan perjajian juga harus menanggung ganti rugi ; --_----—-------"

Menimbang, bahwa mengenai gantl g ini Majslis berpendapat,
perjarjian sewa menyawa antara Penggugat danTergugat adalzh lantai 1
dan 2 Gedung Bogor Internusa (Tergugat), sedangkan setelah direncpasi
Tergugat menawarkan lantal 2, 3 ctan 4 ; :
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- Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat meminla agar
Tergugat membayar ganti rugi {khusus lantai 1) sebesar (lotal)

Rp. 235.601.210.000,-;

- Menimbang, bahwa pengertian ganti rugi mencakup tiga hal yaitu « biays,
fugl dan bunga., Pergentian biaya adalah segala pengeluaran
{ongkeos) yang nyata-nyata sudak dikeluarkan oleh 1 Pihak (dalam hal ini
Panggugat} rugi berarti kerugian karena barang milik Penggugat yang rusak
Karena kelalsian Tergugat, sedangkan bunga berari kerugian yang bemupa
kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan (dihitung) oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya, Penggugat telah melunasi uang
sewanya sampai tahun 2013 (bukti P8 s/d P.11), walaupun bukti P.8 s/d P11
adalah merupakan surat dani Tergugat kepada Penggugaf, oleh karena
diajukan sebagai bukti oleh Penggugat, maka Penggugat dianggapnya telah

dapat menerima isi surat tersebut ;

- Menimbang, bahwa iergugat juga mengajukan bukti fentang sisa vang

sewa Penggugat, yaifu dibukti T.5;

- Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat menyatakan uang
Penggugat yang maslh ada (tersisa) ditangan Tergugat adalah berjumlah Rp.
1.734.255.235,- dan USD 2,285,433 ;

- Menimbang, bahwa disini ada perbedaan antara hukti T.5 dengan
~ jawaban dari Tergugat, ssrla Bukti P.& s/ .F"11. Menurit pertimbangan
Majslis lebih adit dipakai perhitungan datam bukfi T.5, karena disity diketahui
(ditanda tangani) wakil dari Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti P.8
s/d P.11 hanyalah surat pemberitahuan derl Tergugat {sepihak) dan jawaban
dari Penggugat itu merupakan keterangan seplhak ;

+ Menimbang, bahwa dasi bukti 7.5 tersebut sisa uang sewa {khusus
dilantal 1) adatah di No. Urut 1 sebesar U S D. 1.441,150, No Unut 2 Sebesar
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- Menimbang, bahwa denga;'n dernikian  berarti |10tal biaya =adalah
Fp. 1.443 852 258 + Rp. 183.014.394.63 = Rp. 1.616.967.292.63 ditambah

LUSE 1.441.150;

- Menimbang, bahwa sedangkan menganai rugi dan bunga dari petitumnya
Penggugat meminta ganti tugi Rp. 235.601.200,000 menurut Majels
Penggugat menghitungannya dari bukil P.19, dimana vang sewa Per M°
adalah Rp. 250.000,- namum ity adalah penawaran dar Tergugat dan masih
darat dinegosiasikan ; pula perusahaan Pengguyal adalah perusahaan besar
(penarik pengunjung). Sehingga harganya masih dapat dikurangl jad! harga
Rp. 250.000,- / M?. masih belumn pasti ; :

|

- Menimbang, bahwa didatam bukii T.16, dissbutkan Penggugat memints
ganti rugi sebesar Rp, 100.000.000.000,- menumt Majelis itu adalzh
permintaan dan pengakuan dari Penggugat, sehingga Majelis bempendapat
itu sclalab jurnlal yang mendekafi Riil dari kerugian {bunga) yang diakui olgh
Penggugat sehingga Majelis berpendapat cukup adil apabila Majelis memakai
Nilai  Rp. 100.000.000.000- + Rp. 161896728263 = Rp.
101.618.867,292 63 dan US$ 1.441.150 ;

- Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi lmmatedil oleh karena tidak
diduktng oleh bukil-bukti yang ada, maka harys ditolak | -~ —emmmmcnmeea-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Uit Veerbaar Bij Vooraad, karsna
tidak mermenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR, maka
tuntutan ini harus difolak ;

- Menimbang, bahwa mengenai tuntiian sita jaminan oleh karena didalam
perkara ini felah dilakukan sita Jaminan terhadap, ruangan lantal 1 dan 2
Gedung Bogor Internusa (Pangrango Plaza) JI. Pajajaran No. 27 Boger |
badasarkan Berita Acara Sita jaminan No. 02/PDT/CB/2005/PN/BGR. jo. No.
US/PDT/GI2004/PN.BGR., pada hari kamis fanggal 31 Maret 2005, yang
dilakukan alsh juri sita Pengadilan Megeri Bogor ; maka sita jaminan ity
harus dinyvaiakan sah dan berharga ;
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ifibang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan -
maka kepade Tergugat dibebankan untuk raembayar ongkos

DALAM REKONPENS :

- Menimbang, bahwa makeud dan Gugatan Rekonpensi sebagimana
tersebut diatas ;

- Menimbang, bahwa didalam Gugatannya Penggugat Rekonpensi
meminta agar Tergugat Rekonpensi membayar gant! rugi karena Tergugat
Rekonpens| sebagai penysbab kebakaran yang terjadi pada tahun 1296 di

Bogor Interiusa ;

i
- Menlmbang.; bahwa dari saksi — saksi vang di gjuksn olsh Penggugat
Rekonpensi, seperll Jarmaeni, Marsell dan juga bukti T.1, yang disimpulkan
tempat Tergugal  Rekonpensi sebagai asal menjplar api (penyebab
kebakaran} ;

Menlmbang, bahwa sebaliknya didalam bukti tertulis Panggugat, yailu
bukti P22, penyebab kebakaran adalah pihzk lzin ;

- Menimbang, bahwa menurut Majelis, bukt-bukti ini harus ditambah lagt
dan untuk lebih mempetjelas, seharusnya ada proses pidana schingga jelas
siapa yang salah ;

- Menimbang, bahwa oleh karena bukii-bukli yang diajukan belum
sempuina, maka atas tuntutan Rekonpens! ini Majells berpendapat hausiah
ditalak ;

- Menimbang, bahwa oleh karena gugatennya ditelak maka kepada
Penggugat Rekonpensi, dibebankan untuk membayar biaya perkara ; ------—-

- Mengingat Peraturan Perundang — Undangan yang berlaku seria
Paraturan-peraturan lainnya yang bersangkutar :
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Tt

LA

T

MENGADELI
DALARL KONPENS
Mengabulkan Gugatan Penggugal untuk sebagian ; ——-———rree-men
Menvatakar Tergugal telah melakukan ¥Wanprestasi | e

- Menyatakan batal perjanjian Sewa Menyewa MNo.81, Tanggal 25
Nopember 1986, perjanfian Sewa Menyewa semua ruangan Mo, 16, tanggal
15 Oktober 1993 ; Pejanjian Sewa ruangan Neo. 7, tanggal 27 Januadi 1954,
Ferjanjtan FPemindahan dan Penyerahan Hak Sewa No. 88, tanggal 8 Mei
1995 ; Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa No. 20, tanggal 11
Juli 999 dan Perjanjian No,147/B-2/B11X/95. langga! 1B-Seplember 1945 ; —

Manghukum  Tergugat untuk membayar  gankk  rugi sebesar
Rp. 100.000.000 000.- + Rp. 1.616.957 292,63 = Rp. 101,615.947.232,63
{Beratus Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam
Puivlt Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Putuh Dua Rupiah Enam Puiuh Tiga
Sen) dan US$H 1.441.150 ; { Satu Jula Empai Ratus Empat Puluh Salu Ribu
Seratus Lima Puluh Dollar US ); -

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Lantai 3 dan 2
Gedung Bogor Internusa Plaza, Jalan Pajajaran No. 2¥ Bogor, yang
dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bogor pada hari | Kamis, tanggat
31 Maref 2005,  berdasarkan  berla  acara  Sita  Jaminan

No. 02/Pt/CBIZ005/PN. Bgr. jo. No. 95/PAtGIZ004PH. Bar | «mrememee——
- Menolak Gugatan Penggugal untuk selebihnya | =se-seseeee e —wuoe
DALAM REHONPENS! ; ;
- Menolak Gugatan Tergugal untuk seluruhnya | Y

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI .
- Membebankan biaya perkara hepada Tergugat Konpsnsi Sebssar
Rp. 1509.000 - { Sate Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Ruplah ) | -—ee—eeeemes
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